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ABSTRAK 
 
Heru Setyawan. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN POL POT DI KAMBOJA 
TAHUN 1975-1979 Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dn Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret, Juli 2007. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk : (1) Menjelaskan gambaran umum 
negara Kamboja sebelum pemerintahan Pol Pot Tahun 1975-1979, (2) Mengkaji 
kebijakan pemerintahan Pol Pot di Kamboja tahun 1975-1979, (3) Mengkaji 
dampak dari kebijakan pemerintahan Pol Pot, (4) Mengkaji upaya penyelesaian 
konflik kebijakan pemerintahan Pol Pot. 
Sejalan dengan tujuan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode 
historis atau metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan 
menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, kemudian 
merekonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan 
historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu 
buku-buku, majalah dan surat kabar yang relevan dengan judul penelitian. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu memperoleh data 
dengan cara membaca buku-buku literatur, majalah, surat kabar, dokumen atau 
arsip yang tersimpan di perpustakaan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Negara Kamboja 
merupakan suatu negara yang terletak di Semenanjung Indocina bagian Barat 
Daya. Negara ini sering mengalami ketidakstabilan politik karena adanya 
pertentangan di antara sesama elit politik yang ada. (2) Pol Pot adalah seorang 
tokoh besar kelompok komunis Khmer Merah yang berhasil menumbangkan 
pemerintahan Lon Nol dan menjadi pemimpin baru di Kamboja. Adapun 
kebijakan-kebijakan pemerintahan Pol Pot yang dinilai sangat ekstrim yaitu: 
Kebijakan Konsolidasi, Kebijakan Evakuasi, dan Kebijakan Anti-Vietnam. (3) 
Dampak dari kebijakan pemerintahan Pol Pot ini memunculkan pemberontakan-
pemberontakan dari rakyat sipil dan militer yang merasa tidak puas dan 
dikecewakan Pol Pot dan mendorong  Vietnam untuk menginvasi Kamboja 
dengan dalih permintaan KNUFNS dan rasa kasihannya terhadap penduduk 
Kamboja. (4) Upaya penyelesaian konflik kebijakan pemerintahan Pol Pot yang 
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radikal dapat dilakukan melalui dua jalan yaitu militer dan diplomasi. Jalan militer 
melalui KNUFNS dan bantuan dari Vietnam. Sedangkan jalan diplomasi melalui 
JIM I yang diadakan pada tanggal 25-28 Juli 1988, JIM II pada tanggal 19-21 
Februari 1989, Konferensi Beijing pada tanggal 17 Mei 1989, Konferensi Paris I 
pada tanggal 30-31 Juli 1989, dan Konferensi Paris II pada tanggal 23 Oktober 
1991. 
Dari kesimpulan di atas maka muncul implikasi, yaitu (1) Bidang politik, 
perebutan kekuasaan selalu diwarnai dengan adanya kudeta. Hal ini disebabkan 
masing-masing kelompok lebih mementingkan kepentingan kelompoknya 
daripada kepentingan bangsa dan negara Kamboja. (2) Bidang ekonomi, 
tumbangnya pemerintahan Pol Pot justru dapat memperbaiki kondisi 
perekonomian Kamboja, karena negara ini  mulai mendapat bantuan dari negara 
lain, terutama dari negara-negara yang mempunyai kesamaan ideologi komunis. 
(3) Bidang budaya, munculnya pemerintahan Heng Samrin dan Hun Sen 
membawa perubahan-perubahan kea rah yang positif antara lain kebijakan dalam 
membangun kembali bangunan-bangunan yang memiliki  nilai sejarah yang tinggi 
seperti bangunan candi Angkor Whatt dan Angkor Tom sehingga dapat 
membangkitkan kembali budaya bangsa Kamboja yang hancur akibat kekejaman 
pemerintahan Pol Pot. 
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MOTTO 
 
“Tidak pernah ada perang yang baik dan perdamaian yang buruk” 
 
 (Mao Tse Tung) 
 
 
 
“Kesempatan akan segera lenyap secepat perjalanan awan, dan menunda-nunda 
pekerjaan adalah tanda-tanda orang yang merugi, jika menunda pekerjaan dan rasa 
malas telah menyatu, maka yang lahir adalah kerugian” 
 
 (Ibnu Jauzi) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Kamboja merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang 
paling sering mengalami ketidakstabilan politik. Negara ini sejak dulu selalu 
mengalami konflik-konflik politik yang cukup serius sebagai akibat persaingan 
kekuasaan di kalangan elit politik yang ada. Ketika negara Kamboja mengalami 
ketidakstabilan politik, Perancis datang dengan maksud menyebarkan agama 
Kristen. Dalam perkembangannya, disamping menyebarkan agama Kristen, 
Perancis juga berusaha menanamkan kekuasaannya di wilayah Kamboja. Usaha 
Perancis tersebut berhasil, yang ditandai pada tahun 1864 Kamboja berhasil 
dijadikan daerah protektoratnya. Mulai saat itu Perancis berkuasa dan baru 
delapan puluh tahun kemudian rakyat Kamboja berhasil membebaskan dirinya 
dari belenggu kolonial Perancis. 
Sihanouk diangkat menjadi raja oleh Perancis pada bulan April 1941 
guna menggantikan kakeknya yaitu Raja Monivong yang meninggal. Pada awal 
masa pemerintahannya sistem politik di Kamboja masih didominasi oleh Perancis. 
Hal ini disebabkan karena Kamboja masih berada di bawah kekuasaan Perancis. 
Sementara itu sebagai penguasa Pangeran Sihanouk tidak mempunyai kekuatan 
untuk melawan Perancis karena dengan jasa Perancis Sihanouk dapat menjadi raja 
di Kamboja (Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus 6, 1992: 3170). Ketika 
menjelang berakhirnya perang dunia kedua, gerakan-gerakan kemerdekaan 
Kamboja semakin gigih menunjukan keinginannya untuk dapat merealisasikan 
cita-cita kemerdekaan. Seorang tokoh nasionalis Kamboja Son Ngoc Thanh yang 
anti-Perancis mendesak raja untuk menyatakan kemerdekaan Kamboja. Usaha-
usaha tersebut gagal dan baru pada tanggal 9 Nopember 1953 rakyat Kamboja 
memperoleh kemerdekaanya dari Perancis. 
Pengakuan kemerdekaan tersebut belum secara penuh karena urusan luar 
negeri Kamboja masih berada di bawah kekuasaan Perancis. Pengakuan 
 
1 
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kemerdekaan Kamboja secara penuh baru dilakukan setelah kekalahan Perancis 
atas Vietnam Selatan di Dien Bien Phu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan 
diadakannya perjanjian Jenewa pada tanggal 20 Juli 1954. Salah satu isi dari 
perjanjian tersebut ialah diakuinya kemerdekaan secara penuh kemerdekaan 
negara-negara Indocina termasuk Kamboja (Kirdi Dipoyudo, 1983: 28). 
Setelah perjanjian Jenewa, tepatnya pada tahun 1955 Sihanouk 
mengundurkan diri sebagai raja di Kamboja dan jabatanya diserahkan kepada 
ayahnya yang bernama Norodom Suramarit. Hal ini dimaksudkan agar Sihanouk 
dapat melibatkan diri pada pemilu bulan Mei 1955. Pada pemilu tersebut partai 
Sangkum Reatsr Niyum (Persatuan Rakyat Sosialis) yang dipimpin Sihanouk 
berhasil memperoleh kemenangan yang sangat besar sehingga Sihanouk dapat 
menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 1960 ayah Sihanouk 
meninggal dunia, maka jabatan sebagai kepala negara diserahkan kepadanya. 
Dengan demikian Sihanouk pada waktu itu memegang dua jabatan yaitu sebagai 
perdana menteri sekaligus merangkap sebagai kepala negara ( Ensiklopedi 
Indonesia Edisi Khusus 1, 1992: 56). 
Ketika Pangeran Sihanouk berkuasa, ia berusaha menjaga netralitas dari 
kemungkinan jatuhnya Kamboja ke dalam pengaruh negara lain. Namun, tidaklah 
mudah bagi Sihanouk untuk menghindarkan diri dari konflik di Indocina. Bahkan 
dari konflik perbatasan Kamboja-Vietnam Selatan memunculkan gerakan 
perlawanan anti Sihanouk Khmer Issarak atau Khmer Bebas yang berpusat di 
Saigon oleh Son Ngoc Thanh. Munculnya gerakan perlawanan anti Sihanouk ini 
dilatarbelakangi karena (1) Pangeran Sihanouk menolak untuk berunding dengan 
Vietnam Selatan mengenai masalah perbatasan wilayah, bahkan secara sepihak 
menutup daerah perbatasan tersebut dari para pengungsi Vietnam Selatan,          
(2) Pangeran Sihanouk memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika 
Serikat karena Amerika Serikat mendukung pelanggaran batas teritorial yang 
dilakukan oleh Vietnam Selatan (Munajad Danusaputro, 1984: 135). 
Di lain pihak, Sihanouk lebih senang bersahabat dengan Vietnam Utara 
dan Cina yang komunis. Sebagai bukti persahabatannya dengan Vietnam Utara 
dan Cina, Pangeran Sihanouk mengijinkan komunis menduduki propinsi-propinsi 
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Kamboja di sebelah Timur sebagai tempat perlindungan bagi operasi pembebasan 
di daerah Vietnam Selatan dan menyerang tentara Vietnam Selatan yang melintasi 
wilayah Kamboja. Tindakan Sihanouk yang memberi angin kepada Vietnam 
Utara dengan mengijinkan wilayah Kamboja sebagai jalur penyerangan ke 
wilayah Vietnam Selatan, dianggap gagal membawa Kamboja mempertahankan 
netralitas. Karena terbukti adanya 30.000 sampai 50.000 tentara Vietnam Utara di 
Kamboja (Kirdi Dipoyudo, 1983: 36). Setelah menjalin hubungan dengan 
Vietnam Utara dan Cina, pada tahun 1963 Pangeran Sihanouk mengadakan 
kampanye anti Amerika dengan cara menolak bantuan dari Amerika Serikat 
(Editor, 23 Juli 1988 : 10). 
Kebijakan Pangeran Sihanouk yang mengijinkan Vietnam Utara 
memakai daerah perbatasan Kamboja sebagai tempat perlindungan bagi operasi 
pembebasan di Vietnam Selatan dan kebijakan anti-Amerikanya sangat ditentang 
oleh kelompok birokrat dan pengusaha. Selain kelompok birokrat, pengusaha, 
intelektual, rasa ketidaksenangan terhadap Sihanouk juga diungkapkan oleh 
kelompok sayap kiri yang dimotori Khmer Communist Party (KCP) atau Partai 
Komunis Khmer. Sehubungan dengan hal itu, maka pada bulan April 1970 yaitu 
ketika Pangeran Sihanouk sedang pergi ke Perancis dan di tengah-tengah 
memuncaknya perang Indocina II, kelompok militer pimpinan Lon Nol dan 
Pangeran Sisowath Sirik Matak yang didukung oleh kelompok birokrat 
melancarkan kudeta terhadap pemerintah. Kudeta tersebut berhasil 
menggulingkan pemerintahan Pangeran Sihanouk (Editor 23 Juli 1988). Maka 
sejak saat itu Kamboja berada di bawah kekuasaan Jenderal Lon Nol. Bagi 
Sihanouk karena sudah tidak mempunyai tempat lagi di Kamboja akhirnya ia 
menetap di Beijing. Ditempat pengasingan inilah Sihanouk melakukan aktivitas 
memimpin gerakan perlawanan terhadap Lon Nol.  
Setelah berhasil mengadakan kudeta tak berdarah pada bulan Maret 1970 
dan menyatakan dirinya sebagai presiden Kamboja, Lon Nol segera mengambil 
beberapa tindakan yaitu: Pertama, mengadakan perubahan terhadap bentuk negara 
yaitu dari bentuk kerajaan menjadi republik (Sardiman AM. 1983: 65). Kedua, 
menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat guna menghadapi Khmer Merah. 
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Tindakan pemerintah Lon Nol yang menjalin kerjasama dengan Amerika 
Serikat guna menghadapi gerakan komunis Khmer Merah dan mengadakan 
pengejaran terhadap gerilyawan komunis Vietnam Utara semakin merusak 
netralitas Kamboja. Sementara itu mengetahui kekuasaannya direbut oleh Lon 
Nol, di pengasingan Pangeran Sihanouk yang didukung oleh Cina mendirikan 
Royal Goverment of National Union of Cambodia (GRUNC) atau Pemeritahan 
Kerajaan Persatuan Nasional Kamboja. Selain mendapat dukungan dari Cina, 
pembentukan GRUNC juga mendapat dukungan dari komunis Khmer Merah dan 
Vietnam Utara. Keikutsertaan Sihanouk dalam gerakan bersama untuk 
menjatuhkan Lon Nol seakan memberikan dasar keabsahan yang kuat bagi tujuan 
perjuangan Khmer Merah (KCP). Selanjutnya untuk membentuk kader militer dan 
politik di dalam negeri, maka dibentuklah National United Front of Cambodia 
(NUFC) atau Front Persatuan Nasional Kamboja. NUFC yang merupakan aliansi 
dari beberapa kelompok seperti Khmer Rumdoah (pengikut Sihanouk), Khmer 
Merah pimpinan Pol Pot, Khmer Merah pro Vietnam dan Partai Pekerja Vietnam 
dalam perkembanganya mengalami perpecahan karena adanya perbedaan 
pendapat. Meskipun  mengalami perpecahan tetapi pada akhirnya pada tahun 1975 
GRUNC dan NUFC, yang keanggotaannya banyak didominasi komunis Khmer 
Merah pimpinan Pol Pot dapat mengalahkan pemerintahan Lon Nol dukungan 
Amerika Serikat. Dengan jatuhnya pemerintahan Lon Nol berarti menandai era 
baru negara Kamboja di bawah pemerintahan Khmer Merah pimpinan Pol Pot 
(Ramlan Surbakti, 1985: 37). 
Pada awal pemerintahannya, Pol Pot melakukan langkah-langkah 
konsolidasi yaitu mengadakan Pemilu pada tanggal 20 Maret 1976. Langkah 
konsolidasi ini dimaksudkan guna membentuk pemerintahan baru Kamboja yang 
banyak didominasi oleh kekuatan Komunis. Dibawah kekuasaan Pol Pot dan Ieng 
Sary, Kamboja mengalami suatu perubahan drastis. Kedua pemimpin diatas 
adalah pengikut setia dari Mao Tse Tung. Tak heran jika pengikut-pengikut Mao 
di Kamboja bersifat fanatik dalam menerjemahkan fikiran-fikiran Mao dalam 
bentuk suatu community sesuai rencana atau resep pujaan mereka (Muchtar E. 
Harahap & M. Abriyanto, 1990: 50).  
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Rezim Khmer Merah di bawah Pol Pot dikenal sebagai rezim yang kaku, 
keras, brutal, dan banyak memusuhi rakyat sendiri. Dalam kenyataannya 
pemerintahan Pol Pot telah banyak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar 
hak-hak asasi rakyat Kamboja. Untuk mewujudkan masyarakat komunis dan 
mengembalikan pola hidup rakyat Kamboja yang agraris, Pol Pot mencanangkan 
Program Empat Tahun. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut Pol Pot 
menempuh cara dengan mengosongkan seluruh kota dari penduduknya yang 
kemudian dikirim ke desa-desa guna mengerjakan lahan-lahan pertanian dan 
mereka dipaksa hidup dalam komune-komune. Setelah pengosongan kota 
berhasil, Pol Pot menutup pasar-pasar, bioskop, melarang penduduknya untuk 
memeluk agama serta membunuh kaum intelektual. 
Program Empat Tahun ini mengakibatkan jutaan rakyat Kamboja 
meninggal dunia (The Killing Field Tragedi). Hal ini dapat dilihat jumlah 
penduduk Kamboja pada tahun 1970 berjumlah 7 juta jiwa, setelah Pol Pot 
memegang pemerintahan jumlah penduduk berubah menjadi 4 juta jiwa. Jumlah 
dokter yang semula 550 orang sekarang tinggal 48 orang. Jumlah mahasiswa 
dalam tahun yang sama menyusut dari 11.000 orang menjadi 450 orang. 
Sedangkan jumlah pelajar dari 160.000 orang sekarang tersisa 5.300 orang 
(Tempo, 27 Oktober 1979: 11). 
Selain itu, kebijakan pemerintahan Pol Pot yang lain adalah mengadakan 
pembersihan terhadap unsur yang dicurigai mempunyai hubungan dengan 
Vietnam, misalnya: menanamkan rasa kebencian rasial orang-orang Khmer 
terhadap orang keturunan Vietnam dengan memunculkan gerakan Kap You 
(gerakan untuk menyembelih orang keturunan Vietnam) dan mengadakan 
pengusiran terhadap 50.000 orang keturunan Vietnam serta mengadakan 
pembunuhan terhadap semua kader dan pemimpin wilayah timur yang dianggap 
pro-Vietnam. Salah seorang pemimpin wilayah timur yang berhasil dibunuh ialah 
So Phim. Sedangkan yang berhasil meloloskan diri dan masuk wilayah Vietnam 
adalah Heng Samrin dan Pen Sovan. Bahkan juga mengadakan penyerangan ke 
wilayah selatan yaitu wilayah Kamboja Khrom (wilayah Kamboja yang diambil 
paksa oleh Vietnam Selatan) dan wilayah Vietnam (Ramlan Surbakti, 1985: 18). 
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Ide utopis yang sangat dicita-citakan oleh Pol Pot yaitu mewujudkan 
masyarakat komunis sejati ala Kamboja kini hanya tinggal cita-cita belaka. 
Program Empat Tahun yang dicanangkan pemerintahan Pol Pot dengan cara 
mengosongkan seluruh kota dari penduduknya dan kemudian mengirimnya ke 
desa-desa untuk menggarap lahan pertanian ternyata tidak bisa memperbaiki 
kondisi perekonomian Kamboja. Menurut A.R. Sutopo (1978: 409), semakin hari 
perekonomian Kamboja menunjukkan kemerosotan, yang disebabkan karena 
bekerja keras tanpa diimbangi dengan makanan yang cukup, dimana penjatahan 
makanan (ransum) dilakukan sangat ketat. Oleh karena itu tidak mengherankan 
jika banyak penduduk Kamboja yang menderita kekurangan gizi dan akhirnya 
meninggal dunia. 
Selain menyebabkan jutaan rakyat Kamboja meninggal dunia, kebijakan 
pemerintahan Pol Pot juga mendatangkan perlawanan dari rakyat Kamboja sendiri 
karena tidak puas atau kecewa atas kebijakan yang diambil oleh Pol Pot. Namun 
akhirnya para birokrat, tentara, tokoh Khmer Merah yang telah di kecewakan atau 
disingkirkan oleh Pemerintah Pol Pot menyadari akan pentingnya persatuan agar 
dapat menggulingkan pemerintah ditaktor Pol Pot. 
Pada tanggal 3 Desember 1978 dibentuklah suatu gerakan pembebasan 
yang disebut “Front Persatuan Nasional Kamboja untuk Keselamatan Nasional” 
atau “Front Persatuan Penyelamatan Rakyat Kamboja” yang selanjutnya 
dinamakan Kampuchea National United Front for National Salvation (KNUFNS). 
Gerakan KNUFNS tersebut dipimpin oleh Heng Samrin dan didukung oleh pihak 
Vietnam. Pada tanggal 7 Januari 1979 gerakan KNUFNS berhasil merebut Phnom 
Penh dan sekaligus dapat menggulingkan rezim Pol Pot. Dengan tergulingnya Pol 
Pot dari kursi pemerintahan maka tampilah Heng Samrin sebagai penguasa baru di 
Kamboja (Sardiman AM, 1983 :68). 
Mengingat negara Kamboja adalah negara yang rawan dengan konflik 
intern yang ditandai dengan perebutan kekuasaan sampai terjadinya kudeta, maka 
penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam tentang masalah 
yang terjadi di Kamboja khususnya kebijakan-kebijakan Pol Pot yang kejam, 
sadis, kaku, brutal, dan mengakibatkan jutaan rakyat Kamboja meninggal dunia 
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pada masa pemerintahannya dalam penulisan skripsi yang berjudul  “Kebijakan 
Pemerintahan Pol Pot di Kamboja Tahun 1975-1979”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 
penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa permasalahan yaitu : 
1. Bagaimana gambaran umum negara Kamboja sebelum pemerintahan Pol Pot 
tahun 1975-1979? 
2. Bagaimana kebijakan pemerintahan Pol Pot di Kamboja tahun 1975-1979? 
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintahan Pol Pot di 
Kamboja tahun 1975-1979? 
4. Bagaimana upaya penyelesaian konflik yang ditimbulkan dari kebijakan 
pemerintahan Pol Pot di Kamboja tahun 1975-1979? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah di atas 
yaitu untuk mengetahui :   
1.  Gambaran umum negara Kamboja sebelum pemerintahan Pol Pot tahun   1975-
1979. 
2.   Kebijakan pemerintahan Pol Pot di Kamboja tahun 1975-1979. 
3.  Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintahan Pol Pot di Kamboja 
tahun 1975-1979. 
4.  Upaya penyelesaian konflik yang ditimbulkan dari kebijakan pemerintahan Pol 
Pot di Kamboja tahun 1975-1979. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang akan 
diambil dari penelitian tersebut. Setelah mengetahui hasil penelitian tentang 
kebijakan pemerintahan Pol Pot di Kamboja maka penelitian ini diharapkan akan 
memberikan manfaat sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat : 
a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah yang berguna dalam 
rangka pengembangan ilmu sejarah. 
b. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada peneliti 
khususnya dan pembaca umumnya. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini bermanfaat : 
a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana pendidikan 
Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk memberikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan 
penelitian dengan pokok permasalahan yang relevan dengan permasalahan 
kebijakan pemerintahan Pol Pot di Kamboja tahun 1975-1979. 
c. Untuk menambah pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 
peneliti dalam menempuh kuliah di FKIP Program Sejarah. 
d. Melengkapi koleksi pengetahuan ilmiah di perpustakaan, khususnya 
koleksi pengetahuan tentang kebijakan pemerintahan Pol Pot di Kamboja 
tahun 1975 -1979. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Komunisme 
a. Pengertian Komunisme 
Istilah komunisme berasal dari bahasa latin “comune’’ yang artinya 
milik bersama (Abidin dan Baharuddin Lopa, 1971:39). Menurut Deliar Noer 
(1982:154) istilah komunisme mengandung dua pengertian, yaitu (1) Ada 
hubungannya dengan komune, satuan dasar bagi wilayah negara yang 
berpemerintahan sendiri, dengan negara itu sendiri sebagai federasi dari komune–
komune tersebut, (2) Istilah komunisme menunjukan milik bersama atau 
kepunyaan bersama. Sementara itu menurut Ebenstein dan Fogelman (1990: 12) 
“Komunisme adalah suatu paham yang berusaha mengadakan penghapusan atas 
milik pribadi sehingga menjadi makhluk sosial yang benar-benar manusiawi”. 
Menurut Winardi (1986: 184) mendefinisikan istilah komunisme sebagai 
suatu faham atau ideologi yang berusaha menciptakan masyarakat tanpa kelas 
yaitu masyarakat yang hanya terdiri dari para pekerja atau kaum proletar yang 
memiliki dan mengelola alat-alat produksi untuk kepentingan seluruh masyarakat. 
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunisme 
adalah teori atau paham yang menentang adanya hak milik perseorangan dan 
suatu produksi yang berada dalam suatu tangan (tangan kapitalis), serta menuntut 
adanya pembagian sama rata karena setiap orang mempunyai hak atas hasil 
produksi. 
 
b. Perkembangan Komunisme 
Taraf masyarakat industri dengan adanya pembagian kerja yang 
beranekaragam pada akhirnya mengakibatkan perbedaan kelas antara kaum 
kapitalis atau majikan dengan kaum buruh. Keadaan kaum buruh yang sangat 
miskin   sedangkan   kaum   majikan   semakin   kaya,    menyebabkan    adanya 
kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial tersebut mengakibatkan kaum buruh 
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berusaha memperjuangkan terciptanya suatu masyarakat tanpa kelas dengan 
membentuk perkumpulan-perkumpulan. Akhirnya timbullah paham yang 
dinamakan komunisme.  
Paham komunisme ini pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx. Dalam 
perkembangannya ajaran Karl Marx terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran 
sosial demokratis (sosialisme) dan aliran komunisme (komunis Karl Marx, Lenin-
Stalin dan Mao Tse Tung). Aliran sosial demokrat yaitu suatu aliran yang 
menghendaki adanya bentuk pemerintahan demokratis parlementer dan pemilihan, 
sedangkan aliran komunisme menghendaki bentuk pemerintahan diktator 
proletariat, yaitu suatu diktator yang dijalankan oleh pelopor-pelopor kaum buruh 
dan petani guna mengikis unsur-unsur kapitalisme (Abidin dan Baharudin Lopa, 
1971: 39). 
Ajaran Marx  banyak berkembang di negara-negara yang tingkat 
kesejahteraannya tergolong rendah seperti negara-negara Eropa Timur, Rusia, 
Cina, Vietnam, Kamboja dan lain-lain. Pengikut ajaran Marx di Rusia adalah 
Lenin (1870-1924). Sumbangan Lenin yang paling penting bagi teori komunisme 
dapat ditemukan dalam pamfletnya yang berjudul “What Is To Be Done”. Dalam 
buku tersebut Lenin menyatakan bahwa kegiatan komunis dilakukan oleh kaum 
buruh dengan membentuk organisasi buruh. Untuk mendampingi organisasi buruh 
tersebut diperlukan berbagai kelompok kecil yang merupakan tenaga revolusioner 
yang profesional yang dibentuk menurut pola tentara dan polisi yang bersifat 
selektif dan rahasia. Organisasi tersebut harus berdisiplin tinggi dan dikendalikan 
dari pusat. Secara khusus inti rahasia dari organisasi ini bertanggung jawab atas 
perekrutan para tenaga mata-mata, pelaku sabotase, agen rahasia untuk semua 
kegiatan yang berkaitan dengan urusan intelejen di luar maupun di dalam negeri 
(Ebenstain dan Fogelman, 1990: 23). 
Sementara itu penganut ajaran Marx di Cina dalah Mao Tse Tung. 
Resep-resep yang ditawarkan Mao dalam hal berpikir dan bertindak diterbitkan 
dengan judul “The Thoughts of Mao Tse-Tung” bagi jutaan rakyat Cina 
merupakan literatur modern yang setaraf dengan buku “Saying of Confucius” dari 
zaman lampau. Dalam teori-teori Mao tidak selalu terdapat konsistensi dari tahun 
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ke tahun mengalami perubahan. Pikiran Mao mengalami banyak modifikasi 
bahkan menyangkut hal yang pokok sekalipun. Sejak awal pandangan-
pandangannya mencerminkan sifat-sifat yang khusus pada masyarakat Cina dan 
keadaan-keadaan yang istimewa dari perjuangannya menuju kekuasaan. Beberapa 
tema yang secara khas bersifat Maoist menurut Ebenstein dan Fogelman (1990: 
83-92) yaitu: 
1. Peranan desa lebih penting dari kota 
Kelompok utama perjuangan revolusioner adalah dari kelompok petani, 
maka Mao melaksanakan usaha-usaha pertamanya di daerah pedesaan. Keteguhan 
pendirian Mao untuk mendasarkan gerakan komunis di wilayah pedesaan dan 
bukannya di kota-kota diperkuat selama melakukan perjalanan panjang (long 
march), karena selama melakukan perjalanan panjang ini kaum komunis 
mendapat bantuan yang simpatik dari desa-desa yang dilewatinya. Dengan 
dukungan aktif maupun pasif dari petani lokal, kekuatan komunis bergerak dari 
desa menuju ke kota untuk mengalahkan Partai Nasionalis. Perang gerilya ini 
merupakan strategi umum dari Mao. 
2. Tentara Merah lebih penting dari aksi masa 
Keberhasilan dalam suatu revolusi tidak hanya ditentukan oleh dukungan 
penduduk lokal saja tetapi dengan efektifitas Tentara Merah sebagai sebuah 
organisasi militer. Dalam kenyataannya kegiatan militer dan partai tidak dapat 
dipisahkan satu sama lain. Sejak tahun-tahun awal perjuangan komunis dan 
selama masa pemerintahan Mao, Tentara Merah menjadi partner dekat Partai 
Komunis sebagai kelompok revolusioner dan penguasa. 
3. Semangat revolusi lebih penting dari keahlian teknis 
Pandangan Mao tentang komunisme melampaui perubahan-perubahan 
dalam hal hak milik, hubungan kelas dan lembaga-lembaga sosial. Menurut Mao 
seorang komunis sejati tidak pernah memisahkan diri dari massa rakyat tetapi 
secara langsung terlibat dalam kehidupan mereka, mendengarkan dan menanggapi 
kebutuhan-kebutuhan mereka dan turut mengambil bagian dalam pekerjaan dan 
kebudayaannya. 
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4. Kekuasaan objektif lebih penting dari keadaan objektif 
Unsur yang khas dalam Maoisme adalah penegasannya tentang 
terdapatnya kemungkinan mencapai perubahan yang revolusioner melalui 
penerapan sifat, kemauan dan “pikiran yang benar” dalam berbagai kondisi 
hitoris. Unsur kesukarelaan dalam Marxisme yaitu pandangan bahwa perubahan 
merupakan hasil dari tindakan-tindakan manusia yang direncanakan dan bukannya 
secara objektif ditentukan oleh kondisi-kondisi masyarakat telah dikembangkan 
oleh Lenin, namun demikian Mao menggunakannya secara lebih luas lagi seperti 
nampak dalam uraiannya mengenai kelompok masyarakat yang dapat menjadi 
bagian dari gerakan revolusioner. 
Perbedaan yang berarti antara komunis Cina dengan komunis Uni Soviet 
terlihat pada tema yang pertama, begitu pula terhadap negara-negara komunis 
yang mendukung masing-masing pihak. 
Dari dua pengikut ajaran Mark yaitu Lenin dan Mao Tse Tung dalam 
perkembangannya doktrin Mao yang lebih banyak dipraktekkan di Kamboja. 
Dokrin yang mendasarkan gerakan komunis di wilayah pedesaan dan petani 
sebagai pemimpin perjuangan revolusioner inilah yang dipraktekkan oleh Pol Pot. 
Pol Pot pada waktu menjadi penguasa di Kamboja mengambil tindakan yang 
dinilai ekstrim. Tindakan ekstrim Pol Pot tersebut diantaranya adalah 
mengosongkan seluruh kota dari penduduknya untuk dikirim ke desa-desa guna 
mengerjakan lahan-lahan pertanian. Pol Pot menginginkan mewujudkan 
masyarakat komunis dan mengembalikan pola hidup rakyat Kamboja yang 
agraris. Setelah pengosongan kota berhasil, Pol Pot menutup semua hal yang 
berbau barat termasuk larangan bagi penduduk untuk memeluk suatu agama. 
Yang paling mengerikan yaitu pembunuhan secara besar-besaran terhadap rakyat 
Kamboja yang menentang atau melawan pemerintahan Pol Pot (Killing Field 
Tragedi). Selain itu, kebijakan pemerintahan Pol Pot yang dinilai ekstrim yaitu 
mengadakan pengusiran 50.000 orang keturunan Vietnam dan memunculkan 
gerakan untuk menyembelih orang-orang keturunan Vietnam (Kap You) serta 
mengadakan penyerangan ke wilayah selatan (Kamboja Khrom) dan Vietnam. 
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2.  Politik 
 
Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti negara 
kota. Dalam perkembangannya menjadi policy, polis dan political. Dalam 
kehidupan modern, istilah politik sering digunakan sebagai pengganti kata 
pemerintah, bangsa atau negara (Rusadi Kartapawira, 1980: 2). 
Secara etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani, polis yang 
berarti kota atau negara kota (city state). Dari kata ini kemudian diturunkan kata-
kata lain seperti “polities” atau warga negara dan “politicos” yang berarti 
kewarganegaraan (civic). Kemudian orang Romawi mengambil perkataan Yunani 
itu dan mengartikan polis sebagai ilmu tentang negara (pemerintah) “ars politica” 
(Isjwara, 1982: 21). 
Menurut Maswadi Rauf (2001: 20) kata politik mangacu pada segala 
sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan 
kedudukan yang dipegang oleh pejabat pemerintah. 
Deliar Noer dalam The Liang Gie (1984: 11) menyatakan bahwa politik 
berkenaan dengan dua hal yaitu kekuasaan dan susunan masyarakat. Dengan 
demikian ilmu pengetahuan politik meneliti, mempelajari, dan membicarakan hal-
hal yang berhubungan dengan kedua masalah tersebut. 
Menurut Jalaludin Rakhmat (1989: 9) politik adalah siapa, memperoleh 
apa, kapan, dan bagaimana pembagian nilai-nilai oleh yang berwenang, kekuasaan 
dan pemegang kekuasaan, pengaruh, tindakan, yang diarahkan untuk 
mempertahankan dan atau memperluas tindakan lainnya. 
Dalam kehidupan modern istilah politik sering digunakan sebagai 
pengganti kata pemerintah, bangsa, atau negara. Hal ini mencerminkan 
kecenderungan yang menunjukkan adanya serangkaian aktivitas atau kegiatan 
yang menyangkut proses dan pembentukan dengan adanya pemikiran terhadap 
hal-hal yang dipandang sangat menentukan kelangsungan sekelompok besar 
manusia atau masyarakat negara (Rusadi Kartaprawira, 1980: 2). Hal tersebut 
senada yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo (1982: 8) yang berpendapat 
bahwa,  
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Politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik 
(negara) yang menyangkut proses pembentukan, tujuan, dan pelaksanaan itu. 
Untuk melaksanakan tujuan tersebut perlu ditentukan kebijaksanaan-
kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian alokasi dari 
sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
tersebut perlu dimiliki kekuasaan-kekuasaan, kewenangan yang akan dipakai baik 
untuk membina kerjasama, maupun untuk menyelesaikan konflik yang timbul 
dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasif dan jika perlu 
bersifat paksaan. Tanpa paksaan kebijaksanaan ini hanya perumusan keinginan 
belaka. 
 
Menurut Kartini Kartono (1982: 29) politik adalah usaha dan perjuangan 
individu serta kelompok dengan menggunakan macam-macam alat, cara, dan 
alternatif tingkah laku untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ide 
individu atau ide kelompok dan suatu sistem kewibawaan yang integral.  
Menurut Miriam Budiardjo (1982: 38) terdapat dua macam kekuasaan 
politik, yaitu: (1) Kekuasaan politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial yang 
terwujud di dalam negara, seperti DPR, Presiden, dan lembaga-lembaga negara 
lainnya, (2) Kekuasaan politik merupakan bagian dari kekuasaan sosial yang 
ditujukan kepada negara, seperti kelompok kepentingan antara lain partai politik, 
militer, dan kelompok agama. 
Haedar Nashir (2000: 28) mengungkapkan bahwa pengertian politik 
mempunyai cakupan yang luas dalam kehidupan dan kegiatan politik. Politik 
bukan semata-mata berkenaan dengan kegiatan dari partai politik dan menyangkut 
perjuangan kekuasaan dalam pemerintahan belaka. Politik juga berkaitan dengan  
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan dalam kehidupan 
masyarakat yang lebih luas. 
Menurut Haedar Nashir (2000: 30), bahwa kegiatan politik dapat 
dikelompokkan menjadi dua yaitu, 
(1) politik dalam cakupan lebih khusus berkaitan dengan berbagai kegiatan 
yang menyangkut pemerintahan atau urusan negara yang bermacam-macam 
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aspeknya, (2) politik dalam cakupan lebih luas yang menyangkut berbagai 
kegiatan-kegiatan individu atau kelompok dalam masyarakat  berkenaan dengan 
alokasi nilai-nilai yang dipandang berharga, termasuk di dalamnya alokasi nilai 
dalam kekuasaan sosial masyarakat. 
 
Menurut Haedar Nasir (2000: 30), berdasarkan pelakunya politik dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu (1) politik yang dimainkan oleh partai-partai politik 
yang langsung berkaitan dengan memperebutkan posisi-posisi kekuasaan dalam 
pemerintahan, (2) politik yang dimainkan oleh kelompok-kelompok kepentingan 
yang lebih menekankan pada usaha mempengaruhi proses politik tanpa berambisi 
untuk merebut posisi politik dalam struktur pemerintahan. 
Menurut Sumarno AP. (1989:7) politik berfungsi sebagai berikut:                      
(1) Sebagai sarana komunikasi politik, (2) Sebagai sarana rekruitmen politik,             
(3) Sebagai sarana sosialisasi politik, dan (4) Sebagai sarana pengatur konflik. 
Sedangkan menurut Van Dale dalam Kartini Kartono (1980) menyatakan bahwa 
politik meliputi hal-hal sebagai berikut :  
1. Segenap pengurusan pemerintahan yang dipakai oleh suatu pemerintahan 
untuk menguasai dan memerintah negara-negara, daerah, dan wilayah. 
2. Cara penampilan dan taktik negara. 
3. Kenegaraan berhubungan dengan pemerintahan, penentuan terhadap 
kebijaksanaan pemerintah dalam keadaan tertentu terhadap organisasi 
kehidupan bernegara.   
 
Dari berbagai keterangan tersebut di atas dapat dijelaskan yaitu pada 
awal pemerintahannya, Pol Pot melakukan langkah-langkah politik yaitu 
mengadakan Pemilu pada tanggal 20 Maret 1976. Langkah konsolidasi ini 
dimaksudkan guna membentuk pemerintahan baru Kamboja yang banyak 
didominasi oleh kekuatan Komunis, selain itu adalah menyingkirkan kekuatan-
kekuatan yang sama-sama berhaluan komunis tetapi berbeda pandangan. Sehingga 
secara politis kekuasan Pol Pot di Kamboja menjadi kekuasan yang tak tertandingi 
dengan didasarkan pada Komunisme ala Mao (Cina).  
Dari konsep di atas dapat dijelaskan bahwa cara pemerintahan yang 
terjadi di Kamboja selalu diwarnai dengan kudeta-kudeta. Hal ini dapat disebut 
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dari cara pergantian kekuasaan pemerintahan  mulai dari Sihanouk – Lon Nol – 
Pol Pot – Heng Samrin. Ketika Pol Pot berkuasa rezim pemerintahannya bercorak 
diktatorisme dengan tujuan untuk menghindari adanya kudeta terhadap 
kekuasaannya. 
 
3. Kebijakan 
 
Dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem politik perlu 
ditentukan kebijakan-kebijakan yang berdasar pada sumber dan daya yang ada 
dalam masyarakat. Para ahli berusaha untuk menjelaskan maksud dari kebijakan 
menurut sudut pandang mereka yang berbeda-beda. 
Thomas Dye (1978: 3) memberi batasan atas kebijakan sebagai “...apa 
saja yang hendak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah”.  
Menurut James Anderson yang dikutip oleh Mary Grisez Kweit dan Robert W. 
Kweit (1986: 207), kebijakan adalah suatu pola tingkah laku yang terarah pada 
tujuan dan diikuti oleh seseorang atau beberapa orang dalam menangani  suatu 
masalah. 
  Sementara itu, menurut Arief Budiman (2002: 89) menyatakan bahwa 
kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik  yang diambil oleh negara dan 
dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah 
proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan negara dan cara 
pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok yang dilibatkan, dan 
bagaimana kebijakan ini dilaksanakan oleh aparat birokrasi.  
Menurut Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti (1996: 229) bahwa 
kebijakan (policy) merupakan hasil dari suatu keputusan setelah melalui pemilihan 
alternatif yang tersedia dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk 
mencapai tujuan tertentu secara efektif. Dengan demikian kebijakan akan 
menyangkut dua aspek besar yaitu proses pelaksanaan keputusan serta dampak 
dari pelaksanaan keputusan itu. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Dror 
yang dikutip oleh Miriam Budiardjo dan Tri Nuke Pudjiastuti (1996: 229), bahwa 
kajian kebijakan akan menyangkut pemahaman terhadap pembuatan dan 
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penyempurnaan suatu kebijakan. Dengan demikian lingkup studi kebijakan sangat 
luas dari sebab-sebab diterapkannya suatu kebijakan, yang meliputi isi kebijakan, 
proses pelaksanaan kebijakan serta dampak suatu kebijakan.  
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
merupakan sesuatu yang nyata, tidak abstrak, dan merupakan produk terakhir dari 
sebuah proses negara. Dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh negara kita 
bisa melihat jenis negara tersebut, bentuk rejimnya, dan sifat dari alat 
birokrasinya. 
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu tindakan-
tindakan, menurut Simmons seperti dikutip oleh Ibnu Syamsi (1986: 29) 
mempunyai tujuan (1) untuk meningkatkan pemuasan kepentingan umum, (2) 
menetapkan proses administrasi yang tepat dan, (3) menghindari konflik sosial 
yang bersifat destrutif. 
Menurut Theodore Lowi (1990: 32) membagi kebijakan atas tiga tipe 
yaitu: 
1. Kebijakan-kebijakan distributif 
Adalah kebijakan-kebijakan yang mengalokasikan sumber-sumber dari 
masyarakat kepada banyak kelompok-kelompok lain yang berbeda-beda. Para 
pengambil keputusan sepakat untuk membantu yang lain jika ada sesuatu yang 
dipandang bermanfaat bagi mereka. 
2. Kebijakan-kebijakan  redistributif 
Adalah kebijakan-kebijakan yang mengalokasikan keuntungan-
keuntungan kepada kelompok tertentu, tetapi ada kelompok-kelompok lain yang 
diidentifikasikan yang harus menanggung biaya. Contoh tipe ini  adalah kebijakan 
urusan kesejahteraan. 
3. Kebijakan-kebijakan yang bersifat peraturan 
Kebijakan dalam bidang pengaturan ini ditandai oleh konflik dan  koalisi 
yang tidak tetap. Misalnya kebijakan-kebijakan dalam bidang penerbangan dan 
transportasi. 
Dari konsep di atas dapat dijelaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh 
pemerintahan Pol Pot adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat komunis dan 
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mengembalikan pola hidup rakyat Kamboja yang agraris. Untuk mewujudkan 
keinginannya tersebut Pol Pot menempuh cara dengan mengeluarkan kebijakan-
kebijakan yang dinilai sangat ekstrim dan mengakibatkan jutaan rakyat Kamboja 
meninggal dunia. Kebijakan pemerintahan Pol Pot tersebut antara lain:               
(1) Kebijakan konsolidasi yaitu mewujudkan pemerintahan baru Kamboja yang 
banyak didominasi oleh kekuatan komunis sehingga diadakan penyingkiran 
kekuatan-kekuatan non komunis dan penyingkiran lawan-lawan politiknya yang 
sama-sama berhaluan komunis tetapi berbeda pandangan, (2) Kebijakan  evakuasi 
yang dilakukan dengan cara mencanangkan program empat tahun dengan tujuan 
mewujudkan masyarakat Kamboja yang agraris. Akibat Program Empat Tahun ini 
jutaan rakyat Kamboja meninggal dunia (Killing Field Tragedy), (3) Kebijakan 
anti-Vietnam yaitu dengan mengadakan pembersihan terhadap unsur-unsur yang 
berhubungan dengan Vietnam yang akhirnya memunculkan gerakan anti Vietnam  
(Kap You yaitu gerakan menyembelih orang keturunan Vietnam) dan mengadakan 
penyerangan ke wilayah selatan baik wilayah Kamboja Khrom (wilayah yang 
diambil secara paksa oleh Vietnam Selatan sebelum penjajahan Perancis) maupun 
terhadap wilayah Vietnam  (Ramlan Surbakti 1985:18). 
 
4. Konflik 
 
a. Pengertian Konflik 
Istilah konflik berasal dari bahasa  latin “conflege” yang berarti saling 
memukul. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial dimana dua 
orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan 
atau membuatnya tidak berdaya (Hendro Puspito, 1989: 249). 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia WJS Poerwodarminto (1990: 45), 
konflik diartikan dengan percekcokan, perselisihan, pertentangan yang terjadi 
pada satu tokoh atau lebih. Konflik dapat terjadi karena ketidaksesuaian ide atau 
ketidakcocokan suatu paham atau kepentingan. Bila konflik itu terjadi masing-
masing pihak berusaha memenangkan konflik tersebut walaupun harus melanggar 
norma. Sementara itu, Abu Ahmadi (1975:93) mengemukakan bahwa konflik 
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pada dasarnya adalah usaha yang disengaja untuk menentang, melawan, atau 
memaksa kehendak terhadap orang lain. 
Menurut Soerjono Soekanto (1983:85), bahwa konflik adalah proses 
pencapaian tujuan dengan cara melemahkan lawan tanpa memperhatikan norma 
yang berlaku. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Louis A. Caser dalam 
Veeger (1990:221), bahwa konflik adalah perselisihan mengenai  nilai-nilai atau 
tuntutan yang berkenaan dengan status kuasa.  
Konflik dapat pula terjadi karena perebutan sumber-sumber kekayaan 
yang persediaannya tidak mencukupi. Pihak-pihak yang berselisih tidak hanya 
bermaksud untuk memperoleh barang melainkan juga memojokkan, merugikan 
atau menghancurkan nilai pribadi, rasa, kedudukan, kekuasaan atau barang-barang 
berharga. Selain memojokkan, menghancurkan nilai pribadi, rasa, kedudukan dan 
kekuasaan nilai terjadinya suatu konflik dapat membantu mempertahankan 
struktur sosial dan dapat menyatukan para anggota kelompok melalui pengukuhan 
kembali identitas kelompok (Poloma, 1994: 127). 
Dari berbagai pendapat tentang pengertian konflik diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa konflik adalah suatu pertentangan, pertikaian, dan perbedaan 
pendapat antara dua orang atau lebih yang terjadi karena adanya interaksi sosial 
sehingga mengakibatkan pihak yang satu berusaha untuk menyingkirkan pihak 
yang lain meskipun harus melanggar norma. 
 
b. Sebab-sebab timbulnya konflik  
Menurut Soerjono Soekanto (1982: 94), yang menunjukkan sebab atau 
akar dari timbul konflik adalah : 
5. Perbedaan antara individu-individu atau kelompok 
Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan suatu 
konflik diantara mereka. 
6. Perbedaan Kebudayaan 
Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-
pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan 
kepribadian tersebut. Orang secara sadar atau tidak sadar, sedikit banyak akan 
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terpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan pola-pola pendirian dari kelompoknya. 
Selanjutnya perbedaan tersebut dapat pula menyebabkan terjadinya pertentangan 
antar kelompok manusia. 
 
 
7. Perbedaan Kepentingan  
Perbedaan kepentingan antar individu atau antar kelompok baik itu 
berwujud kepentingan politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya dapat pula 
menjadi sumber adanya konflik. 
8. Perubahan Sosial 
Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat akan megubah nilai-
nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Ini juga berpotensi menimbulkan suatu 
konflik karena dengan adanya perubahan ini menyebabkan terjadinya golongan-
golongan yang berbeda pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai. 
Dari beberapa sebab timbulnya konflik tersebut di atas, konflik intern di 
Kamboja pada masa pemerintahan Pol Pot di Kamboja tahun 1975-1979, 
disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antar kelompok yang bertikai 
yaitu antara kelompok Khmer Merah pimpinan Pol Pot melawan kelompok 
KNUFNS pimpinan Heng Samrin. Konflik politik yang terjadi di Kamboja 
semakin rumit dengan hadirnya Vietnam yang mempunyai kepentingan berbeda 
yaitu membentuk rezim pro-Hanoi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. 
 
c.  Bentuk Konflik 
Soerjono Soekanto (1982: 98) menyebutkan bahwa berdasarkan motif 
atau alasannya, konflik mempunyai beberapa bentuk yaitu : 
1. Konflik pribadi 
Konflik ini berupa pertentangan antar individu yang terjadi dalam suatu 
hubungan sosial. 
2. Konflik sosial 
Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan pada ciri-ciri fisik 
kepentingan dan kebudayaan diantara mereka. 
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3. Konflik politik 
Konflik ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar golongan 
yang ada dalam suatu masyarakat ataupun negara. 
 
 
4. Konflik yang bersifat internasional 
Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang 
menyangkut kedaulatan negara yang saling bertentangan. Dalam konflik ini 
mengalah berarti mengurangi kedaulatan dan berarti juga kehilangan muka dalam 
forum internasional. 
Sementara itu, Sudijono Sastroatmodjo (1995: 141) menyebutkan bahwa 
berdasarkan cara penyelesaiannya konflik dapat membentuk, 
(1) Zeru-zom konflik, yaitu konflik yang bersifat antagonistis dan tidak 
mungkin diadakan kerjasama atau kompromi diantara keduanya. Contoh 
dari konflik jenis ini adalah konflik ideologi atau agama yang tidak dapat 
lagi dipertemukan penyelesaian, (2) Non zeru-zom konflik, yaitu konflik 
yang dapat diselesaikan baik dengan kompromi maupun kerjasama yang 
menguntungkan kedua belah pihak, meskipun hasilnya tidak optimal. 
 
Dari beberapa bentuk konflik diatas, pada dasarnya konflik yang terjadi 
di Kamboja lebih mengarah pada konflik politik. Hal ini terlihat ketika Pangeran 
Sihanouk berkuasa, Kelompok oposisi dari golongan nasionalis pimpinan Lon Nol 
berusaha menjatuhkan Sihanouk karena kebijakan Sihanouk tidak menguntungkan 
kelompoknya. Begitu juga ketika Lon Nol berkuasa, Pol Pot yang pada waktu itu 
menjadi oposisi berusaha menjatuhkan Lon Nol karena Lon Nol bersahabat 
dengan Amerika Serikat. Sebab dengan adanya Amerika Serikat akan 
membahayakan golongan komunis termasuk kelompok Pol Pot. Dengan adanya 
sikap egoisme kelompok, berarti semakin mempersulit penyelesaian konflik yang 
terjadi di Kamboja. 
 
d.  Cara Penyelesaian Konflik  
Penyelesaian konflik mutlak harus dilakukan, hal ini untuk mencegah 
semakin mendalam dan meluasnya konflik, karena dengan semakin mendalamnya 
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konflik berarti semakin tajamnya perbedaan diantara pihak-pihak yang terlibat 
dalam konflik dan semakin banyak pula jumlah korban akibat konflik tersebut.  
Ada sejumlah cara yang biasa digunakan untuk meredakan atau 
menyelesaikan konflik. Maswadi Rauf (2001: 10) menyebutkan bahwa ada dua 
cara untuk menyelesaikan konflik yaitu pertama, secara persuasif (compromise) 
yaitu salah satu penyelesaian konflik dengan menggunakan perundingan atau 
musyawarah untuk mencapai titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak 
yang berkonflik melakukan perundingan baik antar mereka sendiri atau 
menggunakan pihak ketiga sebagai mediator. Kedua, secara koersif (coercion), 
yaitu dengan menggunakan kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan 
pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Kekerasan fisik meliputi 
menggunakan benda-benda fisik, menyakiti, melukai, atau membunuh pihak lain. 
Menurut Soerjono Soekanto (1982), suatu konflik dapat diselesaikan 
melalui beberapa cara yaitu : 
1. Konsiliasi (conciliation atau perdamaian) yaitu suatu cara mempertemukan 
kedua pihak yang berselisih guna mendapatkan kesepakatan damai diantara 
keduanya. Dalam proses ini pihak-pihak yang berkepentingan dapat meminta 
bantuan kepada pihak ketiga dan pihak ketiga hanya memberikan 
pertimbangan-pertimbangan yang dianggapnya baik kepada kedua belah pihak 
yang bersengketa untuk menghentikan sengketa. 
2. Mediasi (mediation), yaitu penyelesaian konflik dengan menggunakan suatu 
perantara (mediator). Seorang mediator tidak mempunyai kewenangan untuk 
memberikan keputusan yang mengikat, keputusan hanya bersifat konsultatif. 
Pihak-pihak yang bersengketalah yang harus mengambil keputusan guna 
menghentikan perselisihan.  
3. Arbritasi (arbritration), yaitu penyelesaian konflik melalui pengadilan dengan 
seorang hakim sebagai pengambil keputusan. Arbritasi memberikan keputusan 
yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa dan keputusan tersebut 
harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan tersebut, ia 
dapat naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi sampai pengadilan 
nasional yang tertinggi. Dalam hal persengketaan antar dua negara dapat 
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ditunjuk negara ketiga sebagai arbriter, atau intansi internasional lain misalnya 
PBB. 
4. Paksaan (coercion) yaitu penyelesaian konflik dengan menggunakan paksaan 
fisik atau psikologis. Bila paksaan psikologis tidak berhasil, maka digunakan 
paksaan fisik. Pihak yang biasa menggunakan paksaan fisik biasanya adalah 
pihak yang lebih kuat, pihak yang merasa yakin akan menang, bahkan 
sanggup menghancurkan pihak musuh. Pihak inilah yang menentukan syarat-
syarat untuk menyerah dan berdamai yang harus diterima pihak yang lemah. 
5. Detente yaitu mengurangi ketegangan di antara dua pihak yang bertikai. 
Detente berasal dari bahasa Perancis yang artinya mengendorkan. Cara ini 
merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka 
pembicaraan mengenai langkah mencapai perdamaian. Jadi dalam hal ini 
belum ada penyelesaian definitif, belum ada pihak yang dinyatakan menang 
atau kalah. Dalam praktek detente sering dipakai sebagai peluang untuk 
memperkuat diri. 
Dalam menyelesaikan konflik di Kamboja pada masa pemerintahan Pol 
Pot tahun 1975-1979 dilakukan dengan cara: (1) Paksaan (coercion) yaitu 
KNUFNS (Front Persatuan Penyelamatan Rakyat Kamboja)  oleh Heng Samrin  
yang didukung pihak Vietnam melawan rezim Pol Pot, (2) Konsiliasi 
(conciliation) yaitu dengan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna 
mendapatkan kesepakatan damai dan didukung oleh pihak ketiga seperti ASEAN 
dan Perancis yang berperan sebagai penengah. 
 
e.  Akibat Konflik  
Dalam kenyataan sehari-hari membuktikan bahwa konflik fisik selalu 
mendatangkan akibat negatif. Bentrokan antar individu dengan individu, kerabat 
dengan kerabat, suku dengan suku, bangsa dengan bangsa, golongan agama satu 
dengan yang lain, umumnya mendatangkan penderitaan bagi kedua belah pihak 
yang terlibat. Apabila konflik terjadi di suatu negara yang terdiri dari berbagai 
suku bangsa dan bersifat sparatif, konflik juga menghambat persatuan bangsa 
serta integrasi sosial dan nasional. 
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Konflik yang terjadi akibat kebijakan pemerintahan Pol Pot pada tahun 
1975-1979 menimbulkan beberapa akibat, baik bagi Kamboja sendiri maupun 
Vietnam. Bagi Kamboja, kebijakan pemerintahan Pol Pot tersebut 
menngakibatkan jutaan rakyat Kamboja meninggal dunia (Killing Field Tragedy). 
Bagi Vietnam yaitu terjadi pengusiran terhadap 50.000 orang keturunan Vietnam 
di Kamboja, dan gerakan menyembelih orang-orang keturunan Vietnam (Kap 
You), serta penyerangan ke Wilayah Vietnam. 
 
B. Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
Pemerintahan Pol Pot di Kamboja tahun 1975-1979 sebenarnya banyak 
dipengaruhi oleh ajaran Komunisme Cina dari pada ajaran Komunisme Uni 
Soviet. Akan tetapi praktek pemerintahan Pol Pot di Kamboja tidak sepenuhnya 
mutlak sesuai dengan ajaran Komunisme Cina, bahkan juga mengkritisi beberapa 
ajaran komunisme Cina dengan tidak dipraktekkannya di Kamboja. Komunisme 
Komunisme 
RRC Pol Pot 
Kebijakan Dalam Negeri: 
1. Kebijakan Konsolidasi 
2. Kebijakan Evakuasi 
Konflik 
Internal 
Penyelesaian 
Konflik 
Kebijakan Luar Negeri: 
1. Kebijakan Anti-Vietnam 
Konflik 
Eksternal 
Diplomasi & 
Militer 
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Cina yang berorientasi pada sektor pertanian dan petani sebagai pelaku 
revolusioner inilah yang dipraktekkan pemerintahan Pol Pot di Kamboja.           
Hal ini terbukti dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 
Pemerintahan Pol Pot yang sangat ekstrim dan mengakibatkan jutaan rakyat 
Kamboja meninggal dunia. 
Kebijakan pemerintahan Pol Pot tersebut antara lain: (1) Kebijakan 
konsolidasi yaitu mewujudkan pemerintahan baru Kamboja yang banyak 
didominasi oleh kekuatan komunis sehingga diadakan penyingkiran kekuatan-
kekuatan non komunis seperti Sihanouk dan Pemh Nouth. Selain itu juga 
penyingkiran lawan-lawan politiknya yang sama-sama berhaluan komunis tetapi 
berbeda pandangan seperti Heng Samrin dan Pen Sovan, (2) Kebijakan  evakuasi 
yang dilakukan dengan cara mencanangkan program empat tahun dengan tujuan 
mewujudkan masyarakat Kamboja yang agraris. Akibat Program Empat Tahun ini 
jutaan rakyat Kamboja meninggal dunia (Killing Field Tragedy), (3) Kebijakan 
anti-Vietnam yaitu dengan mengadakan pembersihan terhadap unsur-unsur yang 
berhubungan dengan Vietnam, misalnya: mengadakan pengusiran terhadap 50.000 
orang keturunan Vietnam dan memunculkan gerakan Kap You yaitu gerakan 
menyembelih orang keturunan Vietnam bahkan mengadakan penyerangan ke 
wilayah selatan baik wilayah Kamboja Khrom (wilayah yang diambil secara 
paksa oleh Vietnam Selatan sebelum penjajahan Perancis) maupun terhadap 
wilayah Vietnam. 
Kebijakan Pemerintahan Pol Pot yang ekstrim ini menyebabkan konflik 
terbuka dengan Vietnam tidak dapat dihindarkan lagi. Selain itu juga 
mengakibatkan timbulnya konflik politik di negara Kamboja sendiri. Hal ini 
disebabkan karena masing-masing kelompok sama-sama memiliki kekuatan 
senjata dan mereka lebih mementingkan kepentingan kelompoknya daripada 
kepentingan negara dan masyarakat Kamboja, sehingga perang saudara tidak bisa 
dihindarkan. Konflik politik yang terjadi tersebut semakin memanas ketika 
Vietnam ikut campur di dalam konflik intern Kamboja. Untuk mengakhiri konflik 
yang ditimbulkan dari pemerintahan Pol Pot di Kamboja ini dilakukan dengan dua 
jalan penyelesaian konflik yaitu dengan jalan militer dan diplomasi. Jalan militer 
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ini dilakukan dengan membentuk KNUFNS (Front Persatuan Penyelamatan 
Rakyat Kamboja) dibawah Heng Samrin dan didukung oleh Vietnam melawan 
rezim Pol Pot. Sedangkan jalan diplomasi ini dilakukan oleh negara-negara di 
kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dan Perancis berusaha berperan aktif dengan 
memprakarsai perundingan-perundingan untuk mencari jalan penyelesaian. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Tempat yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar dilakukan di 
perpustakaan, sebab penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintahan Pol Pot 
di Kamboja Tahun 1975-1979” dilakukan dengan teknik studi pustaka. Adapun 
perpustakaan yang digunakan sebagai berikut : 
a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
c. Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
d. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta 
e. Perpustakaan Wilayah Kota Surakarta. 
f. Perpustakaan Pusat Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
g. Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta. 
h. Perpustakaan Pusat Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 
i. Perpustakaan Pusat Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 
 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan mulai dari disetujuinya judul skripsi yaitu 
pada bulan September 2006 sampai dengan bulan Juni 2007. Adapun jadwal 
pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1 : Jadwal kegiatan penelitian tentang ”Kebijakan Pemerintahan Pol Pot     
di Kamboja tahun 1975-1979”. 
 
Bulan 2006-2007 No Kegiatan 
Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 
1. Pengajuan 
Judul 
 
V 
         
2. Penyusunan 
Out Line 
  
V 
        
3. Penyusunan 
Proposal 
   
V 
       
4. Perizinan    V       
5. Analisis 
Data 
     
V 
 
 
 
 
 
 
  
6. Penyusunan 
Laporan 
      
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
V 
 
B. Metode Penelitian 
Menurut Koentjaraningrat (1977: 16), kata metode berasal dari bahasa 
Yunani “methodos” yang berarti jalan atau cara. Sehubungan dengan upaya 
ilmiah, maka metode menyangkut masalah-masalah kerja untuk memahami obyek 
yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Sedangkan menurut                       
Helius Sjamsuddin (1996: 2), metode ada hubungannya dengan suatu prosedur, 
proses atau teknik yang sistematis dalam penelitian suatu ilmu tertentu untuk 
mendapatkan suatu bahan yang diteliti. Sementara itu Husnaini Usman (1996: 42) 
menyebutkan bahwa metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu 
yang mempunyai langkah-langkah sistematis.              
Dalam suatu penelitian ilmiah, metode memegang peranan yang sangat 
penting terhadap penelitian yang dilakukan. Penggunaan metode penelitian 
menyangkut masalah kerja untuk memahami obyek menjadi sasaran ilmiah yang 
bersangkutan, dengan demikian metode merupakan cara kerja yang utama untuk 
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mencapai tujuan dengan menggunakan teknik dan alat bantu tertentu. Penggunaan 
metode yang tepat sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian sangat penting karena 
keberhasilan dari tujuan yang akan dicapai tergantung dari penggunaan metode 
yang tepat, sehingga metode harus disesuaikan dengan obyek yang akan diteliti. 
Berdasarkan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu masalah 
Kebijakan Pemerintahan Pol Pot di Kamboja pada tahun 1975-1979, maka metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau metode sejarah. 
Hal ini didasarkan pada tema atau obyek yang dikaji yaitu peritiwa sejarah yang 
tujuannya merekonstruksi peristiwa masa lalu.                  
Menurut Louis Gottschlak (1985: 32), metode histories adalah suatu cara 
yang meliputi kegiatan untuk mengumpulkan, menguji serta menganalisa data 
yang diperoleh dari peninggalan masa lalu untuk menemukan generalisasi yang 
berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah serta untuk 
memahami situasi sekarang dan meramalkan masa yang akan datang. 
Sementara itu, menurut Gilbert J. Garagham yang dikutip Dudung 
Abdurrahman (1999:55) ”Metode penelitian sejarah adalah seperangkat asas dan 
kaidah-kaidah yang sistematis, yang digunakan secara efektif untuk 
mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan mengajukan 
sintesis dari hasil yang telah dicapai dalam bentuk tulisan”.           
Metode penelitian historis mempunyai beberapa langkah, seperti yang 
dikemukakan oleh Kuntowijoyo (1995: 89), bahwa metode sejarah mempunyai 
lima langkah, yaitu: (1) Pemilihan topik, (2) Heuristik, yakni kegiatan 
mengumpulkan atau menghimpun jejak-jejak masa lampau, (3) Kritik, yaitu 
menyelidiki apakah jejak-jejak itu sejati baik bentuk maupun isinya,                                   
(4) Interpretasi, yaitu menetapkan makna saling hubungan dari fakta-fakta yang 
diperoleh, (5) Penyajian atau historiografi, yakni menyampaikan sintesa yang 
diperoleh dalam bentuk tulisan atau kisah. 
Dari beberapa pengertian tentang metode historis di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa metode penelitian historis atau penelitian sejarah adalah 
kegiatan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan 
permasalahan yang akan dikaji, yaitu masalah kebijakan pemerintahan Pol Pot di 
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Kamboja tahun 1975-1979, kemudian menguji dan menganalisa secara kritis 
sumber sejarah tersebut untuk dijadikan suatu cerita sejarah  yang obyektif dan 
menarik.  
C. Sumber Data 
Sumber sejarah seringkali disebut sebagai “data sejarah”. Perkataan data 
berasal dari bahasa latin yaitu “datum” yang berarti “pemberitaan” (Kuntowijoyo 
1995:94). Jadi sumber data sejarah adalah segala sesuatu yang langsung atau tidak 
langsung memberitahukan kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan 
manusia pada masa lalu (Helius Sjamsuddin, 1996: 73). 
Menurut Sidi Gazalba (1981: 88), sumber data sejarah dapat 
diklasifikasikan menjadi: (1) sumber tertulis, yaitu sumber yang berupa tulisan, 
(2) sumber lisan, yaitu sumber yang berupa cerita yang berkembang dalam suatu 
masyarakat, (3) sumber benda atau visual, yaitu semua warisan masa lalu yang 
berbentuk dan berupa. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber tertulis dalam 
menghimpun data. Menurut Louis Gottschlak (1985:35), 
Sumber tertulis dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber tertulis primer dan 
sumber tertulis sekunder. Sumber tertulis primer yaitu kesaksian dari seseorang 
dengan mata kepala sendiri, atau dengan panca indera lain, atau dengan alat 
mekanik menyaksikan peristiwa yang diceritakannya. Sedangkan sumber tertulis 
sekunder yaitu sumber yang ditulis oleh seseorang yang tidak terlibat secara 
langsung atau mengalami peristiwa sejarah itu. Sumber tertulis sekunder juga 
dapat diartikan sebagai data yang ditulis oleh orang yang tidak sejaman dengan 
peristiwa yang dikisahkan. 
 
Sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 
tertulis sekunder. Hal ini disebabkan karena sulitnya mencari sumber primer yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji serta keterbatasan waktu dan biaya 
penulis untuk melakukan wawancara dengan para pelaku sejarah yang 
berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sumber tertulis sekunder yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, majalah, surat kabar, dan 
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dokumen yang  berhubungan dengan masalah kebijakan pemerintahan Pol Pot di 
Kamboja tahun 1975-1979.  
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam metode sejarah, teknik pengumpulan data disebut heuristik. 
Pengumpulan data  (heuristik) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu 
penelitian. Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka 
dalam melakukan pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka. Teknik studi 
pustaka adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk 
memperoleh data atau fakta sejarah, dengan cara membaca buku-buku literatur, 
majalah, dokumen atau arsip, surat kabar atau brosur yang tersimpan dalam 
perpustakaan (Koentjaraningrat, 1983:3). Sejalan dengan pendapat tersebut, 
Kartini Kartono (1983:28) mengungkapkan bahwa penelitian dengan 
menggunakan studi kepustakaan adalah penelitian dengan mengumpulkan data 
dan informasi misalnya buku-buku, majalah, naskah, catatan kisah sejarah dan 
dokumen. 
Ada beberapa keuntungan dalam menggunakan teknik studi pustaka. 
Menurut Sartono Kartodirjo dalam Koentjaraningrat (1983: 65),  
Keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik 
studi pustaka adalah: (1) Untuk membantu memperoleh pengetahuan 
ilmiah yang sesuai dengan poersoalan yang dipelajari, (2) Memberikan 
pengertian dalam menyusun persoalan yang tepat, (3) Mempertajam 
perasaan dalam meneliti, (4) Membuat analisa serta membuka 
kesempatan memperluas pengalaman ilmiah. Dengan teknik 
kepustakaan, sumber yang didapat tidak mungkin dapat disimpan semua 
dalam ingatan, maka dalam pengumpulan data diperlukan pencatatan 
yang sistematis. 
 
Dalam penelitian ini, langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam 
mengumpulkan data adalah sebagai berikut : 
1. Mengumpulkan buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar yang relevan 
dengan masalah yang diteliti, 
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2. Membaca dan mencatat sumber-sumber data yang dibutuhkan baik itu sumber 
primer maupun sumber sekunder, 
3. Memfotokopi dan mencatat literatur perpustakaan yang dianggap penting dan 
relevan dengan masalah yang diteliti. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 
historis. Menurut Sartono Kartodirdjo (1992:46), analisis historis adalah analisis 
yang mengutamakan ketajaman dalam melakukan interprestasi data sejarah. 
Pengkajian fakta-fakta sejarah oleh sejarawan tidak terlepas dari unsur-unsur 
subyektifitas sehingga diperlukan konsep-konsep dan teori sebagai kriteria 
menyeleksi dengan pengklasifikasian. Adapun kegiatan yang dilakukan peneliti 
dalam menganalisis data sejarah adalah sebagai berikut: 
1. Mengadakan kritik sumber, baik kritik ekstern maupun kritik intern. Kritik 
ekstern yaitu memberikan penilaian terhadap keaslian atau ontensitas sumber 
dengan melihat sisi luarnya, seperti: kertas yang dipakai, tinta yang digunakan, 
gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya,ungkapannya, kata-katanya, dan lain-
lain. Sedangkan kritik intern yaitu memberikan penilaian terhadap isi sumber 
apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak, seperti: identifikasi penulis 
sumber, cara berfikir penulis apakah megarah pada perhatian hanya ke satu 
jurusan tertentu atau lebih luas dari itu, latar belakang dokumen tersebut 
dibuat (verifikasi pernyataan pembuat karangan), dan unsur subyektivitas 
pengarang. Namun karena penelitian ini hanya menggunakan sumber tertulis 
sekunder, maka kegiatan kritik sumber hanya dilakukan terhadap isinya saja 
(kritik intern).  
2. Menginterpretasikan data yang telah terkumpul dengan cara membandingkan, 
mengaitkan, atau menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain 
sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa masa 
lampau yang menjadi obyek penelitian. 
 
F. Prosedur Penelitian 
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Dalam melaksanakan suatu penelitian harus melalui prosedur atau urutan 
kerja yang baik, agar suatu penelitian tersebut dapat mencapai hasil yang 
maksimal. Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Pengajuan Judul 
Judul yang dipilih dalam penelitian ini, adalah “Kebijakan Pemerintah 
Pol-Pot di kamboja tahun 1975-1979”, selanjutnya judul tersebut diajukan kepada 
Ketua Program Pendidikan Sejarah untuk mendapatkan persetujuan dan 
mendapatkan pembimbing guna membimbing peneliti dalam melaksanakan 
kegiatan penelitian. 
 
2. Penyusun Proposal 
Langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan judul tersebut kepada 
pembimbing yang telah ditentukan dan kemudian mengajukan proposal penelitian. 
Adapun proposal penelitian ini terdiri dari BAB I latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. BAB II tentang kajian 
teori dan BAB III tentang metodologi penelitian. 
 
3. Perijinan Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti meminta ijin kepada pembimbing, Ketua 
Program Studi Pendidikan Sejarah, Ketua Jurusan serta Pembantu Dekan I. 
Setelah mendapat ijin untuk melakukan penelitian, maka peneliti mulai 
malaksanakan penelitian sesuai dengan tema dan judul penelitian. 
 
4. Pelaksanaan Penelitian 
Sesuai dengan tema yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu 
mengenai peristiwa yang telah terjadi, maka metode yang digunakan adalah 
metode historis. Adapun langlah-langkah yang ditempuh dalam penelitian yang 
menggunakan metode historis adalah sebagai berikut: 
a. Heuristik 
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Heuristik berasal dari kata Yunani yang artinya memperoleh. Dalam 
pengertiannya yang lain adalah suatu teknik yang membantu kita untuk mencari 
jejak-jejak sejarah. Menurut G. J Rener (1997:37), heuristik adalah suatu teknik, 
suatu seni dan bukan suatu ilmu. Heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan 
umum, dan sedikit mengetahui tentang  bagian-bagian yang pendek.  
Heuristik adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan jejak-jejak 
peristiwa masa lampau sebagai sumber penelitian. Jejak-jejak sejarah sebagai 
peristiwa merupakan sumber bagi penulisan sejarah. Sumber sejarah perlu adanya 
pengklasifikasian atau penggolongan agar proses penelitian tidak mengalami 
kesulitan. Sebab sumber sejarah bisa berupa bagian politik, ekonomi, sosial, 
budaya maupun militer (Nugroho Notosusanto: 1971:73). Tahap ini merupakan 
tahap pengumpulan data dan pengklasifikasian baik dari sumber data maupun 
jenisnya sehingga akan memepermudah proses penelitian yang dilakukan. Pada 
tahap ini, penulis berusaha mengumpulkan sumber atau data-data yang relevan 
dengan permasalahan yang akan dikaji, yaitu mengenai Kebijakan Pemerintahan 
Pol Pot di Kamboja Tahun 1975-1979 melalui  tehnik studi pustaka. Adapun 
perpustakaan yang banyak ditemukan sumber oleh penulis adalah perpustakaan-
perpustakaan di wilayah Surakarta seperti: perpustakaan Universitas Sebelas 
Maret, perpustakaan Monumen Pers, perpustakaan wilayah kota Surakarta, dan 
lain-lain sebagainya. Sedangkan perpustakaan di Yogyakarta seperti perpustakaan 
Universitas Gajah Mada, perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta, dan lain-
lain sebagainya. 
Setelah sumber atau data terkumpul, kemudian penulis berusaha 
membaca, mencatat sumber-sumber tertulis tersebut berdasar periode waktu 
secara kronologis, serta memfotokopi literatur-literatur perpustakaan yang 
dianggap penting dan relevan dengan masalah penelitian. 
b. Kritik 
Setelah sumber terkumpul, tahap berikutnya yaitu langkah verifikasi atau 
kritik guna memperoleh keabsahan sumber. Kritik sumber adalah salah satu 
kegiatan dalam metode sejarah, yang dilakukan untuk memilih, menyeleksi, 
mengidentifikasi serta menilai sumber atau data yang akan digunakan dalam 
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penulisan sejarah kritis. Dalam penelitian ini, kritik sumber dilakukan dengan dua 
cara, yaitu: 
1. Kritik Ekstern 
Kritik ekstern yaitu kritik terhadap keaslian sumber (otensitas) yang 
berkenaan dengan segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan, seperti: bahan 
(kertas atau tinta) yang digunakan, jenis tulisan, gaya bahasa, hurufnya, dan segi 
penampilan yang lain. Menurut Dudung Abdurrahman (1999: 59), uji otensitas 
minimal dilakukan dengan pertanyaan kapan, dimana, siapa, bahan apa serta 
bentuknya bagaimana sumber itu dibuat. Sebelum semua kesaksian yang 
dikumpulkan oleh sejarawan dapat digunakan untuk merekontruksi masa lalu, 
maka terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan ketat. Sebelum sumber-sumber 
sejarah dapat digunakan dengan aman, paling tidak ada sejumlah pertanyaan yang 
harus dijawab dengan memuaskan, Leo Lucey dalam Syamsuddin (1994: 49), 
yakni: 
1) Siapa yang mengatakan itu? 
2) Apakah dengan satu cara lain atau kesaksian itu telah dirubah? 
3) Apa sebenarnya yang dimaksud oleh orang itu dengan kesaksiannya itu? 
4) Apakah saksi itu mengatakan sebenarnya (truth) dan memberikan kepada 
kita fakta yang diketahui itu? 
Fungsi kritik eksternal adalah memeriksa sejumlah sumber atas dua butir  
pertama dan menegakkan sedapat mungkin otensitas dan integritas sumber itu 
(Helius Syamsuddin 1994: 49). Adapun yang dimaksud dengan kritik eksternal 
ialah suatu penelitian atas asal-usul sumber, suatu pemeriksaan terhadap catatan 
dan peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin, 
dan untuk mengetahui sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-
orang tertentu atau tidak. 
2. Kritik Intern 
Kritik intern yaitu suatu kritik yang diberikan terhadap aspek-aspek dalam atau isi 
sumber sejarah. Kritik intern dilakukan untuk mendapatkan data yang dapat 
dipercaya kebenarannya atau kredibel. Dalam melakukan kritik intern ini, penulis 
berusaha membandingkan antara sumber satu dengan sumber yang lain. Sebagai 
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contoh dalam buku karangan Kirdi Dipoyudo yang berjudul ”Vietnam, 
Kamboja, dan Laos Dalam Dasawarsa 1980-an”, disebutkan bahwa Kamboja 
mendapatkan  kemerdekaan dari Perancis pada tahun 1953. Data tersebut tidak 
semuanya benar, karena dalam buku karangan Sardiman A.M. yang berjudul 
”Kemenangan Komunis Vietnam dan Pengaruhnya Terhadap 
Perkembangan Politik di Asia”, disebutkan bahwa Kamboja mendapatkan 
kemerdekaan dari Perancis baru pada tahun 1954.  
 
c. Interpretasi 
Dalam penelitian ini, interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan 
atau mengaitkan sumber sejarah yang satu dengan sumber sejarah lain, sehingga 
dapat diketahui hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa masa lampau yang 
menjadi obyek penelitian. Kemudian sumber tersebut ditafsirkan, diberi makna 
dan ditemukan arti yang sebenarnya sehingga dapat dipahami makna tersebut 
sesuai dengan pemikiran yang logis berdasarkan obyek penelitian yang dikaji. 
Dengan demikian dari kegiatan kritik sumber dan interpretasi tersebut dihasilkan 
fakta sejarah atau sintesisi sejarah. Sebagai contoh dalam buku karangan Kirdi 
Dipoyudo dan Sardiman AM yang menjelaskan tentang perbedaan tahun 
kemerdekaan negara Kamboja. Setelah membandingkan antara sumber yang satu 
dengan sumber yang lain, sehingga dari dua pendapat tersebut, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa sebenarnya Kamboja pada tahun 1953 sudah mendapat 
pengakuan kemerdekaan dari Perancis, tetapi pengakuan kemerdekaan tersebut 
belum secara penuh karena dalam urusan luar negeri Kamboja masih berada 
dalam pengawasan Perancis. Baru pada tahun 1954, Kamboja memperoleh 
pengakuan kemerdekaan secara penuh dari Perancis setelah adanya perjanjian 
Jenewa 1954. 
 
d. Historiografi 
Langkah terakhir prosedur penelitian dalam metode sejarah adalah 
historiografi, yaitu suatu kegiatan penyusunan fakta sejarah menjadi kisah sejarah 
yang disajikan dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini imajinasi sangat diperlukan 
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untuk merangkai fakta satu dengan fakta yang lain, sehingga menjadi suatu kisah 
sejarah yang menarik dan dapat dipercaya kebenarannya. Dalam penelitian yang 
berjudul “Kebijakan Pemerintahan Pol Pot di Kamboja Tahun 1975-1979” 
ini, penulis berusaha menghasilkan suatu cerita sejarah yang dapat dipercaya 
kebenarannya sekaligus menarik untuk dibaca. 
Dalam sebuah penelitian diperlukan beberapa tahap yang harus dilalui 
oleh peneliti. Tahap-tahap dalam prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
dapat dilihat dalam bagan berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Heuristik                   Kritik                    Interpretasi            Historiografi 
                                                                                                         
                                              
                                                             
 
        Fakta Sejarah                          Cerita Sejarah 
 
Pengajuan Judul 
Penyusunan 
Proposal 
Perijinan Penelitian 
Pelaksanaan 
Penelitian 
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Gambar 2 : Skema prosedur penelitian tentang ”Kebijakan Pemerintahan Pol 
Pot     di Kamboja tahun 1975-1979”. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
Gambaran Umum Negara Kamboja Sebelum Pemerintahan Pol Pot di 
Kamboja Tahun 1975-1979 
 
1. Kondisi Geografis  
Kamboja yang mempunyai nama lain Kampuchea (bahasa Khmer), 
Cambodge (bahasa Perancis), Cambodia (bahasa Inggris), merupakan suatu 
negara yang terletak di Semenanjung Indocina bagian barat daya (Kompas, 25 Juli 
1985). Pada masa pra kolonial, Kamboja merupakan suatu kerajaan yang besar 
dengan wilayah yang membentang dari laut Cina Selatan sampai perbatasan 
Birma, tetapi sekarang Kamboja hanyalah sebuah negara kecil di Asia Tenggara 
dengan luas sekitar 181.035 kilometer persegi. Lima puluh persen dari wilayah 
tersebut berupa hutan belantara yang masih perawan sehingga sangat bermanfaat 
bagi tempat persembunyian para gerilyawan dari pengejaran pihak lawan. Dilihat 
dari sudut geografis, Kamboja di sebelah barat berbatasan dengan Thailand, di 
sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, di sebelah utara berbatasan dengan 
Laos, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Siam. Perbatasan yang 
terletak di bagian barat daya berupa bentangan pantai sepanjang kurang lebih 250 
kilometer. Di bagian wilayah inilah satu-satunya jalan keluar menuju kearah laut 
Teluk Siam. Sedangkan secara astronomis, Kamboja terletak diantara 10-150 LU 
dan 102-1070 BT (Kirdi Dipoyudo, 1983:30). 
Secara fisiografi, wilayah Kamboja menyerupai piring yaitu di bagian 
tengah berupa daratan rendah yang dikelilingi sejumlah pegunungan. Daerah 
pegunungan tersebut di antaranya: Pegunungan Dong Rak di sebelah utara, 
Pegunungan Kardamon di sebelah barat, Plato Rotanokirii dan Plato Mondol Kiri 
di sebelah timur. Barisan pegunungan tersebut rata-rata memiliki ketinggian 
antara 750-900 meter. Gunung Phnum Aoral yang tingginya mencapai 1.771 
meter yang terletak di Pegunungan Cardamon , merupakan puncak tertinggi di 
Kamboja (Ensiklopedia Asia Seri Geografi, 1991:125). 
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Dataran rendah aluvial di bagian tengah terdapat Danau Tonle Sap yang 
memiliki ciri-ciri geografis yang luar biasa. Air danau ini dialirkan oleh Sungai 
Tonle Sap dan anak Sungai Mekong, yang biasanya meluap antara bulan Mei dan 
bulan Oktober. Luapan danau tersebut tidak mampu ditahan oleh sungai-sungai di 
sekitar danau. Akibatnya, luapan air tersebut membanjiri daerah di sekitar danau. 
Pada puncaknya, luapan danau ini mampu melipatgandakan luas permukaan 
danau dari 3.000 kilometer persegi menjadi 10.000 kilometer persegi. Gejala itu 
menjadikan daerah sekitar danau menjadi tempat yang subur untuk pertanian 
kerena adanya lumpur yang dibawa oleh banjir. Selain itu, luapan air dari danau 
juga dapat bermanfaat bagi perikanan darat di Kamboja (Ensiklopedi Nasional 
Indonesia Jilid 8, 1990:96). 
 
2. Kondisi etnik dan kultural 
Dari segi etnik dan kultural, negara yang beribu kota di Phnom Penh ini, 
merupakan suatu negara yang tergolong multietnik serta mempunyai 
kemajemukan budaya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya etnik yang menghuni 
wilayah Kamboja. Karena penduduk Kamboja terdiri dari bermacam-macam etnik 
dan penduduknya yang heterogen menjadikan sumber pertentangan yang tajam di 
Kamboja. Sebelum pemerintahan komunis berkuasa jumlah penduduk itu berkisar 
antara 7 sampai 8 juta jiwa. Perang saudara dan pembantaian massal yang terjadi 
pada masa pemerintahan Pol Pot telah menyebabkan sangat turunnya jumlah 
penduduk. 
Setelah Kamboja jatuh ke tangan komunis, jumlah penduduk mayoritas 
yaitu orang  Khmer mencapai 85% dari jumlah penduduk Kamboja. Orang Khmer 
ini mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani. Bangsa Khmer modern 
sebenarnya merupakan keturunan berbagai ras yang sudah berbaur satu sama lain 
selama berabad-abad, bahkan sebelum nenek moyang mereka berpindah ke delta 
Sungai Mekong yang subur (Plato Korat, sekarang termasuk wilayah Thailand) 
sebelum 200 SM. Bangsa ini mewarisi peradaban India dan memeluk agama 
Budha yang dianut oleh mayoritas penduduk. Bahasa Khmer pun telah dipakai 
sebagai bahasa resmi Kamboja (Ensiklopedi Asia Seri Geografi, 1991 :126). 
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Selain kelompok mayoritas Khmer, di negara ini terdapat kelompok-
kelompok minoritas Cina dan Vietnam yang berjumlah hampir 10% dari seluruh 
pernduduk Kamboja. Menurut perkiraan, jumlah orang Vietnam di Kamboja 
cukup besar, paling tidak pernah mencapai sebesar 350.000 orang. Kedatanagn 
orang Vietnam ke Kamboja dalam skala besar terjadi ketika pemerintahan 
kolonial Perancis dengan sengaja mendatangkan orang-orang Vietnam untuk 
mengisi jabatan-jabatan tingkat bawah dalam lingkungan birokrasi pemerintah 
kolonial. Sedangkan, orang-orang Cina lebih banyak bergerak di bidang 
perdagangan dan pengusaha (Kirdi Dipoyudo, 1983:32). 
Selain kelompok-kelompok keturunan Vietnam dan Cina, di Kamboja 
masih terdapat kelompok minoritas lain yang tersolasi di sebelah barat Kamboja. 
Kelompok etnis yang terisolir ini terdiri dari keturunan Champa dan Suku Leon, 
yang jumlahnya hanya 5% dari seluruh penduduk Kamboja. Suku Champa ini 
menghuni di daerah selatan Kamboja dan dikenal sebagai orang Khmer Islam, 
karena mereka memeluk agama Islam. Suku ini merupakan keturunan orang-
orang pendatang yang berasal dari Jasirah Malaya dan berbagai tempat di 
Indonesia. Pada masa pemerintahan Pol Pot jumlah suku ini menurun drastis, dari 
jumlahnya semula sekitar 200.000 jiwa menjadi kurang dari 50.000 jiwa. 
Sedangkan Suku Leon disebut juga sebagai Khmer Gunung, karena kelompok 
mereka yang hidup secara primitif di Pegunungan  Cardomon (wilayah barat 
Kamboja). Suku ini terdiri dari orang Jarai, Rhade, Stieng, Kui, Pear, dan Saoch. 
Jumlah mereka pun tidaklah banyak, kira-kira hanya ada sekitar 60.000 jiwa 
(Kirdi Dipoyudo, 1983: 33). 
Pembauran antara orang Khmer dan orang Cina telah berlangsung secara 
luas. Sedangkan perkawianan campuran dengan orang Vietnam jauh lebih sedikit 
akibat tidak kepercayaan orang Khmer kepada orang keturunan Vietnam, yang 
sudah berakar di kalangan mereka secara turun-temurun. Orang Khmer menilai 
orang Vietnam sebagai kelompok bangsa yang agresif. Orang Vietnam oleh orang 
Khmer dinamai orang Thmil yang berarti “musuh abadi yang tak mengenal 
Tuhan”. Selain itu ada sebutan lain untuk orang Vietnam yaitu “ular berkepala 
dua”. Sebaliknya orang Vietnam menganggap orang Khmer sebagai orang yang 
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malas dan kotor. Orang Vietnam menamai orang Khmer dengan sebutan orang 
Chao yang berarti “orang biadab yang hina”. Akhirnya dengan kondisi seperti ini, 
pada masa pemerintahan Pol Pot muncullah gerakan Kap You yaitu gerakan untuk 
menyembelih orang-orang keturunan Vietnam. Selain itu, pembauran dengan 
orang Melayu Cham mengalami hambatan karena kelompok ini masih 
mempertahankan agama Islam sementara kelompok etnis mayoritas Khmer 
umumnya mayoritas beragama Budha (Ensiklopedia Asia Seri Geografi, 1991: 
128). 
Bahasa resmi dan bahasa yang paling lazim di Kamboja adalah bahasa 
Khmer. Hal ini dikarenakan bangsa Khmer merupakan mayoritas penduduk 
Kamboja. Agama utama di Kamboja adalah agama Budha aliran Hinayana, yang 
berasal dari India. Sebelum rejim Pol Pot berkuasa, di Kamboja banyak ditemui 
puluhan ribu biarawan Budha yang hidup dalam ribuan wat (kuil). Tetapi pada 
tahun 1975, agama Budha dilarang oleh pemerintah Khmer Merah. Rejim Pol Pot 
kemudian memaksa biarawan Budha bekerja di ladang-ladang, kuil-kuil dijadikan 
barak dan markas tentara. Bangunan dari jaman Angkor (802-1432) dirusakkan. 
Begitu juga dalam bidang pendidikan, sebelum rejim Pol Pot berkuasa, di 
Kamboja banyak terdapat sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai 
perguruan tinggi. Jumlah pelajar, mahasiswa, maupun kaum intelektual hampir 
mencapai 60% dari seluruh penduduk Kamboja. Sampai akhirnya, ketika 
pemerintahan Pol Pot berkuasa banyak gedung-gedung dan bangunan sekolah 
dihancurkan dan dijadikan tempat tinggal tentara Khmer Merah. Yang lebih 
mengerikan yaitu dengan menurunnya jumlah pelajar dari 160.000 orang menjadi 
5.300 orang, mahasiswa dari 11.000 orang menjadi 450 orang dan membunuh 
semua kaum intelektual di Kamboja bahkan orang yang berkacamata pun juga 
dibunuh sebab dianggap sebagai kaum intelektual (Tempo, 27 Oktober 1979: 11). 
 
3. Kondisi Perekonomian 
Ditinjau dari sudut ekonomi, negara yang mempunyai nama lain 
Cambodge (bahasa Perancis) ini merupakan suatu negara yang agraris dengan 
beras sabagai komoditi utamanya. Empat belas persen dari luas wilayah tersebut 
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merupakan tanah pertanian yang digarap. Tanaman ini dibudidayakan terutama di 
daerah sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Karena 
struktur tanahnya yang subur, Kamboja telah menjadi salah satu gudang beras 
Asia Tenggara. Faktor kesuburan tanah yang dimiliki oleh Kamboja menjadi salah 
satu penyebab ambisi Vietnam untuk merebut wilayah ini dimasa lalu. 
Selain sebagai penghasil beras, Kamboja memiliki simpanan mineral 
yang cukup berharga, meskipun dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Akan 
tetapi, simpanan mineral tersebut belum dimanfaatkan secara penuh mengingat 
keberadaan sumber daya manusianya yang masih rendah. Selain memiliki 
simpanan mineral, Kamboja juga memiliki sumber daya air yang besar yaitu di 
sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Pada tahun 1960-an pernah dimulai 
pemanfaatan sumbar daya air untuk keperluan pembangunan meskipun masih 
terbatas pada tingkat yang sangat awal (Kirdi Dipoyudo, 1983: 30). Selain 
bertumpu pada sektor pertanian, Kamboja juga termasuk negara penghasil jagung, 
kopi, tebu, kapas, dan tumbuhan tropis lainnya. Bahkan ketika di bawah 
kekuasaan kolonial Perancis, Kamboja terkenal sebagai negara produsen karet 
terbesar di wilayah Indocina (Harry Kawilarang, 1984: 136). Selain kaya akan 
hasil pertanian dan perkebunan, Kamboja juga memiliki simpanan barang 
tambang seperti penambangan fosfat dan batu kapur di kawasan Pegunungan 
Cardomon dan penambangan batu-batu berharga seperti safir, rubi, dan zirkonium 
di daerah Battambang (Ensiklopedi Nasional Indonesia 8, 1990: 96). 
 
4. Sekilas Sejarah 
Pengertian “Kamboja” atau “Cambodia”, adalah pengikut Funan yang 
berada di pusat bagian sungai Mekong. Pada kenyataannya, Kamboja sendiri 
sebenarnya memiliki petualangan sejarah yang besar dan kolosal. Berawal dari 
bangkitnya Kerajaan Funan di abad pertama Kamboja, dan mendominasi wilayah 
bagian selatan serta daratan Asia Tenggara di lima negara sekitarnya yaitu 
Thailand, Birma, Laos, Vietnam, dan Malaysia (Muchtar E. Harahap dan M. 
Abriyanto, 1990: 5). 
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Kerajaan Hindu tertua di Asia Tenggara adalah Funan, yang terletak di 
delta Sungai Mekong. Kerajaan Funan meliputi Kamboja Selatan dan Cochin 
China. Funan berasal dari perkataan Biu-nam (buam: gunung). Funan memakai 
gelar krung atau kurung buam yang berarti raja gunung dan mempunyai pusat 
kerajaan di Vijadhapura, serta mempunyai pelabuhan yang terkenal yaitu Oc Ee. 
Berita tertua mengenai kerajaan Funan berasal dari Kang Tai, salah seorang 
anggota misi yang dikirim oleh kaisar Tiongkok ke Funan pada abad III. Sebagai 
pendiri kerajaan Funan adalah Kaudinya. Adapun raja yang penting yang pernah 
berkuasa di Funan antara lain: 
a. Kaudinya, sebagai pendiri kerajaan Funan. 
b. Fan Shih Man, pada masa kerajaan Funan mengalami perkembangan dan 
berhasil membentuk angkatan laut. 
c. Fan Hsun, pada masa ini Funan memusatkan hubungan dengan Tiongkok. 
d. Kaudinya Jayawarman, adalah sebagai raja terbesar kerajaan Funan. Pada 
masa ini berkembang agama Hindhu aliran Siwa dan juga agama Budha yang 
hidup saling berdampingan. 
e. Rudrawarman, pada masa pemerintahannya kerajaan Funan menjadi kerajaan 
yang merdeka penuh (DGE. Hall, 1970: 93). 
Kerajaan Khmer Kamboja ini menjadi ahli waris dari kerajaan Funan, 
baik secara politis maupun kultural. Semula dari kerajaan kecil Chen-la kemudian 
berkembang menjadi kerajaan yang besar dan mencapai puncak kejayaannya pada 
abad XII. Semenjak abad XIII berangsur-angsur mengalami kemunduran bahkan 
kemudian runtuh karena mendapat serangan dari bangsa Thai, yaitu bangsa 
Sukhot’ai dan Ayuthia. Sejarah bangsa Khmer Kamboja ini dari masa berdirinya 
sampai masa mundurnya dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu: 
 
1. Periode Chen-la 
Menurut berita Tiongkok kerajaan Funan jatuh akibat dari 
pemberontakan Chen-la. Kerajaan Chen-la merupakan daerah vassal dan terletak 
di sebelah utara Funan. Daerah kekuasaan Chen-la meliputi daerah Mekong Hilir 
dan Tengah yang meliputi Kamboja Utara dan Laos Selatan. Menurut legenda 
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sebagai pendiri Kerajaan Chen-la ialah seorang brahmana yang bernama Khambu 
Svayambhuva. Sebagai raja pertama dari kerajaan Chen-la ialah Bhavavarman 
dengan pusat pemerintahan di Viyadhapura pada abad VI. Raja Chen-la yang 
terbesar ialah Icanavarman (611-635), kerajaan Chen-la mengalami masa 
kemunduran dan kekuasaan kerajaan berada di tangan raja-raja bawahan. 
Sehingga raja-raja vasal saling berperang untuk mendapatkan kekuasaan dari 
Chen-la. Pada atahun 1706 masa pemerintahan Jayadewi (isteri Jyavarman) 
kerajaan Chen-la terpecah menjadi 2 bagian, yaitu Kerajaan Chen-la Hulu dan 
Kerajaan Chen-la Hilir. Wilayah Kerajaan Chen-la Hulu meliputi Chen-la Lama 
kemudian ke utara sampai di perbatasan Yunan.   Sedangkan Kerajaan Chen-la 
Hilir, terdapat tiga kekuasaan yang saling berpengaruh yaitu dinasti 
Baladityapura, dinasti Sambhupura, dan dinasti Vyadhapura. Pada akhir abad VIII 
maharaja dari Zabag (Sriwijaya) mengadakan serangan ke bangsa Khmer, 
sehingga raja Khmer mengakui vasal dari Kerajaan Zabag. Peristiwa ini 
menyebabkan Kerajaan Chen-la terpecahdan saling berperang. Dalam keadaan 
yang seperti ini kemudian muncullah tokoh Jayavarman yang dapat mengakhiri 
konflik dan mulai saat itu berdirilah Kerajaan Khmer Angkor (DGE. Hall, 1970: 
98). 
 
2. Periode permulaan Kerajaan Kamboja Angkor (800-1001) 
Setelah Jayavarman berhasil menciptakan stabilias politik, yang akhirnya 
membuat Jayavarman menjadi penguasa. Pada masa ini terjadi berkali-kali 
perpindahan pusat pemerintahan dan pada akhirnya pusat pemerintahannya berada 
di Mahendraparwata. Ia sebagai raja Khmer Angkor yang pertama dengan gelar 
Jayavarman II dan juga mengajarkan penghormatan kepada raja (kultus dewa 
raja). Kultus dewa raja ini suatu bentuk agama Siwa yang memusatkan 
perhatiaannya kepada lingga. 
 
3. Periode kebesaran Kamboja Angkor (1001-1243) 
Masa ini dimulai ketika pemerintahan raja Suryavarman I (1002-1050), 
tetapi raja yang terbesar ialah Jayavarman VII (1811-1219). Pada masa itu 
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kerajaan mencapai luas maksimal dan dalam bidang kebudayaan mencapai puncak 
yang tertinggi. Ekspansi ke kerajaan lain telah dimulai sejak Suryavarman I. 
Akhirnya dengan ekspansi ini luas kerajaan meliputi: Kerajaan Monk Dwarawati, 
lembah Sungai Mekong, dan lembah Sungai Menam. Tetapi yang merupakan 
musuh utama yaitu kerajaan Champa, belum dapat ditaklukkan. 
Peperangan antara Kamboja dengan Champa ternyata sangat 
mengesankan, maka dilukiskan pada dinding bangunan Angkor Wat dan Angkor 
Thom. Puncak kebudayaan pada masa ini dapat dilihat dari bangunan-bangunan 
yang didirikan pada masa itu. Pada masa Suryavarman II didirikan kuil Angkor 
Wat dan Banteay Chmar. Sedangkan bangunan yang terakhir dibuat adalah 
Angkor Thom dengan pusat bangunannya berbentuk piramid. Piramid yang 
terkenal adalah Bayon yang didirikan pada masa pemerintahan Jayavarman VII. 
Angkor Wat adalah bangunan yang paling indah bercorak Hindu. Sedangkan 
Angkor Thom adalah bangunan yang paling besar dan megah yang bertipe 
bangunan Budha. Kedua bangunan ini mempunyai arti penting bagi 
perkembangan sejarah Kamboja. Di dinding-dinding Angkor Wat dan Angkor 
Thom dipahatkan cerita-cerita dari agama Hindu dan Budha, dan juga adanya 
peperangan yang sangat mengesankan antara Kamboja dengan Champa. Di 
samping itu juga dilukiskan kehidupan dari istana Kamboja dan rakyat Kamboja. 
Dari kedua bangunan itu dapat diketahui bahwa sejak saat itu ada toleransi antara 
agama Hindu dan agama Budha yang hidup berdampingan. 
 
4. Periode kemunduran Kamboja Angkor (1243-1434) 
Tanda-tanda kemunduran ini sebenarnya telah nampak pada masa 
pemerintahan Jayavarman VIII. Tanda-tanda tersebut antara lain : 
a. Adanya perkembangan kerajaan bangsa Thai, terutama di daerah Menam 
Hulu. Semula memang merupakan vassal Kamboja kemudian berkembang 
kerajaan besar. Selanjutnya mengadakan ekspansi ke luar Kamboja maupun ke 
dalam Kamboja sendiri. 
b. Penyebaran agama Budha aliran Mahavira Singhala, aliran ini menganjurkan 
bahwa prisip hidup yang sempurna adalah hidup sederhana. Aliran ini semula 
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masuk ke Birma pada abad ke XII, kemudian dikembangkan oleh pendeta-
pendeta bangsa Monk. Pertengahan abad ke XIII aliran ini tersebar di antara 
bangsa Khmer dan Thai. 
c. Di samping itu dalam kerajaan sendiri akhirnya terjadi perpecahan yang 
mengakibatkan kemunduran kerajaan Kamboja. 
Pada masa kemundurannya Kamboja masih dapat mempertahankan diri 
dari serangan-serangan bangsa Thai yaitu Kerajaan Ayuthia dan juga serangan 
dari Kerajaan Champa. Pada tahun 1394 Angkor ternyata dapat diduduki oleh 
bangsa Thai. Akan tetapi pada tahun 1401 bangsa Thai berhasil diusir kembali. 
Serangan yang kedua kalinya dari pihak bangsa Thai dilancarkan pada tahun 
1413, namun juga dapat dipukul mundur lagi. Pada masa pemerintahan Ponha 
Yat, ibu kota dipindahkan ke Bassan. Pada tahun 1434 dipindahkan ke Phnom 
Penh. Raja terakhir yang dapat mempertahankan diri dari serangan Ayuthia adalah 
Ang Chan. Pada masa inilah pusat pemerintahan dipindahkan ke Lowek. Namun 
akhirnya pada tahun 1794 Kamboja dapat diduduki oleh Ayuthia (Ramlan 
Surbakti, 1983: 28). 
Masa surut sejarah bangsa Khmer bermula sejak abad XV, yang diawali 
oleh pertentangan intern antar bangsawan. Akhirnya sengketa-sengketa meluas 
sampai melibatkan kedua negara tetangganya yaitu Muangthai dan Vietnam. 
Semenjak saat itu kerajaan Khmer jatuh ke dalam pengaruh kekuasaan kedua 
negara tetangganya secara bergantian. 
Pada mulanya raja-raja Khmer mendorong Vietnam dengan memberikan 
hak-hak atas tanah untuk melawan musuh bebuyutannya yakni Muangthai. Pada 
tahun 1830-an pemerintahan kerajaan Vietnam telah menunjukkan ambisinya 
untuk menguasai Kamboja dengan melakukan serangan besar-besaran. Setelah 
penyerangan tersebut, Vietnam mengangkat petugas-petugas untuk 
mengumpulkan berbagai pajak dan pelaksanaan kerja paksa. Sebagai akibat 
tindakan agresif Vietnam tersebut, raja Khmer berganti berpaling ke Muangthai 
untuk mendapatkan bantuan. Tindakan raja Khmer tersebut, telah melahirkan 
perang antara Vietnam dengan Muangthai. Perang tersebut berlangsung selama 6 
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bulan di wilayah Kamboja yang kemudian berakhir dengan didudukinya Kamboja 
oleh Vietnam dan Muangthai (Kirdi Dipoyudo, 1983: 28). 
Ketika negara Kamboja mengalami ketidakstabilan politik, Perancis 
datang dengan maksud menyebarkan agama Kristen. Dalam perkembangannya, di 
samping menyebarkan agama Kristen, Perancis juga berusaha menanamkan 
kekuasaannya di wilayah Kamboja. Usaha Perancis tersebut berhasil, yang 
ditandai pada tahun 1864 Kamboja berhasil dijadikan daerah protektoratnya. 
Masuknya Perancis ke Kamboja pada abad XIX bahkan telah dianggap 
menyelamatkan Kamboja dari kemungkinan kehancuran total. Mulai saat itu 
Perancis berkuasa dan baru delapan puluh tahun kemudian rakyat Kamboja 
berhasil membebaskan dirinya dari belenggu kolonial Perancis. 
 
5. Kondisi Politik dan Pemerintahan 
Ditinjau dari sudut politik, negara yang mempunyai nama resmi 
Republik Kampuchea (Sathearanakrath Pracheachea Kampuchea) ini, 
merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang paling sering 
mengalami ketidakstabilan politik. Negara ini sejak dulu selalu mengalami 
konflik-konflik politik yang cukup serius sebagai akibat persaingan kekuasaan di 
kalangan elit politik yang ada. Hampir setiap kali terjadi pertentangan, salah satu 
di antara mereka selalu meminta bantuan negara tetangganya yaitu Vietnam dan 
Muangthai guna membantu memenangkan pertentangan tersebut. Ketidakstabilan 
politik tersebut mencapai puncaknya ketika pada tahun 1970-an negara Kamboja 
di bawah pemerintahan Pol Pot yang dikenal sebagai rejim kaku, keras, brutal, dan 
banyak memusuhi rakyatnya sendiri. Berikut ini akan dibahas beberapa bentuk 
pemerintahan dan proses pergantiannya sebelum pemerintahan Pol Pot di 
Kamboja tahun 1975-1979: 
 
a. Kamboja di bawah Pemerintahan Sihanouk 
Pangeran Norodom Sihanouk yang mempunyai nama lengkap Pangeran 
Samdech Preah Norodom Sihanouk lahir di Phnom Penh pada tanggal 31 Oktober 
1922. Sihanouk memulai karir politiknya sejak usia 18 tahun, yaitu ketika ia 
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diangkat menjadi raja oleh Perancis untuk memnggantikan kakeknya yaitu raja 
Monivong yang meninggal. Pada awal masa pemerintahannya sistem politik di 
Kamboja masih didominasi oleh Perancis. Hal ini disebabkan karena Kamboja 
masih berada di bawah kekuasaan Perancis. Sementara itu, sebagai penguasa 
Pangeran Sihanouk tidak mempunyai kekuatan untak melawan Perancis karena 
dengan jasa Perancislah Sihanouk dapat menjadi raja di Kamboja (Ensiklopedi 
Indonesia Edisi Khusus 6, 1992: 3170). 
Pada tahun 1940-an terjadi perubahan drastis dalam sistem kolonialisme 
Perancis di suluruh dunia. Perubahan drastis tersebut disebabkan karena 
kekalahan Perancis dalam menghadapi serbuan Jerman. Kekalahan Perancis ini 
menyebabkan posisinya di negara-negara jajahan melemah. Sehubungan dengan 
melemahnya posisi Perancis di negara-negara jajahan termasuk juga di wilayah 
Asia, maka dengan mudah Jepang mengambil alih kekuasaan Perancis di wilayah 
Asia khususnya kawasan Indocina. 
Selama berkecamuknya Perang Pasifik, pemerintah pendudukan Jepang 
tetap menjadikan Sihanouk sebagai kepala negara tanpa portofolio, sementara 
wewenang dan kekuasaan seluruhnya tetap dipegang oleh militer Jepang. Selain 
tetap menjadikan Sihanouk sebagai kepala negara, Jepang juga menjanjikan 
kemerdekaan bagi Kamboja apabila Kamboja mau membantu Jepang dalam 
memenangkan Perang Asia Timur Raya. Namun kemerdekaan yang dijanjikan 
Jepang tersebut hanya tinggal angan-angan karena kekalahan Jepang dalam 
Perang Asia Pasifik (Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus Suplemen, 1992: 307). 
Setelah dua kota besar Jepang yaitu Hirosima dan Nagasaki dibom atom oleh 
Sekutu maka kekuatan Jepang semakin merosot di berbagai negara, bahkan boleh 
dikata Jepang mengalami kekalahan. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II 
menyebabkan daerah kekuasaannya jatuh ke tangan Sekutu. Dalam hal ini 
Kamboja kembali berada di bawah kekuasaan Perancis. 
Dengan berkuasanya kembali Perancis di wilayah Kamboja, hal ini 
menimbulkan perbedaan pendapat di antara kalangan elit politik yang ada, yaitu 
mengenai langkah yang harus dipilih Kamboja guna mencapai kemerdekaan dari 
Perancis. Ada dua kelompok utama yang berbeda pendapat yaitu: pertama, 
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kelompok yang dipimpin oleh Pangeran Sihanouk dan Pangeran Minoreth yang 
menghendaki Kamboja tetap berlindung di bawah sayap kekuasaan Perancis. 
Pendapat ini dilandasi pemikiran bahwa Kamboja belumlah mampu menanggulani 
bermacam-macam permasalahan ekonomi dan politik yang timbul sebagai akibat 
peperangan. Menurut Pangeran Sihanouk bahwa lewat perundingan-perundingan 
yang bertahap kemerdekaan Kamboja dapat dicapai kembali. Kedua, kelompok 
Son Ngoc Tanh yaitu kelompok yang memiliki rasa nasionalisme tinggi dan 
terkenal anti Perancis. Mereka menganggap bahwa masalah kesulitan ekonomi 
dan politik dapat diatasi apabila Kamboja telah mendapatkan kemerdekaan politik 
dari Perancis. Kelompok Son Ngac Tanh ini dalam perkembangannya mengalami 
kehancuran karena ditangkapnya Son Ngac Tanh oleh tentara Sekutu dan 
kemudian diasingkan ke Perancis. Setelah terjadi peristiwa penangkapan tersebut, 
sebagian dari pengikut Son Ngoc Tanh melarikan diri ke wilayah Kamboja Utara. 
Di wilayah inilah akhirnya mereka melarikan diri ke Bangkok (Ramlan Surbakti, 
1985: 21). 
Pada tahun 1952-1953 gerakan perlawanan anti Perancis di bawah 
pengaruh Khmer Issarak semakin kuat, dan mencapai puncaknya ketika pada 
tanggal 9 November 1953 Kamboja berhasil mendapatkan pengakuan 
kemerdekaan dari Perancis. Akan tetapi pengakuan kemerdekaan tersebut belum 
secara penuh karena dalam urusan luar negeri Kamboja masih berada di bawah 
kekuasaan Perancis. Perancis baru mengakui kemerdekaan Kamboja secara penuh 
setelah kekalahannya atas Vietnam selatan di Dien Bien Phu, yang kemudian 
ditindaklanjuti dengan diadakannya perjanjian Jenewa pada tanggal 20 juli 1954. 
Salah satu isi perjanjian Jenewa tersebut ialah diakuinya secara penuh 
kemerdekaan negara-negara Indocina termasuk Kamboja (Kirdi Dipoyudo, 1983: 
27). 
Setelah Perjanjian Jenewa, tepatnya pada tahun 1955 Sihanouk 
mengundurkan diri sebagai raja Kamboja dan jabatannya diserahkan kepada 
ayahnya yang bernama Norodom Suramarit. Pengunduran diri Sihanouk sebagai 
penguasa di Kamboja dimaksudkan agar ia dapat melibatkan diri secara langsung 
dalam pencaturan politik menjelang diadakannya pemilu pada bulan Mei 1955. 
   lxv 
Setelah pengunduran diri tersebut, kemudian Sihanouk membentuk suatu gerakan 
politik yang diberi nama Sangkum Reastr Niyum, yaitu Persatuan Rakyat Sosialis 
guna mengikuti pemilu. Pada pemilihan umum yang diadakan pada bulan Mei 
1955 tersebut, ternyata partai Sangkum Reastr Niyum berhasil memperoleh 
kemenangan yang sangat besar sehingga Sihanouk dapat menduduki jabatan 
sebagai perdana menteri. Pada tahun 1960 ayah Sihanouk meninggal dunia, maka 
jabatan sebagai kepala negara diserahkan kepadanya. Dengan demikian Sihanouk 
pada waktu itu memegang dua jabatan yaitu sebagai perdana mentari sekaligus 
merangkap sebagai kepala negara (Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus I, 1992: 
576).              
Sepeninggal ayahnya yaitu Pangeran Norodom Suramarit, karir 
Sihanouk mencapai puncak ketenaran karena ia berhasil mendomonasi peta 
perpolitikan negara Kamboja. Pada awal kekuasaannya, Pangeran Sihanouk 
berusaha menjaga netralitas dari kemungkinan jatuhnya Kamboja dalam pengaruh 
negara lain. Salah satu bukti dari usaha Sihanouk tersebut adalah Kamboja 
berhasil menghindarkan diri dari keterlibatan secara langsung dalam perang 
Indocina, yaitu perang antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Bahkan, 
Sihanouk menolak untuk dijadikan anggota SEATO (South East Asia Threaty 
Organization) sebagai sekutu dari Amerika Serikat (Kirdi Dipoyudo, 1983: 35). 
Namun dalam perkembangannya Pangeran Sihanouk menggeser politik 
netralitasnya karena menurut Sihanouk ancaman utama bagi Kamboja sekarang 
bukanlah komunisme tetapi ekspansi dari Vietnam Selatan dan Muangthai. Oleh 
karena itu, Pangeran Sihanouk menjalin persahabatan dengan Vietnam Utara dan 
Cina, Pangeran Sihanouk mengijinkan komunis menduduki propinsi-propinsi 
Kamboja di sebelah timur sebagai tempat perlindungan bagi operasi pembebasan 
di daerah Vietnam Selatan dan menyerang tentara Vietnam Selatan yang melintasi 
wilayah Kamboja.  Tindakan Sihanouk yang memberi angin kepada Vietnam 
Utara dengan mengijinkan wilayah Kamboja sebagai jalur penyerangan ke 
wilayah Vietnam Selatan, dianggap gagal membawa Kamboja mempertahankan 
netralitas. Karena terbukti adanya 30.000 sampai 50.000 tentara Vietnam Utara di 
Kamboja (Kirdi Dipoyudo, 1983: 36). Sebagai imbalannya Kamboja mendapat 
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jaminan integritas territorial dari Vietnam Utara dan Cina. Setelah menjalin 
hubungan dengan Vietnam Utara dan Cina, pada tahun 1963 Pangeran Sihanouk 
mengadakan kampanye anti-Amerika dengan cara menolak bantuan dari Amerika 
Serikat. Kampanye anti-Amerika tersebut mencapai puncaknya ketika pada tahun 
1965 Kamboja memutuskan hubungan diplomatik dengan Washington (Editor, 23 
Juli 1988: 10). 
Kebijakan Pangeran Sihanouk yang mengijinkan Vietnam Utara 
memasuki daerah perbatasan Kamboja sebagai tempat perlindungan bagi operasi 
pembebasan di Vietnam Selatan dan kebijakan anti-Amerikanya sangat ditentang 
oleh kelompok birokrat dan pengusaha. Sementara itu, kelompok intelektual juga 
kurang begitu senang dengan Sihanouk karena dominasinya yang terlalu besar di 
panggung politik. Selain kelompok birokrat, pengusaha, intelektual, rasa 
ketidaksenangan terhadap Sihanouk juga diungkapkan oleh kelompok sayap kiri 
yang dimotori oleh Khmer Communist Party (KCP) atau Partai Komunis Khmer. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada bulan April 1970 yaitu ketika 
Pangeran Sihanouk sedang pergi ke Perancis dan di tengah-tengah memuncaknya 
perang Indocina II, kelompok militer pimpinan Lon Nol dan Pangeran Sisowath 
Sirik Matak yang didukung oleh kelompok birokrat melancarkan kudeta terhadap 
pemerintah. Kudeta tersebut berhasil menggulingkan pemerintahan Pangeran 
Sihanouk (Editor 23 Juli 1988). Maka sejak saat itu Kamboja berada di bawah 
kekuasaan Jenderal Lon Nol. Bagi Sihanouk karena sudah tidak mempunyai 
tempat lagi di Kamboja akhirnya ia menetap di Beijing. Ditempat pengasingan 
inilah Sihanouk melakukan aktivitas memimpin gerakan perlawanan terhadap Lon 
Nol.  
 
b. Kamboja di bawah Pemerintahan Lon Nol 
Jenderal Lon Nol lahir di propinsi Prey Veng Kamboja pada tanggal 13 
November 1913. Sejak kecil Lon Nol tergolong anak yang cerdas. Berkat 
kecerdasan itulah Lon Nol sukses dalam bidang politik. Hal ini dapat dilihat pada 
masa kekuasaan kolonial Perancis, tepatnya pada tanggal 1945 ia diangkat 
menjadi gubernur di Propinsi Kratie. Selanjutnya pada tahun 1952 Lon Nol 
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ditunjuk menjadi pemimpin sebuah delegasi perundingan antara Kamboja dengan 
Muangthai guna membahas pengembalian wilayah Battambang. Selain sukses 
dalam bidang politik, Lon Nol juga sukses dalam bidang militer. Hal ini terbukti 
pada tahun 1961 Lon Nol menyandang pangkat tiga bintang yang setara dengan 
jenderal dan selanjutnya ia oleh Sihanouk diangkat menjadi menteri  petahanan 
sekaligus merangkap sebagai panglima angkatan bersenjata (Editor, 23 Juli 1988: 
10). Ketika pada tahun 1970 di Kamboja terjadi krisis akibat pembomam yang 
dilakukan Amerika Serikat terhadap pangkalan Vietkong di daerah perbatasan 
Vietnam-Kamboja, Lon Nol ditunjuk oleh Pangeran Sihanouk menjadi kepala 
pemeritahan sementara guna menggantikan dirinya yang sedang pergi ke Perancis 
dalam rangka kunjungan kenegaraan (Tempo, 20 Januari 1979: 10). Kepergian 
Pangeran Sihanouk ke Perancis dipandang sebagai waktu yang tepat oleh 
kelompok Lon Nol dan Sirik Matak untuk menggulingkan Sihanouk dari kursi 
pemerintahan di Kamboja, karena selama ini kelompok militer dan birokratis (Lon 
Nol dan Sirik Matak) kurang menyetujui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 
pemerintahan Sihanouk yang dinilai lebih condong kepada komunis. 
Setelah berhasil mengadakan kudeta tak berdarah pada bulan Maret 1970 
dan menyatakan dirinya sebagai presiden Kamboja, Lon Nol segera mengambil 
beberapa tindakan yaitu, Pertama, mengadakan perubahan terhadap bentuk negara 
yaitu dari bentuk kerajaan menjadi republik (Sardiman AM. 1983: 65). Kedua, 
menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat guna menghadapi Khmer Merah. 
Bagi Amerika Serikat kerja sama yang dijalinnya dengan Lon Nol, didasarkan 
pada kepentingan politik dalam negerinya yang menghendaki kawasan Asia 
Tenggara bebas dari pengaruh ideology komunis yang ditiupkan oleh Cina, Uni 
soviet, dan Vietnam Utara. 
Tindakan pemerintah Lon Nol yang menjalin kerjasama dengan Amerika 
Serikat guna menghadapi gerakan komunis Khmer Merah dan mengadakan 
pengejaran terhadap gerilyawan komunis Vietnam Utara semakin merusak 
netralitas Kamboja. Sementara itu mengetahui kekuasaannya direbut oleh Lon 
Nol, di pengasingan Pangeran Sihanouk yang didukung oleh Cina mendirikan 
Royal Goverment of National Union of Cambodia (GRUNC) atau Pemeritahan 
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Kerajaan Persatuan Nasional Kamboja. Selain mendapat dukungan dari Cina, 
pembentukan GRUNC juga mendapat dukungan dari komunis Khmer Merah dan 
Vietnam Utara. Keikutsertaan Sihanouk dalam gerakan bersama untuk 
menjatuhkan Lon Nol seakan memberikan dasar keabsahan yang kuat bagi tujuan 
perjuangan Khmer Merah (KCP). Selanjutnya untuk membentuk kader militer dan 
politik di dalam negeri, maka dibentuklah National United Front of Cambodia 
(NUFC) atau Front Persatuan Nasional Kamboja. NUFC yang merupakan aliansi 
dari beberapa kelompok seperti Khmer Rumdoah (pengikut Sihanouk), Khmer 
Merah pimpinan Pol Pot, Khmer Merah pro Vietnam dan Partai Pekerja Vietnam 
dalam perkembanganya mengalami perpecahan karena adanya perbedaan 
pendapat. Meskipun  mengalami perpecahan tetapi pada akhirnya pada tahun 1975 
GRUNC dan NUFC, yang keanggotaannya banyak didominasi komunis Khmer 
Merah pimpinan Pol Pot dapat mengalahkan pemerintahan Lon Nol dukungan 
Amerika Serikat. Dengan jatuhnya pemerintahan Lon Nol berarti menandai era 
baru negara Kamboja di bawah pemerintahan Khmer Merah pimpinan Pol Pot 
(Ramlan Surbakti 1985: 37). 
Satu hal yang perlu mendapat perhatian selama masa pemerintahan Lon 
Nol (1970-1975) yaitu masuknya bantuan dan dukungan Amerika Serikat kepada 
pemerintahan Lon Nol. Dukungan dan bantuan pemerintahan Amerika Serikat ini 
sebenarnya tidak dapat memecahkan masalah politik Kamboja yang semakin 
memanas. Bahkan bantuan tersebut justru semakin mempertajam konflik internal 
Kamboja. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Bernard K. Gordan dalam Kirdi 
Dipoyudo (1983: 37) bahwa “masuknya tentara Amerika Serikat di Kamboja telah 
mendorong masuknya tentara Vietnam jauh ke dalam wilayah Kamboja. 
Masuknya tentara Vietnam yang hampir menguasai seluruh wilayah utara, 
sebagian wilayah timur dan bahkan propinsi-propinsi di sebelah utara 
mengakibatkan wilayah yang dapat dikontrol oleh pemerintahan Phnom Penh 
semakin sempit”. Mengenai bantuan Amerika Serikat yang akan diberikan kepada 
Kamboja, sebenarnya dari pihak Amerika Serikat sendiri terdapat perbedaan 
pendapat di mana sebagian anggota kongres menginginkan untuk 
mempertahankan Kamboja dari serangan gerilyawan komunis dengan cara terus 
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menerus menambah bantuan amunisi dan bahan pangan, sedangkan sebagian yang 
lain menginginkan perdamaian. Setelah mengalami perdebatan yang panjang 
akhirnya perbedaan pendapat di antara sesama anggota kongres tersebut dapat 
dicapai kesepakatan bahwa perdamaian bagi Kamboja itu lebih penting daripada 
perang. Dalam hal ini perdamaian berarti Amerika Serikat harus meninggalkan 
Kamboja. 
 
B. Pemerintahan Pol Pot di KambojaTahun 1975-1979 
 
Pada tahun 1975 pemerintahan Kamboja di bawah Jenderal Lon Nol 
berhasil digulingkan dari kelompok komunis Khmer Merah yang mendapat 
dukungan Vietnam Utara, Uni Soviet, dan RRC. Dengan jatuhnya pemerintahan 
Lon Nol berarti di Kamboja muncul pemerintahan baru di bawah Komunis Khmer 
Merah pimpinan Pol Pot (Sardiman AM, 1983:66). 
 
Riwayat Hidup Pol Pot 
Pol Pot adalah seorang tokoh besar kelompok komunis Khmer Merah 
dan PM Kamboja dari tahun 1975-1979. Pol Pol yang mempunyai nama asli 
Saloth Sar ini lahir pada tanggal 18 Mei 1925 di desa Prek Sbauv, Propinsi 
Kompong Thom yaitu sekitar 150 kilometer sebelah utara Phom Phen. Ayah 
Saloth Sar yang bernama Pen Saloth adalah seorang petani kaya yang memiliki 
sawah seluas 180 hektar dan sejumlah ternak. Sedangkan ibunya yang bernama 
Sok Nem adalah seorang wanita yang terkenal bijaksana, berbudi luhur, dan saleh. 
Saloth Sar mempunyai delapan saudara, dua wanita dan enam laki-laki di mana 
hanya tinggal tiga orang saja yang hidup sampai sekarang. 
Meskipun keluarga Pen Saloth hidup di desa, mereka mempunyai 
hubungan dengan istana kerajaan di Phnom Penh. Salah seorang kakak perempuan 
sepupu Saloth Sar, Khun Meak, menjadi penari balet di kerajaan sebagai kun 
preah me neang (pengawas seluruh wanita di istana). Kakak sulung Saloth Sar, 
Loth Suong, dikirim orang tuanya ke Phom Phen untuk mengikuti jejak dari Khun 
Meak. Loth Suang bekerja sebagai juru tulis di istana. 
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Pada tahun 1934, ketika Saloth Sar baru berusia enam tahun, bersama 
kakaknya, Saloth Chay, dikirim ke istana untuk tinggal bersama Khun Meak dan 
Loth Suong. Di istana Saloth Sar di sekolahkan di Biara Van Botum Vaddei. Di 
biara Budha dekat istana itu, Saloth Sar yang sebelumnya tidak beragama, mulai 
mengenal huruf Khmer dan mempelajari agama Budha. Di istana, Saloth Sar juga 
akrab dengan para wanita yang menyerahkan nasibnya ke tangan raja, dengan 
selalu tunduk dan patuh terhadap titah raja yang sangat  berkuasa. Ia menyaksikan 
para penari yang menampilkan tariannya lebih dari apa yang sudah diajarkan pada 
mereka daripada keinginannya untuk megekspresikan keinginan pribadinya 
(Endang K. Antonie, 1997: 96). 
Saloth Sar menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katholik Ecsle 
Minche dan ia tumbuh ditengah-tengah pergaulan anak-anak pejabat atau keluarga 
keturunan Vietnam. Setelah tamat dari sekolah dasar Katholik tersebut, Saloth Sar 
melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah elit milik pemerintahan kolonial 
Perancis yaitu Kolose Norodom Sihanouk. Setelah lulus dari SMP tersebut, 
aktivitasnya tidak banyak diketahui orang. Baru pada tahun 1948 diketahui bahwa 
Saloth Sar sekolah di jurusan teknik (Ecole Technique) di kota Ussy Keo sebelah 
utara kota Phnom Phen. Kemudian pada tahun 1949 Saloth Sar mendapat 
beasiswa untuk belajar teknik elektronika di Perancis. 
Ketika belajar di Perancis, Saloth Sar gemar membaca buku-buku sastra 
Perancis, surat kabar-surat kabar terbitan Partai Komunis Perancis seperti 
Lihumanies atau Les Cahiers de Communissme dan tulisan-tulisan Stalin tentang 
Partai Komunis Uni Soviet (Endang K. Antonie,1997:69). Dari latar belakang 
kegemaran membaca buku-buku tentang komunisme tersebut membuat Saloth Sar 
semakin tertarik pada ajaran komunisme. Oleh karena itu, Saloth Sar berusaha 
keras mengenal lebih jauh tentang partai komunis serta menjalin hubungan 
dengan mahasiswa-mahasiswa Kamboja lainnya yang mempunyai ideologi sama 
guna membahas dan mendiskusikan gagasan Mark dan Lenin. Karena aktif 
membahas dan membicarakan ajaran komunisme, akhirnya pemerintah Perancis 
mencabut beasiswa yang telah diberikan kepadanya. Dengan dicabutnya beasiswa 
oleh pemerintah Perancis berarti Saloth Sar gagal memperoleh gelar sarjana. Akan 
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tetapi pencabutan beasiswa  oleh pemerintahan Perancis dan kegagalannya 
memperoleh gelar sarjana tidak membuat Saloth Sar menyesal. Bahkan 
sebaliknya, Saloth Sar semakin bangga karena telah memperoleh kartu anggota 
Partai Komunis Perancis. 
Pada tahun 1953, Saloth Sar kembali dari Perancis ke Kamboja, dimana 
pada saat itu di Kamboja sedang berlangsung pemberontakan komunis melawan 
kolonial Perancis. Beberapa artikel ditulis Saloth Sar yang ditujukan kepada 
pemerintahan kerajaan yang merupakan pemerintahan boneka dari kolonial 
Perancis. Di antara artikel-artikel yang ia tulis ada yang berjudul “Monarki atau 
Demokrasi”. Dalam artikel tersebut Saloth Sar sangat mengecam sistem 
pemerintahan monarki absolut, karena dalam sistem pemerintahan monarki ini 
kekuasaan hanya diberikan kepada segelintir orang saja. Dalam artikel tersebut 
Saloth Sar menuduh Sihanouk sebagai raja yang tidak bisa berbuat apa-apa dan 
hanya satu yang dilakukan Sihanouk yakni mengeksploitasi rakyat. Oleh karena 
itu, Saloth Sar sangat menentang bentuk kerajaan  yang dinilai tidak adil dan 
harus dilenyapkan (Endang K. Antonei, 1997: 72). 
Sehubungan dengan kekalahan Perancis atas Vietnam Selatan di Dien 
Bien Phu yang ditindaklanjuti dengan diadakannya perjanjian di Genewa pada 
tanggal 20 Juli 1954. Salah satu butir kesepakatan yang dihasilkan dalam 
perjanjian itu adalah diakuinya kemerdekaan secara penuh kemerdekaan negara 
Indocina, termasuk Kamboja sehingga Perancis harus meninggalkan Kamboja. 
Setelah sepeninggal Perancis, Sihanouk mengadakan pemilu dan membentuk 
partai politik. Melalui intimidasi dan menggunakan popularitasnya, Sihanouk 
mengusir orang-orang komunis dan memperoleh seluruh kursi pemerintahan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 1955 Saloth Sar beserta 
kelompoknya yang radikal mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yaitu 
suatu partai yang sangat loyal kepada pemerintah Sihanouk (Trias Kuncahyono, 
1997:59). 
Pada tahun 1956, Saloth Sar menikah dengan Kieu Ponarry (teman 
Saloth Sar ketika menjadi mahasiswa di Perancis) dan menjadi guru SMP 
Chamraon Vichen di Phnom Phen mengajar bahasa Perancis, Sejarah, Ilmu bumi, 
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dan Kewarganegaraan. Saloth Sar dikenal murid-muridnya sebagai sosok yang 
pandai berkisah, pendiam, penyabar, dan mendengarkan keluh kesah murid-
muridnya. Mulai akhir tahun 1956, Saloth Sar menjadi individu yang misterius 
dan mulai dipanggil dengan sandi “Pol”. Sambil mengajar, Saloth Sar bersama 
dua tokoh komunis Kamboja yaitu Ton Samouth dan Sie Heng, membentuk Partai 
Komunis Kamboja atau Kampuchea Communist Party (KCP) sambil menunggu 
iklim politik yang memungkinkan. Sebab oleh rezim Sihanouk, dilakukan aksi 
penangkapan anggota komunis. Dari sinilah muncul sebutan “Pol Pot”. Karena 
dikejar-kejar tentara, Pol Pot bersembunyi di kawasan timur dan timur laut 
Kamboja selama 1963 sampai 1970. Di sela masa persembunyiannya, pada tahun 
1966, Pol Pot pergi ke Cina untuk mempelajari komunisme ala Mao Tse Tung dan 
mengalirkannya ke tubuh Khmer Merah (Trias Kuncahyono, 1997:60). 
Pada masa pemerintahan Lon Nol, Pol Pot atau Saloth Sar semakin aktif 
dalam kegiatan politik. Nama Pol Pot baru dikenal meluas dan mulai 
diperhitungkan dunia internasional ketika 17 April 1975, ia berhasil 
menumbangkan pemerintahan rejim Lon Nol. Dengan menggalang kekuatan para 
petani miskin Kamboja yang hidup menderita di jaman Sihanouk dan Perdana 
Menteri Lon Nol, Pol Pot menjadikan mereka sebagai ujung tombak gerakan 
revolusionernya. Dengan janji memakmurkan rakyat Kamboja dan menghapuskan 
kekuasaan feodal, banyak rakyat Kamboja yang tertarik menjadi anggota dari 
Khmer Merah terutama para petani. Awalnya, mayoritas  seluruh rakyat Kamboja 
sangat menyambut gembira berita tumbangnya antek pemerintahan boneka 
Amerika Serikat itu. Di pusat kota Phnom Penh gerilyawan Khmer Merah 
disambut suka cita oleh rakyat Kamboja yang dianggap sebagai pahlawan. 
Terutama bila mengingat barisan gerilyawan Khmer Merah pimpinan Pol Pot itu 
kebanyakan berasal dari kaum petani, seperti kebanyakan mayoritas penduduk 
Kamboja pada saat itu. Gerilyawan Khmer Merah tersebut masih tampak muda, 
serius, berdisiplin tinggi, dan sederhana dengan celana hitam bekas tentara 
Vietnam. Banyak diantara mereka membawa mortir berat, amunisi dan senapan 
mesin. Rakyat Kamboja optimis dengan gerilyawan tersebut, dengan harapan 
mereka mampu mengubah Kamboja dengan menghapus kesewenang-wenangan 
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dan kemiskinan yang diciptakan para pejabat pemerintahan Lon Nol yang korup. 
Meskipun ketika warga kota memberi salam, mereka menghindar dengan mata 
waspada dan penuh kecurigaan serta menatap mata orang kulit putih seperti 
musuh yang harus disingkirkan. Hanya beberapa di antara mereka yang bersikap 
ramah dan meyambut lambaian tangan warga. 
 
Kebijakan Pemerintahan Pol Pot di Kamboja tahun 1975-1979 
Tidak lama setelah tumbangnya rejim Lon Nol, golongan komunis yang 
merupakan inti dari gerakan anti pemerintahan Lon Nol segara melakukan 
langkah-langkah arah kebijakannya yang dinilai sangat ekstrim, antara lain: 
 
Kebijakan Konsolidasi 
Perjuangan gerilyawan Khmer Merah dalam mengusir Amerika Serikat 
dari Kamboja dan menurunkan rezim Lon Nol berhasil ditandai dengan jatuhnya 
Phnom Penh ke tangan tentara Khmer Merah. Jatuhnya kota Phnom Penh diikuti 
oleh pengakuan negara-negara atas GRUNC. Antara lain negara-negara anggota 
ASEAN, Laos, Yordania, Selandia Baru, India, Srilanka, dan sebagainya. Inggris 
menyatakan hanya akan mengakui suatu pemerintahan yang telah memerintah 
dalam jangka waktu tertentu, mendapat dukungan rakyat, dan menguasai sebagian 
wilayah dari suatu negara (Sudibyo, 1976: 385). Pengakuan atas GRUNC juga 
dilakukan oleh negara-negara lain seperti Birma, Belgia, dan Jepang. 
Setelah Kamboja resmi di bawah pemerintahan komunis, Sihanouk 
memangku jabatan sebagai kepala negara. Kegiatan-kegiatan pada awal 
pemerintahan berkaitan dengan masalah hubungan Kamboja dengan luar negeri. 
Pada 17 April 1975 Chau Seng, utusan khusus Sihanouk atas Paris menyatakan 
bahwa pemerintahan baru: (1) Akan menciptakan suatu masyarakat yang bersatu 
tanpa memandang perbedaan kelas sosial, keyakinan politik atau perbedaan 
agama dan tidak akan melihat pada tindakan-tindakan masa lalu yang dilakukan 
oleh para pengikut Lon Nol, (2) Menganut politik luar negeri yang netral serta non 
blok dengan memegang teguh prinsip hidup berdampingan secara damai dan 
bersedia menerima bantuan asing dari manapun asal tidak mengikat (Sudibyo, 
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1976: 389). Kamboja semakin mempererat hubungan diplomatik dengan negara-
negara lain, terutama dengan Cina karena Kamboja merasa telah berhutang budi 
kepada Cina yang telah berjasa dalam menurunkan rezim Lon Nol.            
Sidang Majelis Rakyat pertama berlangsung pada tanggal 26-27 April 
1975 dipimpin oleh wakil PM Khieu Samphan. Majelis itu terdiri dari 311 orang 
yang terdiri atas 125 wakil dari FUNC dan 13 orang wakil dari GRUNC. Pada 
akhir sidang dinyatakan bahwa program pemerintahan baru ditekankan pada: (1) 
Politik netral dan non blok, (2) Pengakuan peranan positif yang dijalankan oleh 
beberapa golongan borjuis nasional, (3) Desakan kepada seluruh rakyat untuk 
mengambil bagian dalam pembangunan Kamboja baru yang benar-benar 
berdaulat, netral, non blok, demokratis, dan makmur dengan cara memajukan 
perkembangan pertanian, kerajinan, dan industri (Sudibyo, 1976: 390). 
Sebenarnya dalam GRUNC sendiri terjadi kontroversi, yaitu 
pertentangan antara pengikut Pol Pot di satu pihak dengan para pengikut Sihanouk 
di lain pihak. Sejalan dengan kemenangan komunis atas Lon Nol, kedudukan 
Sihanouk dalam front tidak berarti. Peranan Sihanouk dalam menghidupkan front 
diabaikan dan tidak dipandang sebagai prestasi yang gemilang. Pada awal 
pemerintahan, Sihanouk diangkat sebagai kepala negara tetapi hanya sebagai 
lambang saja, pemerintahan tetap dijalankan oleh Pol Pot, Ieng Sary, dan Khieu 
Samphan. 
Sihanouk merasa dikhianati dan dimanfaatkan oleh Khmer bahwa 
kedudukannya hanya sebagai simbol tanpa tanpa memiliki wewenang apapun. 
Sejak bulan April 1976 selam tiga tahun, Sihanouk ditempatkan di istana semata-
mata sebagai tahanan rumah. Sampai akhirnya Sihanouk dilepaskan dari 
jabatannya sebagai kepala negara. Bahkan pada saat Mao Ze Dong dan Zou Enlai, 
tokoh-tokoh Cina yang sangat dekat dengan Sihanouk meninggal pada tahun 
1976, Sihanouk tidak diijinkan oleh rezim Pol Pot untuk hadir dalam 
pemakamannya (Kedutaan Besar Republik Indonesia Phnom Penh Kamboja, 
2002: 80). 
Setelah Sihanouk melepaskan jabatannya sebagai kepala negara, langkah 
awal yang diambil oleh Pol Pot yaitu dengan segera melakukan langkah-langkah 
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konsolidasi yakni mengadakan pemilu pada tanggal 20 Maret 1976. Langkah 
konsolidasi ini dimaksudkan guna membentuk pemerintahan baru Kamboja yang 
banyak didominasi oleh kekuatan Komunis (Kirdi Dipuyodo, 1983:83). Dominasi 
kekuatan komunis tersebut dapat dilihat dari susunan pemerintahan yang baru, 
dimana tidak mencantumkan tokoh-tokoh non-komunis seperti Sihanouk dan 
Pemh Nouth. Konsolidasi pemerintahan baru Kamboja semakin nampak jelas 
ketika Sihanouk dan pemh Nouth masing-masing diturunkan dari jabatannya yaitu 
sebagai kepala negara dan perdana menteri. Sebab untuk mewujudkan 
pemeritahan baru Kamboja yang banyak didominasi oleh kekuatan komunis tidak 
akan berjalan dengan baik jika susunan pemerintahannya terdapat golongan non-
komunis. Dengan tersingkirnya kekuatan-kekuatan non-komunis dalam 
pemerintahan Kamboja berarti semakin kokohnya kedudukan Khmer Merah di 
dalam kehidupan politik Kamboja. 
Setelah menyingkirkan Sihanouk dan Pemh Nouth, langkah selanjutnya 
adalah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang sama-sama berhaluan 
komunis tetapi berbeda pandangan. Misalnya tokoh-tokoh dari zone timur (pro-
Vietnam) yaitu Heng Samrin dan Pen Sovan. Sebenarnya keberhasilan Khmer 
Merah dalam menjatuhkan pemerintahan Lon Nol tidak terlepas dari dukungan 
dan bantuan Vietnam dan Cina. Kedua negara komunis tersebut memberikan 
senjata dan pelatihan militer kepada pasukan Pol Pot. Tetapi pada tahun 1972, 
pasukan Vietnam menghentikan semua bantuannya terhadap pasukan Pol Pot. 
Akhirnya Pol Pot merasa dikhianati karena sikap Vietnam tersebut. Selain itu Pol 
Pot juga mengetahui ambisi Vietnam untuk menguasai seluruh Indocina melalui 
hegemoni politik dengan membentuk suatu rejim pro-Hanoi di Kamboja. 
Kekecewaan terhadap sikap Vietnam tersebut membuat Pol Pot lebih berkiblat ke 
arah Peking. Di sisi lain, Vietnam yang  juga berjasa dalam membantu Kamboja 
ketika perang menghadapi Perancis dan dalam upaya menjatuhkan pemerintahan 
Lon Nol merasa sangat kecewa. Hal ini disebabkan setelah memperoleh 
kemerdekaan, Kamboja justru memusuhi Vietnam dan lebih berkiblat ke arah 
Peking, yang mana Vietnam sendiri lebih dekat dengan Uni Soviet yang sedang 
mengalami friksi yang sangat tajam dengan RRC. Sehubungan dengan hal 
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tersebut, Pol Pot menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang berbeda pandangan 
meskipun sama-sama berhaluan komunis terutama yang mempunyai hubungan 
dengan Vietnam. Selain itu, siapa saja yang telah dianggap menghalang-halangi 
kebijaksanaannya dalam membangun Kamboja akan disingkirkan pula. Adapun 
susunan pemerintahan baru tersebut yaitu: 
Presiden   : Khieu Samphan 
Perdana Menteri  : Pol Pot 
Wakil Perdana Menteri : Ieng Sary  
Susunan Menteri  : 
1. Menteri Tenaga Kerja dan Pendidikan   : Noun Chea 
2. Menteri Perdagangan Dalam dan Luar Nageri  : Koy Thuon 
3. Menteri Industri, Perkeretaapian, dan Perikanan  :Vorn Vet 
4. Menteri Pertanian     : Non Suon 
5. Menteri Penerangan      : Seum Son 
6. Menteri Kesejahteraan Sosial    : Khieu Thirith 
7. Menteri Kebudayaan dan Propaganda   : Yun Yat 
8. Kepala Kantor Komite Pusat    : Soeu Va Si 
9. Kepala Kantor Perdana Menteri   : Cim Samauk 
Setelah mengisi jabatan-jabatan pemerintahannya dengan tokoh-tokoh 
komunis, Pol Pot menamai pemerintahan Kamboja rezim Khmer Merah dengan 
sebutan pemerintahan Democratik Kamphuchea (DK). Di bawah rezim Pol Pot, 
wajah negara Kamboja berubah yang semula bersifat bebas dan terbuka menjadi 
suatu negara komunis yang tertutup dan isolatif (Self Imposed Isolation). 
(Kedubes Indonesia Phnom Penh Kamboja 2002:79). 
 
2. Kebijakan Evakuasi 
Dalam program ini Pol Pot bermaksud ingin mewujudkan masyarakat 
komunis yang agraris dan mengembalikan pola hidup rakyat Kamboja yang 
agraris. Pol Pot yakin bangsa Khmer yang ”bersih, murni, baru” hanya bisa 
dibangun atas dasar perhitungan tentang jaman baru yang dimulai dengan tahun 
nol “The Year Zero”. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, Pol Pot 
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menempuh cara mengosongkan kota dari penduduknya dan kemudian mengirim 
penduduk tersebut ke desa-desa guna mengerjakan lahan-lahan pertanian dan 
mereka dipaksa hidup dalam komune-komune. Pertama-tama, tanah-tanah milik 
para petani diambil alih, kemudian petak-petak tanah berukuran kecil 
dikembalikan dengan keadaan terpencar-pencar dan terpisah. Akibatnya, suatu 
keluarga harus terpisah satu sama lainnya. Sebab keberadaan keluarga merupakan 
hambatan untuk mewujudkan negara Kamboja yang komunis. Pol Pot berusaha 
menghapuskan gagasan tentang keluarga dengan mencerai-beraikan keluarga 
dengan proses cuci otak untuk melawan orang tua, agama, dan semua hal yang 
bersifat individualistis dihancurkan diganti dengan  rasa kebersamaan “sama rata 
sama rasa” di bawah komando organisasi revolusioner. 
Pada mulanya Pol Pot, berdalih bahwa kebijakan evakuasi dicanangkan 
karena Amerika Serikat merencanakan untuk mengebom kota-kota setelah rezim 
boneka pemerintahan Lon Nol dukungan Amerika serikat dapat ditumbangkan 
oleh Pol Pot. Selain itu pejabat Khmer Merah menjelaskan bahwa tindakan itu 
untuk mencegah penyakit menular dan endemik yang terjangkit di kota-kota 
(Gatra, 12 Juli 1997). Namun kemudian diketahui bahwa keputusan tersebut 
didasarkan karena tidak tersedianya cukup pangan guna menghidupi penduduk 
kota-kota, sebab penguasa yang baru belum mampu memberi pangan kepada 
penduduk. Kebijakan untuk mengosongkan kota ini juga dilatarbelakangi oleh 
kenyataan bahwa kota Phnom Penh adalah tempat kaum penindas (aristokrat dan 
tuan tanah) yang rakus, suka memeras, korup, dan menjadi kaki tangan kapitalis 
asing. Mereka dianggap bekerjasama dengan imperialis Amerika Serikat untuk 
melancarkan agresi atau perang terhadap rakyat Kamboja (Kedubes Indonesia 
Phnom Penh Kamboja, 2002:75). Namun alasan-alasan itu tidak masuk akal 
seluruhnya, sebab yang dikosongkan bukan cuma kota sebesar Phnom Penh, tetapi 
juga kota-kota kecil di propinsi-propinsi. Alasan utamanya yakni alasan 
perimbangan ekonomi dan ideologi. Secara ekonomi, Kamboja ingin mewujudkan 
negara agraris yang bertumpu pada sektor pertanian. Sehingga tanpa hubungan 
dengan negara lain pun kecuali RRC, Kamboja mampu hidup sendiri secara 
tertutup dan terisolasi demi mewujudkan negara Komunis yang dicita-citakan Pol 
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Pot. Sedangkan alasan ideologi, bahwa dengan mengajarkan kota adalah tempat 
yang jahat, tempat uang, alkohol, dan wanita yang bisa meracuni pasukan 
revolusioner. Di kota orang makan nasi tanpa berjerih payah menanam padi, 
sehingga penduduk kota harus merasakan sendiri keringat dan kerja berat di 
sawah ladang (anti-urban ideology). 
Pasukan Khmer Merah yang merupakan tentara rezim Pol Pot, secara 
diam-diam memasuki kota dengan berpakaian hitam-hitam, berkalung sarung 
lusuh, bersandal jepit dari ban rusak dan membawa senjata. Mereka menggiring 
dan mengusir penduduk untuk meninggalkan kota dengan berjalan kaki. Dalam 
jangka waktu dua bulan, tiga juta manusia oleh pemerintahan Pol Pot digiring dari 
kota terutama Phnom Penh ke daerah-daerah pinggiran atau desa-desa daerah 
pertanian. Mereka secara paksa dipekerjakan di kamp-kamp konsentrasi di bawah 
pengawasan ketat pihak Khmer Merah. Tidak peduli apakah mereka pengusaha, 
pegawai negeri, pekerja kasar atau ibu rumah tangga, mereka dipaksa menjadi 
petani. Yang paling mengerikan adalah para pasien dipaksa keluar dari rumah 
sakit, tidak peduli anak kecil, orang tua, atau orang tidak berkaki pun ikut digiring 
ke kamp-kamp tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa rejim Pol Pot telah 
meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan (Gatra, 12 Juli 1997). 
Mereka dikirim ke desa-desa untuk menanam padi, menggali kanal, dan 
melakukan kegiatan pertanian secara kolektif. Dengan mengenakan piyama hitam-
hitam, bertelanjang kaki, di bawah sengatan matahari, dan hujan lebat, penduduk 
diubah menjadi pekerja pertanian yang produktif. Mereka bangun di pagi hari dan 
pulang di sore hari, hanya untuk bertani. Tanpa dukungan makanan dan gizi yang 
cukup serta penjatahan makanan yang sangat ketat banyak diantara mereka yang 
mati perlahan-lahan. Beberapa hari setelah pengosongan kota, ribuan petinggi 
pegawai negeri dan staf pemerintahan Lon Nol dieksekusi hukuman mati. Hal ini 
terbukti dengan ditemukannya ribuan tengkorak di Dam Dek dan di Siem Reap, 
225 kilometer barat daya Phnom Penh. Dan juga di pasar Thom Thmey yang 
dulunya ditanami pohon mangga jamam Sihanouk berkuasa berubah menjadi 
kebun kelapa dengan pupuk mayat, darah rakyat yang dibunuh, dan berjajar 
hiasan tengkorak kepala manusia (Tempo, 7 oktober 1989). 
   lxxix 
Jumlah penduduk yang sakit dan bunuh diri tidak terhitung lagi. Siapa 
yang bertingkah, dicurigai, dan dianggap berbahaya langsung diambil dan 
dibunuh diantara rerumputan padi. Selain dibunuh, penduduk pun mati karena 
kelaparan dan penyakit malaria. Di Bukit Takong Krao yaitu perbatasan Kamboja 
dengan Muangthai yang merupakan daerah kekuasaan gerilyawan Pol Pot, ribuan 
penduduk menggigil kelaparan dan banyak diantara mereka terjangkit malaria. 
Karena penyakit malaria ini sekitar 2 atau 3 orang meninggal tiap harinya. Hal 
yang sama juga dijumpai di desa Phnom Malai, 35 kilometer dari perbatasan 
Muangthai, sebagian besar penduduknya menderita busung lapar dan malaria. 
Untuk mengatasi kekurangan pangan ini, mereka terpaksa memakan daun pisang. 
Ironisnya, kebijakan evakuasi ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi 
perekonomian Kamboja dengan didasarkan pada sektor pertanian. Tetapi semakin 
hari perekonomian Kamboja menunjukkan kemerosotan. Akibatnya, untuk 
mendapatkan bahan makanan, mereka menyelundupkan bahan makanan dari 
Muangthai dengan harga yang cukup tinggi dan dengan nyawa sebagai taruhannya 
(Tempo, 3 November 1979). Menurut keterangan salah satu pengungsi, 
masyarakat sipil mendapat pembagian beras satu kaleng susu setiap sepuluh hari 
sekali. Sedangkan para gerilyawan mendapat dua kali lipatnya (Tempo, 27 
Oktober 1979). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak penduduk yang 
menderita kekurangan gizi dan akhirnya meninggal dunia. 
Setelah pengosongan kota berhasil, Pol Pot menutup pasar, bioskop, 
rumah sakit, sekolah dan semua hal yang berbau dengan budaya barat. Sebab 
semua itu bisa meracuni otak penduduk Kamboja, sehingga harus dihancurkan. 
Hal ini terlihat setelah jutaan penduduk meninggalkan kota, jalanan tampak sepi, 
bangunan-bangunan hancur, listrik dan air minum menjadi langka, sehingga saat 
itu Phnom Penh menjadi kota mati. Selain dihancurkan, gedung-gedung tersebut 
dijadikan barak militer pasukan gerilyawan Khmer Merah. Sebagai gantinya, di 
desa-desa Pol Pot menempatkan mereka secara komune-komune di  kamp-kamp 
kumuh dan hidup secara kolektif tanpa adanya perbedaan kelas. Pada umumnya, 
para pengungsi, mengalami kesulitan untuk tinggal di desa-desa sebab segala 
sesuatu yang membekali dirinya untuk bisa bertahan hidup telah dihapuskan, 
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dilarang, dan dihancurkan. Uang, status, pekerjaan, pendidikan, kepemilikan 
pribadi, jasa pos dan telepon, media massa dihapuskan kecuali radio dan sebuah 
harian yang terbitnya tidak teratur dan sirkulasinya dibatasi. Sampai masalah 
pakaian, potongan rambut, bahkan hubungan seksual diatur langsung dari pusat. 
Dalam kehidupan pertanian kolektif, laki-laki dan perempuan harus dipisahkan. 
Hubungan seksual diluar perkawinan dilarang. Pol Pot juga menghabisi para lelaki 
Kamboja yang lemah tidak berguna dan menyisakan kaum perempuan Kamboja 
yang berparas cantik untuk menjadi mesin produksi ras Khmer Merah. 
Sistem pendidikan dihapuskan dan diganti doktrinasi Khmer merah. 
Untuk keperluan kaderisasi, Pol Pot lebih mengutamakan anak-anak petani desa 
yang miskin. Dalam proses cuci otak itu, para remaja diharuskan mengenyam 
masa lalu, melawan orang tua, dan menghilangkan agama. Keberadaan keluarga 
merupakan hambatan untuk mewujudkan negara Kamboja sebagai negara 
komunis. Tidak mengherankan jika saat itu banyak anak-anak membunuh orang 
tuanya sendiri karena orang tuanya dianggap menentang rejim Pol Pot (Tempo, 28 
Januari 1978). 
Setelah menutup pasar, bioskop, rumah sakit, sekolah, dan semua hal 
yang berbau budaya barat, Pol Pot melarang penduduk untuk memeluk suatu 
agama serta membunuh kaum intelektual. Kehidupan beragama dilarang, 
termasuk agama Budha yang dianut hampir 85% penduduk Kamboja. Rezim Pol 
Pot lebih yakin terhadap kebenaran sendiri dan menghargai ide lebih dari apapun. 
Dengan mengatasnamakan Angkor yaitu organisasi Partai Komunis Kamboja 
(KCP), pasukan Khmer Merah mengkampanyekan “Kalian harus menyingkirkan 
agama itu dari dirimu, kalau tidak kalian musuh Angkor!”. Sehubungan dengan 
kampanye itu, ribuan biarawan yang hidup dalam wat (kuil) dikirim ke tempat 
kerja paksa, para pemimpinnya dibunuh dan juga pagoda-pagoda dihancurkan. 
Misalnya di Wat Langka, yang merupakan salah satu kuil terbesar di Phnom Penh. 
Sebelum rezim Pol Pot berkuasa di kuil tersebut terdapat 500 orang biarawan, 
setelah rezim Pol Pot berkuasa tinggal 15 orang. 
 Agama lain yang dilarang oleh Pol Pot ialah agama Islam, yang dianut 
sekitar 250.000 orang. Pada bulan Nopember 1975, kaum muslimin di Desa Trea 
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(utara Kampong Cham) memberontak kepada pemerintahan Pol Pot, karena tidak 
setuju jika harus meninggalkan agama Islam. Akhirnya, desa itu dihantam dengan 
B-40 dan mereka yang masih hidup dihabisi semua. Sejumlah tengkorak kepala 
manusia dipasang seperti satai di sepanjang Sungai Mekong. Akibat keganasan 
Pol Pot jumlah penduduk tinggal 5.000 orang (Tempo, 20 Januari 1979). Hal 
tersebut serupa dengan yang dialami oleh para pelajar, dokter, mahasiswa, dan 
bahkan orang yang berkacamata yang dicap sebagai kaum intelaktual. Untuk 
mengenali para musuh revolusi itu, tentara Khmer Merah bisa berbuat seenaknya. 
Telapak tangan yang halus atau sebingkai kacamata bisa membuat orang 
dieksekusi karena dianggap sebagai kaum intelektual (Gatra 12 Juli 1997). Alur 
berfikir yang digunakan para petinggi Khmer Merah untuk membenarkan 
pembantaian itu, sesuai dengan semboyan mereka “mempertahankan anda tidak 
ada untungnya, kehilangan anda tidak ada ruginya”. 
Akibat dari Program Empat Tahun ini, terciptalah “ladang-ladang 
pembantaian” (Killing Field Tragedy) di Kamboja misalnya di Gedung Tuol 
Sleng, yang terletak di Phnom Penh. Bekas gedung sekolah menengah umum ini 
pernah dijadikan pusat interogasi Khmer Merah, yang dikenal sebagai pusat 
interogasi S-21. Diperkirakan lebih dari 20.000 orang dibantai di gedung tersebut. 
Dan juga di Desa Choeung Ek, Desa Kompong Cham, Desa Kompong Thom, 
yang merupakan tempat-tempat pembantaian bagi mereka-mereka yang dicurigai, 
tidak berguna, dan berbahaya. Di tempat tersebut mereka dipaksa puasa sampai 
mati atau dibiarkan terendam dalam air dengan kaki dan tangan di kerangkeng 
selama beberapa hari sampai mati membusuk, dan juga hukuman paling mudah 
dieksekusi sampai mati. Selain itu bagi bekas tentara, pegawai negeri, staf 
pemerintahan Lon Nol, semua dieksekusi hukuman mati di Dam Dek dan di Pasar 
Thom Thmey. Sedangkan tempat pembantaian Siem Reap, 225 kilometer barat 
daya Phnom Penh, untuk membunuh ribuan biarawan. Hal serupa juga terjadi di 
Desa Trea, 250.000 muslimin dibantai dengan B-40 dan tengkorak manusia 
dipajang sepanjang Sungai Mekong. Dan masih banyak lagi ladang-ladang 
pembantaian yang diciptakan oleh Pol Pot, sebab dimana terlihat yang 
mencurigakan di tempat itu pula langsung dibunuh. 
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Akibat dari ladang pembantaian tersebut jutaan rakyat Kamboja 
meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Kamboja yang 
menurut sensus pada tahun 1970 berjumlah 7 juta jiwa, setelah rezim Pol Pot 
berkuasa jumlah penduduk hanya tinggal 4 juta jiwa. Begitu pula dengan jumlah 
dokter yang pada tahun 1974 berjumlah 550 orang sekarang hanya tinggal 48 
orang. Jumlah mahasiswa dalam tahun yang sama menyusut dari 11.000 orang 
menjadi 450 orang. Sedangkan jumlah pelajar sekolah menengah yang semula 
berjumlah 160.000 orang sekarang hanya tersisa 5.300 orang (Tempo, 27 Oktober 
1979: 11). Karena kekejaman, kesadisan, kebrutalan Pol Pot, yang lebih kejam 
dari Hitler dan Stalin, bahkan lebih ekstrim dari Mao Tse Tung. Akibatnya 
berbagai julukan melekat pada dirinya seperti “mesin pembunuh”, monster 
terakhir abad ke-20”,   “a Pot (orang yang hina)” (Tria Kuncahyono, 1997: 60). 
 
3. Kebijakan Anti-Vietnam 
Vietnam sekarang merupakan perkembangan apa yang dikenal sebagai 
kerajaan Annam pada masa lalu. Semula Annam hanya merupakan hanya suatu 
kerajaan kecil di lembah Sungai Merah. Proses ini terjadi selama ratusan tahun 
yang lalu melalui penaklukan dan pencaplokan wilayah. Sikap agresif Vietnam 
tersebut merupakan ancaman bagi eksistensi Kamboja sebagai suatu negara. 
Terlebih lagi setelah diubahnya Partai Komunis Vietnam menjadi Partai Komunis 
Indocina oleh komunis internasional (comintern), dimaksudkan agar jangkauan 
gerakan komunis ini menjadi lebih luas yaitu meliputi Laos dan Kamboja, serta 
Vietnam sebagai pusatnya (Kirdi Dipoyudo, 1983: 19). Dalam hal ini Hanoi 
berencana menjadikan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan atas Laos dan 
Kamboja yang merupakan dua negara komunis tetapi memiliki orientasi yang 
berbeda. Jadi setelah menjadi komunis, Laos dan Kamboja akan disahakan 
berkiblat ke Hanoi. Dengan demikian, Hanoi akan muncul sebagai pemimpin bagi 
negara-negara Indocina (Sardiman AM, 1983: 53). 
Untuk merealisasikan tujuannya tersebut, Vietnam mengadakan 
kunjungan ke Laos untuk meningkatkan kerja sama di segala bidang dengan 
membentuk Front Persatuan Vietnam-Laos-Kamboja. Akan tetapi, ketika Vietnam 
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berkunjung ke Kamboja, ajakan Vietnam tersebut tidak mendapat tanggapan 
positif dari Kamboja. Penolakan Kamboja terhadap ajakan Vietnam tersebut 
mengakibatkan hubungan Vietnam-Kamboja menjadi renggang. Menurut 
dokumen kelompok Khmer Merah “Black Paper”, Vietnamlah yang merupakan 
musuh utama Kamboja karena dengan bendera “solidaritas revolusioner” berusaha 
mencaplok wilayah Kamboja. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Burchett 
yang dikutip oleh Kirdi Dipoyudo (1983: 53) bahwa, 
Dari tahun 1946 sampai 1954, dengan selimut solidaritas yang revolusiner 
melawan kolonialisme, Vietnam berusaha memiliki wilayah Kamboja. Di bawah 
bendera revolusi, Vietnam telah memasuki wilayah Kamboja dan membentuk sel-
sel Partai  Komunis Indocina untuk “memegang” rakyat Kamboja. Mereka 
mengorganisasi sebuah partai, suatu tentara, dan suatu kekuasaan negara. Mereka 
menggunakan sarana ini untuk mengambil dan memiliki Kamboja. Pada waktu 
itu, orang-orang khmer yang sedang berjuang di Kamboja tidak mempunyai posisi 
yang bebas. Mereka sepenuhnya tergantung pada Vietnam. Mereka tidak mengerti 
untuk siapa dan untuk apa mereka mengadakan revolusi. Itulah sebabnya orang-
orang Vietnam dapat dengan mudah memasuki Kamboja. Mereka membagi 
Kamboja menjadi tiga wilayah: Timur, Barat Daya, dan Timur Laut. Mereka 
dapat menempatkan siapa saja yang mereka kehendaki di ketiga wilayah itu. 
Rakyat Kamboja, karena menjadi korban tindakan agresi dan aneksasi Vietnam, 
dan telah kehilangan bagian penting dari wilayah Khrom Kamboja menyimpan 
kebencian nasional yang sangat mendalam terhadap agresor Vietnam, anekaionis, 
dan usaha-usaha menelan wilayah kamboja. Rakyat Kamboja sangat sadar sekali 
atas tindakan penipuan Vietnam, pengelabuan dan kemunafikan. 
 
Selain masalah perbatasan wilayah antara Vietnam-Kamboja, ada hal 
lain yang justru menambah rumitnya masalah kedua negara yaitu adanya perasaan 
anti atau curiga yang tertanam di kalangan bangsa Khmer terhadap bangsa 
Vietnam yang tergolong agresif. Rasa kecurigaan tersebut bermula pada saat 
pemerintahan kolonial Perancis dengan sengaja mendatangkan orang-orang 
Vietnam dalam skala besar di Kamboja sebagai akibat kebijaksanaan yang 
ditempuh oleh pemerintahan kolonial Perancis dalam program administrasi dan 
dalam pekerjaan perkebunan di Kamboja (AR Sutopo, 1978: 402). Dalam 
program administrasi ini, orang-orang Vietnam mendapat tempat untuk mengisi 
jabatan-jabatan tingkat bawah dalam lingkungan birokrasi pemerintahan kolonial 
Perancis di Kamboja (Kirdi dipoyudo, 1983: 32). Sementara itu, adanya 
perkebunan yaitu dengan dibukanya perkebunan-perkebunan baru di Kamboja 
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menyebakan semakin berperannya pendatang-pendatang dari Vietnam dalam 
bidang ekonomi di Kamboja. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah 
keturunan Vietnam di Kamboja yaitu sekitar 300.000 orang sampai 400.000 
orang, di mana kebanyakan dari mereka tinggal di kota-kota besar. Keadaan yang 
demikian semakin menimbulkan  sakit hati dikalangan bangsa Kamboja yang 
seharusnya menjadi tuan di negara sendiri, tetapi justru di negaranya kehidupan 
mereka lebih melarat dan sengsara karena hidup di desa-desa dalam sektor 
pertanian (AR Sutopo, 1987: 401). 
Banyaknya keturunan Vietnam yang menduduki jabatan birokrasi 
pemerintahan dan menguasai sektor ekonomi menyebabkan perbedaan stratifikasi 
sosial ekonomi masyarakat yang mencolok. Hal ini semakin memperbesar rasa 
kebencian dan kecurigaan bangsa Khmer terhadap orang keturunan Vietnam. 
Keturunan bangsa Khmer menilai bahwa orang-orang Vietnam adalah kelompok 
bangsa agresif dan kasar, serta menyebutnya dengan sebutan yang menghinakan 
yaitu Thmil yang berarti “musuh abadi yang tak mengenal Tuhan”. Selain itu ada 
sebutan lain untuk orang Vietnam yaitu “ular berkepala dua”. Sebaliknya orang 
Vietnam menganggap orang Khmer sebagai orang yang malas dan kotor. Orang 
Vietnam menamai orang Khmer dengan sebutan orang Chao yang berarti “orang 
biadab yang hina”. Akhirnya dengan kondisi seperti ini, pada masa pemerintahan 
Pol Pot muncullah gerakan Kap You yaitu gerakan untuk menyembelih orang-
orang keturunan Vietnam (Ramlan Surbakti, 1985: 18). Timbulnya gerakan Kap 
You ini merupakan akibat dari pengalaman masa lampau mereka serta letak 
Vietnam yang secara langsung berbatasan dengan Kamboja, di mana hal ini 
sewaktu-waktu bisa mengancam kepentingan orang-orang Kamboja dalam 
memperebutkan wilayah.  
 
C. Dampak Dari Kebijakan Pemerintahan Pol Pot 
 
Pemerintahan Pol Pot dengan kebijakan-kebijakannya yang ekstrim serta 
obsesinya untuk membangun masyarakat komunis model asli rakyat Kamboja, 
mengakibatkan penderitaan serta hilangnya jutaan nyawa rakyat Kamboja. 
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Tindakan represif dan sadis Khmer Merah ternyata berdampak pada kondisi 
dalam negeri Kamboja yaitu konflik internal dan menimbulkan invasi Vietnam ke 
Kamboja. 
 
Konflik Internal 
Kebijakan pemerintahan Pol Pot yang ekstrim ini membuat rakyat 
Kamboja sebagian besar mengungsi ke negara-negara ASEAN. Mengenai 
besarnya arus pengungsi Indocina menurut perhitungan PBB pada tanggal 15 Juli 
1979, tercatat 178.417 orang di Thailand; di Malaysia 74.408 orang; di Indonesia 
44.247 orang; di Filipina tercatat 4.930 orang dan di Singapura tercatat 821 orang. 
Tetapi menurut data yang dapat dikumpulkan dari Warta Berita Antara bulan Juni 
1979 jumlah pengungsi yang datang di negara-negara ASEAN jauh lebih besar 
dari catatan PBB tersebut yaitu Thailand terdapat 233.000 orang; di Malaysia 
terdapat 76.000 orang; di Indonesia 53.000 orang; di Filipina 4.000 orang; dan di 
Singapura 1.000 orang (Endi Rukmo, 1979: 444). 
Diantara pengungsi yang mayoritas rakyat sipil terdapat tentara-tentara 
Kamboja yang merasa dikecewakan oleh rejim Khmer Merah. Sepuluh orang 
tentara Kamboja telah menyeberang tanpa ijin dan minta suaka politik kepada 
pemerintahan Muangthai di distrik Kantarak. Mereka membawa senapan-senapan, 
sebuah roket, granat-granat tangan, dua pesawat radio, dan dokumen-dokumen 
doktrin komunis (Sudibyo, 1978: 422). Hal ini menyebabkan terjadinya konflik 
antara Muangthai dan Kamboja karena banyak tentara Khmer Merah yang 
mengejar tentara Kamboja yang berkhianat. 
Banyak pula tentara Kamboja atau unsur-unsur dalam Khmer Merah 
yang disingkirkan oleh Pol Pot mencari suaka politik ke Vietnam. Kelompok ini 
kemudian menyulut semangat nasionalisme rakyat Kamboja untuk melakukan 
pemberontakan menggulingkan pemerintahan Pol Pot. Pemberontak yang 
didukung Vietnam beroperasi di seluruh wilayah Kamboja. Siaran radio Hanoi 
memberitakan bahwa kaum pemberontak telah menduduki jalan-jalan di Propinsi 
Rattanakiri dan Stung Treng di bagian timur laut Kamboja, sehingga memutuskan 
jalur perbekalan ke ibukota. Mereka juga telah menyerang kota-kota Kratie dan 
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Kompong Thom di bagian timur laut dan tengah Kamboja. Pertemuan dan 
demonstrasi-demonstrasi semakin banyak diselenggarakan di perkebunan-
perkebunan dan pabrik-pabrik. Selebaran-selebaran dibagikan dimana-mana yang 
menyerukan kepada rakyat supaya bangkit dan menggulingkan rezim yang 
berkuasa di Phnom Penh (Kompas, 25 Oktober 1978). 
Pemberontakan semakin meluas dan pemerintah mengambil tindakan 
pembersihan secara besar-besaran di kalangan militer, partai komunis, dan 
kalangan organisasi pemuda dan rakyat. Hal ini dilakukan karena di kalangan 
militer banyak tentara yang membelot selain mencari suaka ke Muangthai ataupun 
Vietnam, banyak pula yang melakukan pemberontakan-pemberontakan di dalam 
negeri. Radio  Hanoi memberitakan serdadu-serdadu pemerintah di Khompong 
Chanang tengah memberontak dan merampas menara pengawas lapangan terbang 
kota tersebut. Dengan demikian mereka dapat mengkoordinasikan satuan-satuan 
yang lain (Kompas, 25 Oktober 1978). 
Pada awal pemerintahan Pol Pot, perlawanan untuk menentang 
kebijakan pemerintah dilakukan oleh kaum nasionalis pendukung pemerintahan 
Lon Nol. Pada tahun 1976 sekitar 400 pasukan dari Komandan Kobra Hitam dari 
Angkatan Darat pemerintahan Lon Nol telah menyerang Siam Reap dan 
menewaskan 15 orang. Sebelum di Kirirom, selatan Phnom Penh sekitar 10.000 
gerilyawan komunis pada 15 Januari 1976 melakukan penyerangan yang dipimpin 
oleh gerilyawan nasionalis Norodom Chatarangsy (Paman Sihanouk) yang tewas 
dalam penyerangan tersebut. Selain itu juga terjadi di Kompong Speu, Kompong 
Som dan Kirirom yang berkekuatan 200 sampai 800 orang yang dilengkapi 
dengan kendaraan lapis baja buatan Amerika Serikat dan meriam 105. Pada 
tanggal 27 Mei 1976 terdapat 1.000 gerilyawan nasionalis beroperasi di sepanjang 
perbatasan Muangthai dan Kamboja. Gerilyawan tersebut diorganisir oleh 
Gubernur Battambang, Gen Pek Samiad (Sudibyo, 1978: 417). 
Dalam rangka membasmi gerilyawan nasionalis, pemerintah Kamboja 
melakukan pengejaran dan pembunuhan. Seorang bekas tentara Khmer Merah 
yang berhasil melarikan diri ke Muangthai mengatakan bahwa pemerintah telah 
menangkap dan menembak mati sekitar 5.000 orang perwira bintara dan keluarga 
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mereka. Masyarakat Kamboja kehilangan kebebasan dan keadilan serta 
kekurangan pangan dan obat-obatan. Pemerintah mempersenjatai sekitar 1.500 
tentaranya dengan senjata-senjata buatan Cina dan menempatkannya di wilayah 
Somprong Kamboja. 
Pemberontakan-pemberontakan terus terjadi di Kamboja, pemerintah 
juga melakukan pembasmian dan penangkapan terhadap orang-orang yang telah 
dianggap melakukan gerakan makar. Dalam pemerintahan sendiri terjadi 
perpecahan. Pol Pot menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang seideologi 
namun berbeda pendapat. Tokoh-tokoh politik itu salah satunya adalah Heng 
Samrin. Heng Samrin pernah melakukan kudeta bersama teman-temannya pada 
bulan April 1978 di Kompong Cham Timur Laut Kamboja dan gagal. Heng 
Samrin kemudian lari dan mencari suaka politik ke Vietnam. 
Vietnam pada waktu itu telah bertikai dengan Kamboja sejak tahun 1977 
mengenai tapal batas negara. Masalah perbatasan ini berbuntut perang antara 
kedua negara yang berperang di perbatasan. Pemerintah Kamboja yang pada 
waktu itu memfokuskan pada permasalahan penyelesaian konflik dengan 
Vietnam, sementara dalam negeri pemberontakan akan terus berkembang. 
Vietnam mengambil kesempatan dengan memberi dukungan terhadap perjuangan 
Heng Samrin dalam melepaskan rakyat Kamboja dari pemerintahan Pol Pot yang 
terkenal sadis, kejam, brutal, dan banyak memusuhi rakyatnya sendiri. 
Pada tanggal 3 Desember 1978 dibentuklah suatu gerakan pembebasan 
yang disebut “Front Persatuan Nasional Kamboja untuk Keselamatan Nasional” 
atau “Front Persatuan Penyelamatan Rakyat Kamboja” yang selanjutnya 
dinamakan  KNUFNS. Gerakan KNUFNS tersebut didukung oleh pihak Vietnam 
dan dipimpin oleh Heng Samrin.  Pada tanggal 7 Januari 1979 gerakan KNUFNS 
berhasil merebut Phnom Penh dan sekaligus dapat menggulingkan rezim Pol Pot. 
Dengan tergulingnya Pol Pot dari kursi pemerintahan maka tampilah Heng Samrin 
sebagai penguasa baru di Kamboja (Sardiman AM, 1983: 68). 
 
 
Invasi Vietnam ke Kamboja 
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Di tengah-tengah suasana dalam negeri yang kacau akibat kerja paksa 
dan pembantaian massa terhadap penduduk Kamboja, muncullah tokoh Heng 
Samrin dan Hun Sen. Kedua tokoh tersebut secara terang-terangan menentang 
garis kebijakan Pol Pot dan Khieu Samphan. Sebagai wujud penentangan terhadap 
garis kebijakan Pol Pot tersebut, Heng Samrin dan Hun Sen berusaha mengadakan 
kudeta meskipun pada akhirnya mengalami kegagalan. Setelah gagal mengadakan 
kudeta dan pemerintahan terus mengadakan pengejaran terhadap kelompoknya, 
akhirnya Heng Samrin dan Hun Sen beserta kelompoknya melarikan diri ke 
Vietnam guna mencari suaka politik. Di samping mencari suaka politik Heng 
Samrin dan Hun Sen juga berusaha mengadakan konsolidasi dengan Vietnam 
guna menghentikan kekuasaan diktator Pol Pot. 
Sementara itu, pertentangan antara Vietnam dengan Khmer Merah 
semakin tajam dan tidak terjembatani. Masalahnya adalah kecenderungan kuat 
bahwa Khmer Merah berkiblat kepada RRC. Bahkan RRC merupakan negara 
donatur utama bagi Kamboja terutama dalam bidang perdagangan dan militer. Hal 
ini dapat dilihat dari banyaknya penasihat-penasihat militer RRC yang berada di 
Kamboja (Jackson, 1985: 169). Sedangkan Vietnam sendiri yang lebih dekat 
dengan Uni Soviet sedang mengalami friksi yang sangat tajam dengan RRC. 
Ultimatum Vietnam tentang masalah kedekatan Khmer Merah dengan RRC tidak 
ditanggapi oleh Khmer Merah, bahkan Khmer Merah semakin terang-terangan 
memperlihatkan kecondongannya kepada RRC. Vietnam yang sangat berjasa 
dalam membantu Kamboja ketika perang menghadapi Perancis dan dalam upaya 
menjatuhkan pemerintahan Lon Nol merasa sangat kecewa. Hal ini disebabkan 
setelah memperoleh kemerdekaan, Kamboja justru memusuhi Vietnam dan 
berkiblat ke Peking. Kekecewaan Vietnam semakin bertambah ketika pada tahun 
1977 kamboja melakukan pelanggaran yaitu memasuki Vietnam tanpa ijin di 
daerah perbatasan dengan alasan melakukan pengejaran terhadap pasukan 
pemberontak. Tindakan tentara Kamboja tersebut jelas mendapat perlawanan dari 
tentara Vietnam sehingga perang di perbatasan tidak dapat dihindari (Kirdi 
Dipoyudo, 1983: 55). 
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Perang perbatasan terus berlangsung dan semakin memanas. Vietnam 
yang sejak bulan Januari 1978 sudah mengelar pasukannya lengkap dengan 
pesenjataan modern bantuan Uni Soviet termasuk tank, alteleri, pesawat,dan 
helikopter secara perlahan-lahan sudah menguasai daerah perbatasan kedua 
negara. Bahkan di sebelah selatan pasukan Vietnam sudah mengasai kota Takeo 
yang terletak 70 kilometer selatan kota Phnom Penh, dan di sebelah utara pasukan 
Vietnam mereka sudah menyusup jauh ke dalam wilayah Kamboja di propinsi 
Prey Veng. Menanggapi serangan pasukan Vietnam tersebut, Kamboja juga telah 
menurunkan setengah dari jumlah pasukan daratnya yaitu sekitar 80.000 personil 
ke wilayah perbatasan guna menahan pasukan Vietnam. Pasukan Kamboja yang 
menahan gerak maju pasukan Vietnam diorganisir sesuai dengan sistem yang 
digunakan tentara RRC. Mereka begerak secara gesit dalam kelompok-kelompok 
kecil berjumlah 24 orang. Namun mereka bisa secepat kilat dapat berkumpul lagi 
menjadi satu unit besar setingkat resimen jika diperlukan. Kelompok-kelompok 
kecil ini hanya membawa persenjataan ringan seperti: senapan otomatis jenis AK-
47 buatan RRC yang terkenal sangat cocok untuk pertempuran jarak dekat di 
hutan-hutan. Selain itu, pasukan Kamboja juga dilengkapi senjata mortir 0,1 
milimeter dan 0,2 milimeter, kendaraan tank yang ditinggalkan pasukan Amerika 
Serikat serta senjata-senjata berat lainnya buatan RRC (Kompas, 4 Januari 1978). 
Dalam sengketa perbatasan kali ini sebenarnya Vietnam sudah meminta 
Kamboja, yang telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Hanoi, agar mau 
mengadakan perundingan-perundingan guna menyelesaikan sengketa perabatasan 
mereka. Namun pemerintahan Hanoi tersebut ditolak oleh Phnom Penh dengan 
alasan Phnom Penh tidak akan maju ke meja perundingan sebelum pasukan-
pasukan Vietnam ditarik mundur dari wilayah Kamboja. Bahkan menurut siaran 
radio Phnom Penh, Kamboja menuduh Vietnam melakukan agresi karena alasan 
ekonomi dalam negeri yang kacau dan persediaan beras yang tidak mencukupi 
(Kompas, 4 Januari 1978). 
Penolakan Kamboja atas perundingan yang diajukan Vietnam 
menyebabkan Vietnam semakin jumlah pasukannya di daerah perbatasan. Bahkan 
menurut siaran radio Amerika sekitar 80.000 pasukan Vietnam telah memasuki 
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wilayah Kamboja dan sudah menembus sejauh 48 sampai 60 kilometer ke wilayah 
Kamboja, tepatnya di daerah Paruh Kakaktua yang terletak di Propinsi Svey 
Rieng (Suara Karya, 29 Januari 1978). Selain itu, Vietnam juga telah merebut kota 
Neak Luong yang letaknya hanya sekitar 55 kilometer dari Phnom Penh. Dengan 
dikuasainya kota Neak Luong maka dapat mencegah bantuan dan kiriman 
pembekalan dari Phnom Penh kepada pasukan kamboja yang bertempur di 
sebelah timur Sungai Mekong. Sementara itu, meskipun tentara Vietnam berhasil 
menguasai satu persatu wilayah Kamboja dan mereka terus bergerak maju menuju 
kota Phnom Penh, hal ini tidak melemahkan pasukan Kamboja. Demikian halnya 
dengan  pemerintahan Pol Pot yang juga terus memberikan semangat kepada 
pasukannya denga cara melakukan propaganda yang disiarkan melalui radio 
Phnom Penh. Dalam siaran tersebut pemerintahan Pol Pot terus memberikan 
pujian kepada pasukannya yang telah berhasil menghalau pasukan Vietnam. 
Selain itu pemerintahan Kamboja juga mengumumkan “perang rakyat”, yang 
berati perang total dengan memobilisasi rakyat atau perang gerilya semua front 
dalam rangka menghadapi gempuran tentara Vietnam yang terus meningkat 
(Merdeka, 13 Januari 1978). 
Perang di daerah perbatasan yang berlangsung sejak bulan Januari 1978 
belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, bahkan perang semakin 
karena Vietnam terus menambah jumlah pasukannya. Pada akhir bulan Desember 
1978 sekitar 120.000 sampai 150.000  pasukan Vietnam sudah berada di 
Kamboja. Dengan dukungan sejumlah tank, kendaraan lapis baja, dan pesawat 
tempur buatan Uni Soviet, pasukan pemberontak KNUFNS bersama tentara 
Vietnam melancarkan serangan besar-besaran ke sejumlah wilayah di Kamboja 
terutama di daerah basis pertahanan Khmer Merah (Ovy Ndouk, 1981: 418). 
Setelah bertempur selama beberapa hari akhirnya pada tanggal 7 Januari 1979 
pasukan pemberontak KNUFNS yang dibantu tentara Vietnam berhasil merebut 
kota Phnom Penh dari tangan Pol Pot. Menurut siaran radio Moskow, segera 
setelah berhasil merebut kota Phnom Penh, tentara pemberontak KNUFNS 
mengibarkan bendera kebangsaannya yang berwarna merah dengan bintang 
kuning di berbagai gedung pemerintahan ibukota (Tempo, 13 Januari 1979: 7). 
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Dengan jatuhnya kota Phnom Penh ke tangan pemerintahan KNUFNS 
yang dibantu Vietnam, hal ini berarti menandai berakhirnya masa pemerintahan 
Khmer Merah dan muncul pemerintahan baru di bawah Heng Samrin dan Hun 
Sen. Namun keberhasilan Vietnam dalam melakukan invasi ke Kamboja tersebut 
harus dibayar dengan terjadinya konflik terbuka dengan RRC. RRC yang pada 
bulan Februari 1979 mulai meningkatkan pertahanannya di Propinsi Yunan dan 
Quangsi, dua propinsi yang merupakan perbatasan Vietnam dengan RRC, yaitu 
dengan menempatkan sejumlah pesawat tempur M-19 dan pesawat pembom 
Ilyushin-28. Gerakan militer RRC di daerah perbatasan dengan Vietnam ini 
dimaksudkan sebagai peringatan kepada Vietnam agar segera menghentikan aksi 
ofensifnya terhadap Kamboja (Ovy Ndouk, 1981: 422). 
Sementara itu, munculnya pemerintahan Heng Samrin dan Hun Sen 
banyak mendapat simpati dari rakyat. Sebagian rakyat setuju dan bahkan 
mendukung gerakan invasi yang dilakukan Vietnam tersebut, dengan alasan 
bahwa Vietnam dianggap sebagai dewa penyelamat bagi kehidupan rakyat 
Kamboja dari kekuasaan Khmer Merah. Sehubungan dengan hal tersebut maka 
pemerintah Heng Samrin berusaha keras mengembalikan kepercayaan dan harga 
diri rakyat Kamboja yang tertindas selama pemerintahan Pol Pot. Untuk 
memulihkan pada kondisi normal dan stabil maka pemerintahan baru tersebut 
mulai mengadakan serangkaian kegiatan yang berupa pembangunan di segala 
sektor guna membangkitkan semangat dan gairah rakyat Kamboja dalam 
membangun kembali perekonomiannya. Dalam pembangunan tersebut pemerintah 
lebih mengutamakan pada sektor pertanian serta struktur dan infra struktur yang 
rusak akibat perang. Namun usaha-usaha yang dilakukkan pemerintahan baru 
Phnom Penh tersebut banyak mengalami kegagalan, terutama dalam memperoleh 
pengakuan dan reputasi dari dunia internasional. Hal ini disebakan karena 
tindakan invasi yang dilakukan Vietnam tidak dibenarkan dalam hukum 
internasional. Selain dari dunia internasional, kecaman juga datang dari para 
petinggi ASEAN yang berbuntut dengan dikeluarkan komunike bersama antara 
Mentari Luar Negeri ASEAN. Komunike yang ditandatangani di Jakarta pada 
tanggal 2 Januari 1979 ini berisi mengutuk intervensi bersenjata Vietnam di 
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Kamboja, menegaskan hak-hak rakyat Kamboja untuk menentukan masa depan 
mereka yang bebas dari campur tangan pihak luar dan menyerukan ditariknya 
semua pasukan asing dari Kamboja (Muchtar E. Harahap dan M. Abriyanto, 1990: 
2). 
Akan tetapi pernyataan komunike bersama antar Menteri Luar Negeri 
ASEAN tersebut ditanggapi oleh Vietnam dengan mengeluarkan steatment bahwa 
tindakan invasi yang dilakukan adalah benar. Pembelaan diri Vietnam tersebut 
sebenarnya lebih ditekankan pada kekhawatiran Vietnam atas ekspansionis RRC 
melalui rejim bonekanya Khmer Merah. 
 
D. Upaya Penyelesaian Konflik Kebijakan Pemerintahan Pol Pot 
 
Pemerintahan Pol Pot yang radikal mendatangkan perlawanan rakyat 
Kamboja yang merasa tidak puas ataupun kecewa atas kebijakan yang dilakukan 
Pemerintahan Pol Pot. Adapun upaya penyelesaian konflik yang ditimbulkan dari 
kebijakan pemerintahan Pol Pot, yaitu: 
 
1. Militer 
 Pada awalnya rakyat Kamboja melakukan perlawanan-peralawanan 
kecil yang dengan mudah dapat  diatasi oleh pemerintah. Tokoh-tokoh 
pemerintah, tentara, tokoh Khmer Merah yang telah dikecewakan maupun 
disingkirkan oleh pemerintahan Pol Pot kemudian bersatu. Dengan bantuan 
negara lain yang mempunyai kepentinagn politik di Kamboja, akhirnya menjadi 
suatu perlawanan yang besar dan sulit untuk ditanggulangi oleh pemerintahan Pol 
Pot. 
Pol Pot pada masa pemerintahannya berhasil menguasai Partai Komunis 
Kamboja dengan menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Yang disingkirkan 
olehnya pendukung Sihanouk, kelompok Barat Daya, dan tokoh-tokoh wilayah 
Timur (Kirdi Dipoyudo, 1983: 53). Sekelompok kecil anggota wilayah Timur 
yang lolos dari pembunuhan itu salah satunya adalah Heng Samrin. Walau bukan 
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merupakan tokoh Partai Komunis Kamboja, Heng Samrin adalah seorang tokoh 
anti Pol Pot yang militan. 
Heng Samrin lahir di desa Prey Veng tahun 1934. Dia dibesarkan dalam 
karier militer, pada tahun 1959 bergabung dengan Khmer Merah. Pada periode itu 
sampai tahun 1975, dia menduduki posisi jabatan Komandan Batalyon dan 
Komandan Resimen Gerilya Khmer Merah, Resimen yang pertama memasuki 
kota Phnom Penh. Pada saat Pol Pot berkuasa, Heng Samrin menjadi anggota 
Komite Sentral Partai Komunis Kamboja dan sekaligus menjadi Komisaris Politik 
dan Komandan Divisi VI. Ia menentang kebijakan pemerintahan Pol Pot dan 
bekerjasama dengan Vietnam, pada saat itu Heng Samrin sudah menjabat sebagai 
Wakil Kepala Staf Militer Kamboja Timur.  
Pada Bulan April 1978 di Kompong Cham timur laut Kamboja, Heng 
Samrin bersama Hun Sen dan pasukannya melakukan penyerangan terhadap 
tentara pemerintah sebagai bentuk pertentangan. Usaha kudeta yang dilakukan 
Heng Samrin dan Hun Sen pada waktu itu mengalami kegagalan. Pemerintah 
terus mengadakan penumpasan serta pengejaran terhadap tokoh maupun orang 
sipil yang dianggap terlibat gerakan makar. Hal ini membuat Heng Samrin dan 
Hun Sen harus melarikan diri ke Vietnam untuk mendapat suaka politik. 
Vietnam menampung dan mendukung para pelarian politik Kamboja 
untuk tetap berjuang. Vietnam sendiri mempunyai dendam terhadap pemerintahan 
Pol Pot. Selain itu Vietnam juga memiliki ambisi untuk menguasai Kamboja. 
Pemerintahan Pol Pot pada puncak kekuasaannya mendepak Vietnam dan Uni 
Soviet dari Kamboja. Pol Pot tidak pernah mengakui dalam upaya menjatuhkan 
rezim Lon Nol dan lebih dekat dengan Cina. 
Pemerintah Pol Pot terlibat pertempuran dengan tentara Vietnam di 
perbatasan Vietnam. Vietnam mengambil peluang dengan adanya perpecahan 
dalam tubuh Partai Komunis Kamboja. Salah satu anggota Komite Sentral 
Kamboja dan memegang posisi Wakil Kepala Staf Wilayah Militer Kamboja 
Timur, Heng Samrin ternyata tertarik untuk bekerjasama dengan Vietnam. Heng 
Samrin bukan orang baru bagi gerilyawan Vietcong, mereka sudah 19 tahun bahu 
membahu di ujung jalur “Ho Chi Minh”. Jalur ini adalah jalur yang digunakan 
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selama bertahun-tahun untuk megalirkan senjata dan pasukan dari Vietnam Utara 
melalaui perbatasan Laos dan Kamboja dan berjuang di perbatasan Kamboja dan 
Vietnam. 
Politik luar negeri Kamboja mengalami permasalahan yang cukup berat. 
Masalah perbatasan dengan Vietnam berlanjut dengan adanya peperangan yang 
berlarut-larut. Permasalahan ini menyita perhatian pemerintah sehingga 
pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri semakin berkembang. Vietnam 
menggunakan kesempatan ini untuk terus mendukung perjuangan rakyat Kamboja 
yang dipelopori oleh Heng Samrin. Puncaknya pada tanggal 3 Desember 1978 dua 
ratus lebih wakil dari berbagai golongan rakyat Kamboja yang memberontak 
memutuskan untuk bergabung dengan membentuk suatu gerakan pembebasan 
yang disebut “Front Persatuan Nasional Kamboja untuk Keselamatan Nasional” 
atau “ Front Persatuan Penyelamatan Rakyat Kamboja” yang selanjutnya 
dinamakan Kampuchea National United Front for National Salvation (KNUFNS). 
Gerakan KNUFNS tersebut dipimpin: Heng Samrin, Wakil: Chea Sin, Sekretaris 
Jenderal: Ros Samay.  
KNUFNS ini merumuskan dan mengesahkan tujuan revolusi Kamboja 
yaitu: 
Membangkitkan seluruh semangat rakyat Kamboja untuk bangkit dan berjuang 
menumbangkan pemerintahan diktator Pol Pot demi terbinanya negeri 
Kamboja yang damai, merdeka, demokratis, netral, dan non blok menuju 
sosialisme. 
Membubarkan parlemen, menyelenggarakan pemilu bagi parlemen baru dan 
mengorganisasikan kembali kekuatan demokratis rakyat di segala tingkat. 
Membentuk sel-sel KNUFNS untuk menggalang dukungan rakyat dan mendirikan 
Tentara Nasional Kamboja untuk mengganyang pemerintahan Pol Pot dan 
Ieng Sary. 
Melancarkan politik perdamaian, persahabatan, dan non blok terhadap semua 
negara tanpa memandang sistem politik dan sosialnya. 
Akan menyelesaikan semua perselisihan dengan tetangganya melalui perundingan 
damai dan akan mengakhiri perang perbatasan dengan Vietnam. 
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Memulihkan hubungan persahabatan, kerjasama, dan rukun tetangga dengan 
negara-negara Asia lainnya, serta ikut berusaha membina Asia Tenggara 
sabagai kawasan damai, merdeka, bebas, netral, stabil, dan makmur. 
Tidak akan ikut persekutuan militer manapun dan tidak memperkenankan negara 
manapun membuka pangkalan militer atau mengirim persenjataan militer ke 
Kamboja (Sudibyo, 1979: 444). 
Dengan dibentuknya KNUFNS jalan Vietnam dalam menguasai 
Kamboja mendapat kesempatan besar dengan memberi bantuan untuk perjuangan 
KNUFNS yang berjuang untuk menggulingkan rezim Pol Pot yang terkenal sadis. 
Pernah terungkap mengenai ambisi Vietnam tersebut, yaitu apa yang disebut 
“Hanoi’s Blue Print”. Ada 3 hal penting dari dokumen ini adalah: Pertama, 
menyatukan bangsa Vietnam menjadi bangsa yang kuat. Kedua, Menjadikan 
Hanoi sebagai satu-satunya pusat kekuatan atas Laos dan Kamboja. Ketiga, 
memperluas pengaruh komunisme ke seluruh kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, 
maka Vietnam perlu membantu setiap “perjuangan pembebasan” di daerah-daerah 
lain (Sardiman AM, 1983: 53). 
Pada tanggal 25 Desember 1978 Vietnam mengadakan invasi militer ke 
Kamboja dengan alasan permintaan dari KNUFNS. Penyerangan tentara Vietnam 
ke Kamboja itu menandakan berakhirnya kekuasaan pemerintahan Pol Pot. Pada 
tanggal 28 desember 1978 diberitakan bahwa KNUFNS menyatakan dirinya 
sebagai pemerintahan yang sah atas Kamboja (Sudibyo, 1979: 444). 
Dengan dibentuknya pemerintahan baru ini maka berakhirlah 
pemerintahan Pol Pot. Kamboja memasuki era baru yakni pemerintahan Heng 
Samrin yang bisa dikatakan sebagai pemerintahan boneka Vietnam. Secara tidak 
langsung melalui KNUFNS Vietnam menanamkan pengaruhnya dan ambisi 
menjadikan Kamboja sebagai bagian wilayahnya terealisasi dengan adanya invasi 
militer ke Kamboja pada 25 Desember 1978. 
Bersamaan dengan jatuhnya kota Phnom Penh pada tanggal 7 Januari 
1979 ke tangan Vietnam dan pasukan Heng Samrin, dimulailah pemerintahan baru 
yang pro-Hanoi. Pada hari tersebut, KNUFNS kemudian membentuk “Dewan 
Revolusioner Rakyat Kamboja” (KPRC) yang terdiri dari: 
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Ketua Dewan     : Heng Samrin 
Wakil Ketua/Pemimpin Petahanan Nasional : Pen Sovan 
Susunan Menteri  :     
 Menteri Luar Negeri     : Hun Sen 
Menteri Dalam Negeri    : Che Sim 
Menteri Penerangan      : Keo Khanda 
Menteri Pendidikan     : Chan Ven 
Menteri Kesehatan Umum    : Dr. Nu Beng 
Menteri Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat  : Mok Sakun  
Penguasa baru Kamboja, 11 Januari 1979, memproklamasikan diri 
sebagai Republik Rakyat Kamboja. Setelah terbentuknya pemerintahan baru 
itulah, negara-negara blok komunis mengakui keberadaan Republik Rakyat 
Kamboja, seperti Vietnam, Laos, Uni Soviet, Jerman Timur, Hongaria, Bulgaria, 
dan Kuba. Sementara Rumania dan Yuglosavia mengecam intervensi militer asing 
yang telah menggulingkan rezim Demokrasi Kamboja (Sudibyo, 1980: 127). 
 
2. Diplomasi 
Serangkaian kudeta yang mewarnai perjalanan politik Kamboja semakin 
mencapai titik rawan dengan puncaknya tindakan invasi yang dilakukan oleh 
Vietnam pada akhir tahun 1978. Rumit dan kompleksnya masalah yang terjadi di 
Kamboja memaksa dunia internasional termasuk ASEAN segera mencari solusi 
terbaik bagi penyelesaian konflik tersebut. Adapun usaha-usaha penyelesaian 
konflik di Kamboja meliputi: 
 
a. Jakarta Informal Meeting I 
JIM merupakan suatu perundingan yang diadakan atas prakarsa negara-
negara ASEAN khususnya Indonesia. Negara ASEAN khususnya Indonesia 
sangat antusias dalam upaya penyelesaian masalah Kamboja, karena negara-
negara ASEAN khususnya Indonesia berharap bahwa konflik yang terjadi di 
Kamboja dapat segera diakhiri guna terciptanya suatu kawasan yang damai, 
berdaulat, bebas, dan netral sesuai dengan semangat dan komitmen bangsa-bangsa 
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di Asia Tenggara yaitu mewujudkan konsep ZOPFAN (Zona of Freedom and 
Neutrality). ZOPFAN merupakan suatu doktrin yang menginginkan kawasan Asia 
Tenggara menjadi kawasan damai, bebas, dan netral. Doktrin tersebut dicetuskan 
oleh wakil-wakil negara ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 23 
November 1971. Dengan doktrin tersebut terkandung makna bahwa kedaulatan 
dan kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan suatu bangsa  tidak boleh 
mencampuri urusan dalam negeri negara lain serta Asia Tenggara bebas dari 
pengaruh negara-negara besar (Edy Prasetyo, 1990: 551). 
Sebelum diadakannya JIM ini sebenarnya sudah diadakan pertemuan-
pertemuan antara negara-negara ASEAN dengan pihak-pihak tertentu yang 
bertikai, seperti: Proximity Talks, Coktail Party, dan Ho Chi Minh Understanding. 
Akan tetapi ketiga pertemuan tersebut hanya melibatkan atau mengundang 
negara-negara yang terlibat konflik sehingga pertemuan tersebut tidak membawa 
hasil yang berarti. Dari latar belakang tersebut, maka ASEAN berupaya 
mempertemukan semua pihak yang bertikai di Kamboja dalam satu meja 
perundingan. Oleh karena itu pada tanggal 25-28 Juli 1988 diadakan pertemuan 
yang dihadiri oleh keempat fraksi yang bertikai yaitu Funcinpec, KPNLF, Khmer 
Merah, PRK, Laos dan negara-negara ASEAN. Pertemuan tersebut diberi nama 
Jakarta Informal Meeting (JIM). 
Dari keempat fraksi yang bertikai yaitu Funcinpec, KPNLF, Khmer 
Merah, dan PRK tersebut diwakili oleh masing-masing, sementara kelompok 
Funcinpec pimpinan Sihanouk diwakili oleh puteranya yang bernama Norodom 
Ranarith. Ketidakhadiran Sihanouk pada pertemuan JIM tersebut disebabkan 
karena usulan-usulan yang ia sampaikan selalu ditolak oleh Hun Sen. Usulan 
Sihanouk tersebut diantaranya adalah keinginan Sihanouk untuk menjadi 
pemimpin di Kamboja dan semua fraksi harus menanggalkan baju masing-masing 
dalam rangka penyelesaian masalah di Kamboja (Muchtar E. Harahap dan M. 
Abriyanto, 1990: 27). 
Dalam JIM I pembicaraan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama 
merupakan pertemuan antara fraksi-fraksi yang ada di Kamboja (ketiga fraksi 
perlawanan yang tergabung dalam pemerintahan koalisi atau CGDK dan 
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pemerintahan Phnom Penh dukungan Vietnam). Sedangkan tahap kedua 
merupakan pertemuan antara keempat fraksi tersebut dengan pihak-pihak yang 
berkepentingan di Kamboja seperti Vietnam, Laos, dan ASEAN (Kompas, 9 Juli 
1988). Dari segi materi, dalam JIM I lebih banyak membicarakan masalah 
penarikan pasukan tentara Vietnam dari Kamboja serta tidak diikutsertakannya 
Khmer Merah dalam upaya perdamaian Kamboja. 
Berkaitan dengan masalah penarikan pasukan, Vietnam berjanji akan 
menarik pasukannya dari Kamboja pada akhir September 1989, dengan syarat 
Khmer Merah tidak diperbolehkan berkuasa kembali. Tentang eksistensi Khmer 
Merah, Vietnam juga mengisyaratkan bahwa upaya pencegahan kembalinya rezim 
Khmer Merah sebagai penguasa di Kamboja merupakan tanggung jawab negara-
negara Asia Tenggara dan dunia pada umumnya.  Seperti yang dikatakan PM 
Vietnam, Pham Van Dong bahwa “ketika kami berada di sana (Kamboja), negara-
negara barat dan ASEAN mengkritik Vietnam. Sekarang, bila Vietnam telah 
mengundurkan diri dan Pol Pot berkuasa kembali maka giliran negara-negara 
barat dan ASEAN yang harus bertanggung jawab” (Suara Merdeka, 29 Juli 1988). 
Kedua inti permasalahan yang dibahas dalam JIM tersebut ternyata 
belum bias menghasilkan kesepakatan sampai berakhirnya perundingan. Hal ini 
disebabkan karena sulitnya kompromi sesama fraksi yang ada di Kamboja. 
Apalagi Heng samrin tidak pernah mengakui pemerintahan CGDK. Sementara itu 
Sihanouk menilai rejim Heng Samrin sebagai budak Vietnam (Muchtar E. 
Harahap dan M. Abriyanto, 1990: 27). Meskipun dalam JIM I ini belum 
menghasilkan kesepakatan yang berarti, namun setidak-tidaknya  pertemuan ini 
memberikan gambaran dan memperjelas masalah-masalah yang dihadapi 
Kamboja. Selain itu, pertemuan yang diberi nama JIM I ini juga memberikan  arti 
dan kerangka untuk menuju prose perundingan selanjutnya. 
 
b. Jakarta Informal Meeting II 
Pelaksanaan JIM I yang dilangsungkan selama tiga hari ternyata belum 
bisa menghasilkan suatu kesepakatan di antara keempat fraksi yang bertikai. Oleh 
karena itu perlu diadakan perundingan lanjutan guna mencari solusi terbaik bagi 
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penyelesaian konflik Kamboja. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada 
tanggal 19-21 Februari 1989 diadakan JIM II yang merupakan kelanjutan dari JIM 
I. Dalam pelaksanaan JIM II ini pokok permasalahan yang dibicarakan masih 
berkisar mengenai masalah penarikan pasukan Vietnam, pencegahan kembalinya 
Khmer Merah sebagai penguasa di Kamboja serta mengenai pembentukan 
pemerintahan sementara di bawah Sihanouk. 
Mengenai penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja, dalam JIM II ini 
Heng Samrin melalui menteri luar negerinya, Hor Ham Hong, menegaskan bahwa 
penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja paling lambat akan dilaksanakan pada 
akhir September 1989, tanpa penyelesaian kerangka politik apapun serta tidak ada 
campur tangan asing atas masalah intern Kamboja, itu pun dengan konsensi 
adanya jaminan tidak berkuasanya kembali rejim Pol Pot. Berkaitan dengan 
masalah penarikan pasukan Vietnam ini, sudah ada kesepakatan bahwa proses 
penarikan tentara Vietnam akan diawasi sebuah badan internasional yang diberi 
nama International Control Mecanism (ICM). Namun jaminan tidak boleh 
kembalinya Khmer Merah dalam pemerintahan di Kamboja belum mencapai titik 
terang, bahkan masalah ini semakin berlarut-larut. Hal ini disebabkan karena 
Khmer Merah bersikeras mempertahankan pendapatnya karena 
pemerintahannyalah yang mendapat pengakuan dunia internasional. Selain itu 
faktor dominasi dalam CGDK juga dijadikan pegangan untuk memepertahankan 
eksistensi dan ambisinya untuk dapat hidup di Kamboja. Dalam keadaan 
bagaimanapun juga keberadaan Khmer Merah perlu diperhitungkan termasuk 
dalam setiap pengambilan keputusan (Muchtar E. Harahap dan M. Abriyanto, 
1990: 33). 
Dalam proses pembentukan pemerintahan baru tersebut, CGDK 
menuntut agar pemerintahan Phnom Penh dibubarkan terlebih dahulu sebelum 
diadakan pemilu dan keamanan diserahkan kepada badan pengawas internasional. 
Usul CGDK tersebut sulit diterima oleh Hun Sen karena aparatur negara yang 
telah bekerja cukup lama harus dibubarkan. Selain itu dalam tubuh CGDK sendiri 
terdapat kelemahan yaitu adanya Khmer Merah. 
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Dalam JIM II ini masih diwarnai perbedaan pendapat yang cukup tajam 
di antara sesama fraksi yang ada di Kamboja sehingga hal ini sangat menghambat 
jalannya pertemuan tersebut. Adapun masalah yang menjadi kendala utama dalam 
JIM II tersebut adalah: 
a. Masalah penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja yang harus dilaksanakan 
dalam kerangka politik yang menyeluruh dan sesegera mungkin serta diawasi 
oleh International Control Mecanism (ICM). 
b. Penolakan Heng Samrin atas Dewan Rujukan Nasional yang beranggotakan 
empat fraksi. Sikap penolakan rejim Heng Samrin ini didasari oleh rasa 
kekhawatiran terhadap Khmer Merah yaitu bahwa Dewan Rujukan Nasional 
tersebut akan dijadikan alat dan sarana bagi kembalinya rejim Pol Pot 
(Muchtar E. Harahap dan M. Abriyanto, 1990: 35). 
Masalah  Kamboja tidak hanya menyangkut keempat fraksi, tetapi juga 
menyangkut dukungan pihak luar kepada fraksi-fraksi tersebut, yaitu Khmer 
Merah yang mendapat dukungan dari Cina, Hun Sen mendapat dukungan dari 
Vietnam dan Uni Soviet, dan Son Sann mendapat dukungan dari barat 
(Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus Suplemen, 1992: 312). Sementara dalam 
pertemuan JIM I dan JIM II tersebut pihak luar yang terlibat terutama Uni Soviet 
dan Cina tidak dihadirkan atau diundang kecuali hanya Vietnam, Laos, dan para 
anggota ASEAN saja. Tidak diundangnya Uni Soviet dan RRC dalam JIM ini 
sangat mengurangi bobot kepatuhan atas kesepakatan yang sudah dicapai 
(Muchtar E. Harahap dan M. Abriyanto, 1990: 37). 
Meskipun mengalami beberapa kendala tapi JIM II ini pada akhirnya 
bisa menghasilkan dua butir kesepakatan.  Pertama, diteruskannya pembicaraan 
antara keempat fraksi yang bertikai (Hun Sen, Sihanouk, Khie samphan, dan Sonn 
San) untuk menyelesaikan dimensi-dimensi internal bagsa Kamboja. Kedua, 
masalah penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja secara menyeluruh paling 
lambat akan dilakukan pada tanggal 30 September 1989. 
Kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai baik itu dalam JIM I 
maupun dalam JIM II secara umum dapat dikatakan kurang memuaskan dan tidak 
memberikan kemajuan-kemajuan yang berarti bagi perdamaian Kamboja, kecuali 
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hanya memaksa masing-masing fraksi untuk hadir dan mengeluarkan pendapat di 
meja perundingan. Hal ini disebabkan karena masing-masing fraksi merasa masih 
ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Nilai lebih yang dihasilkan dalam JIM 
II adalah untuk menjajaki dan mendalami masalah-masalah Kamboja yang 
sebenarnya. Oleh karena itu pertemuan JIM telah membuka dunia internasional 
untuk lebih serius dalam upaya pemecahan masalah Kamboja. Terbukti setelah 
JIM selesai masih diadakan perundingan-perundingan seperti Konferensi Beijing 
dan Konferensi Paris. 
 
c. Konferensi Beijing 
Masalah konflik politik di Kamboja tidak bisa terlepas dari keterlibatan 
dua negara komunis besar dunia yaitu, Uni Soviet dan Cina. Tindakan invasi yang 
dilakukan Vietnam di Kamboja mendapat dukungan dari Uni Soviet, sementara 
penolakan datang dari Cina. Berkuasanya rezim diktaktor Khmer Merah di bawah 
pimpinan Pol Pot tidak luput dari dukungan Cina, sedangkan Uni Soviet dan 
Vietnam menentangnya. Maka dalam mencari pemecahan masalah konflik politik 
di Kamboja harus melibatkan peran serta Uni Soviet dan Cina, serta dunia harus 
memaksa kedua negara tersebut untuk segera mengadakan perdamaian. Tanpa 
adanya normalisasi hubungan antara Uni Soviet dan Cina mustahil perdamaian di 
Kamboja dapat tercapai. 
Meskipun masalah internal lebih penting, faktor eksternal juga tidak 
boleh diabaikan. Keterlibatan dua negara komunis tersebut dapat mempengaruhi 
setiap upaya penyelesaiaan masalah Kamboja. Sebagaimana dalam JIM I dan JIM 
II, karena tanpa keterlibatan Uni Soviet dan Cina maka keputusan yang dihasilkan 
mengambang. 
Ketegangan kedua negara sejak dawarsa 1950-an semakin menjurus 
pada perang terbuka. Ketegangan antara kedua negara tersebut pada akhirnya 
berimbas pada campur tangan terhadap kawasan Indocina, khususnya Kamboja. 
Hal ini dapat dilihat dari dukungan Uni Soviet kepada Vietnam yang melakukan 
invasi dan kemudian menunjuk Hun Sen sebagai penguasa baru di Kamboja. 
Sementara Cina memberi bantuan kepada Khmer Merah, pimpinan Pol Pot 
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menjadi oposisi pemerintahan Hun Sen, serta menentang tindakan invasi yang 
dilakukan Vietnam. Keterlibatan kedua negara komunis terbesar tersebut 
dilatarbelakangi karena adanya keinginan untuk mempertahankan eksistensi dan 
ambisi sebagai negara yang diperhitungkan di Asia Tenggara. Oleh karena itu, 
adanya normalisasi hubungan antara Uni Soviet dan Cina juga membawa dampak 
bagi penyelesaian konflik di Kamboja. 
Normalisasi hubungan antara Uni Soviet dan Cina dapat dilihat dari 
adanya kunjungan menteri luar negeri Uni Soviet, Eduard Shevardnadze, ke 
Beijing pada tanggal 1-3 Februari 1989. Dalam kunjungan tersebut, Eduard 
Shevardnadze langsung bertemu dengan PM Li Peng dan pemimpin Cina, Deng 
Xiao Ping. Pertemuan yang berlangsung selama tiga hari tersebut berhasil 
mencapai kesepakatan bahwa Vietnam harus menarik pasukannya dari Kamboja 
(Muchtar E. Harahap dan M. Abriyanto, 1990: 39). Lebih jauh Cina memPHK 
tentaranya, yang sebagian besar bertugas sebagai pengawal di daerah perbatasan 
Vietnam dan kamboja. 
Kunjungan Eduard Shevardnadze ke Beijing tersebut dimaksudkan 
untuk membicarakan persiapan tahap akhir bagi pelaksanaan Konferensi Tingkat 
Tinggi yang rencananya akan dilaksanakan di Beijing pada tanggal 17 Mei 1989. 
Dalam KTT tersebut selain akan membahas masalah penyelesaian konflik di 
Kamboja, juga membahas mengenai masalah perbatasan Uni Soviet dan Cina 
serta pembentukan  sikap saling percaya antara kedua negara (Muchtar E. 
Harahap dan M. Abriyanto, 1990: 40). 
Mengenai masalah Kamboja, kedua negara bersama-sama ingin 
melakukan usaha yang serius guna memperlancar proses perdamaian di Kamboja. 
Dalam KTT Beijing tersebut berhasil mencapai tiga kesepakatan yaitu: 
a. RRC dan Uni Soviet menaruh perhatian dan menganggap perlu bahwa 
sesudah penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja selesai, harus dicegah 
berulang kembali perang saudara yang terjadi di Kamboja. Kedua negara 
harus sepakat menjadikan Kamboja menjadi wilayah yang damai, bebas, dan 
non blok. Kedua negara mendukung kerukunan nasional Kamboja dengan 
partisipasi empat fraksi yang ada. 
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b. RRC dan Uni Soviet menghimbau kepada semua negara yang terlibat masalah 
Kamboja harus mengurangi bahkan menghentikan semua bantuan militer 
kepada pihak-pihak yang bersengketa. 
c. RRC dan Uni Soviet mendukung diadakannya konferensi internasional 
tentang masalah Kamboja dalam waktu secepat mungkin (Ensiklopedi Edisi 
Khusus Suplemen, 1992: 313). 
Dengan adanya rintisan pedamaian RRC dan Uni Soviet serta adanya 
tekad kedua negara untuk menciptakan perdamaian di Kamboja, maka prospek 
perdamaian tergantung pada pihak intern yang bersangkutan untuk 
menyelesaikannya. Campur tangan negara lain hanya dibatasi sebagai mediator 
dalam perundingan. 
 
d. Konferensi Paris 
Pertemuan regional (JIM I dan JIM II) ternyata sudah tidak mampu lagi 
membawa fraksi-fraksi yang bertikai untuk menyepakati hasil perundingan. 
Menindaklanjuti gagalnya pertemuan di tingkat regional tersebut maka Indonesia 
dan Perancis sebagai negara yang bebas dan tidak memihak, segera mengadakan 
perundingan tingkat internasional yaitu diselenggarakannya Konferensi Tingkat 
Tinggi I yang diadakan di Paris pada tanggal 30-31 Juli 1989. 
Dalam pertemuan ini dihadiri oleh 20 negara termasuk Amerika Serikat, 
Cina, Uni Soviet, Inggris, Vietnam, Laos, Australia, India, Perancis, negara-
negara anggota ASEAN serta delegasi dari keempat fraksi yang bertikai. Dalam 
pertemuan ini agenda penting yang dibicarakan yaitu seputar masalah yang 
dibacarakan dalam  JIM. Dari pertemuan ini dapat dihasilkan kesepakatan sebagai 
berikut: 
a. Pembentukan TIM pencari fakta PBB ke Kamboja, di mana tim pencari fakta 
ini bertugas mengumpulkan informasi dan membentuk Internasional Control 
Mecanism (ICM). 
b. Akan dibentuk sebuah komite yang bertugas untuk mendampingi tim 
pengawas internasional dan pelaksanaan atas semua keputusan yang sudah 
disepakati yaitu penarikan pasukan Vietnam dan pemilu. 
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c. Dewan Nasonal Tertinggi atau Supreme National Council (SNC) yang terdiri 
keempat fraksi di Kamboja, merupakan kelompok kepemimpinan sementara 
yang direncanakan sebagai perwujudan kedaulatan di Kamboja. 
d. Badan-badan administratif dan kantor-kantor yang mempengaruhi secara 
langsung hasil pemilu akan ditempatkan di bawah pengawasan dan kontrol 
PBB secara langsung. Dalam hal ini UNTAC berhak mengawasi dan 
mengendalikan kekuatan polisi. 
e. Setiap kekuatan, penasihat dan personil militer asing yang ada di Kamboja 
harus segera meninggalkan Kamboja serta menghentikan setiap bantuan 
militer asing. 
f. Semua fraksi yang bertikai di Kamboja harus melaporkan kepada UNTAC 
(PBB) mengenai berapa jumlah kekuatan, di mana lokasi serta daftar 
persenjataan yang mereka gunakan. 
g. PBB akan mendidik para pemilih dan pengurus segala aspek pemilu untuk 120 
anggota Dewan Konstituante berdasarkan perwakilan yang proporsional. 
h. UNTAC akan meningkatkan program hak asasi. 
i. Para pengungsi Kamboja dan orang-orang terlantar memiliki hak untuk 
kembali ke tanah air dan Sekjen PBB akan memberikan fasilitas repatriasi 
para pengungsi ke tempat tujuan yang mereka kehendaki. 
j. Perjanjian ini diusulkan dan ditandatangani oleh masyarakat internasional, 
khususnya 18 negara anggota Konferensi Paris, sebagai penjamin netralitas. 
Kedelapan belas negara tersebut diantaranya: Australia, Brunai Darussalam, 
Cina, Kanada, India, Perancis, Indonesia, Laos, Filipina, Malaysia, Jepang, 
Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, Thailand, Yugoslavia, dan 
Singapura (Kompas, 23 Oktober 1991). 
Dengan ditandatanganinya dokumen perjanjian perdamaian Kamboja di 
Paris (Centre de Conferences Internationales) pada tanggal 23 oktober 1991 ini 
diharapkan dapat mengakhiri peperangan yang terus berkecamuk di Kamboja. 
Dengan berakhirnya peperangan menandai era baru di kawasan Asia Tenggara 
yang damai, stabil, dan rukun demi kemajuan bersama. 
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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 
1. Kamboja yang mempunyai nama lain Kampuchea (bahasa Khmer), Cambodge 
(bahasa Perancis), Cambodia (bahasa Inggris), merupakan suatu negara yang 
terletak di Semenanjung Indocina bagian barat daya. Secara geografis, Negara 
yang mempunyai luas wilayah 181.035 kilometer ini terletak diantara 10-150 
LU dan 102-1070 BT. Di sebelah barat berbatasan dengan Thailand, di sebelah 
timur berbatasan dengan Vietnam, di sebelah utara berbatasan dengan Laos, 
dan di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Siam. Dari segi etnik, wilayah 
Kamboja dihuni oleh keturunan bangsa Khmer, Etnis Cina, Vietnam, Champa, 
dan Suku Leon. Ditinjau dari segi ekonomi, Kamboja termasuk negara agraris 
dengan beras sebagai komoditas utamanya. Dari segi sejarah, Kamboja 
sebenarnya memiliki petualangan sejarah yang besar dan kolosal yaitu berawal 
dari bangkitnya Kerajaan Funan yang mendominasi wilayah bagian selatan 
serta daratan Asia Tenggara di lima negara sekitarnya yaitu Thailand, Birma, 
Laos, Vietnam, dan Malaysia. Sedangkan dari segi politik dan pemerintahan, 
Kamboja terkenal sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang 
paling sering mengalami ketidakstabilan politik, karena adanya pertentangan 
di antara sesama elit politik yang ada. 
2. Pol Pot adalah seorang tokoh besar kelompok komunis Khmer yang 
mempunyai nama asli Saloth Sar. Nama Pol Pot baru dikenal secara meluas 
dan mulai diperhitungkan dunia intenasional ketika pada tanggal 17 April 
1975 berhasil menumbangkan pemerintahan Lon Nol dan menjadi pemimpin 
baru di Kamboja. Pada masa rezim Khmer Merah berkuasa, Pol Pot 
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ekstrim dalam rangka mewujudkan 
cita-citanya untuk membangun masyarakat komunis model asli rakyat 
Kamboja yang agraris. Akibat dari kebijakan tersebut jutaan rakyat Kamboja 
meninggal dunia. Adapun kebijakannya tersebut antara lain:                          
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(1) Kebijakan konsolidasi yaitu mewujudkan pemerintahan baru Kamboja 
yang banyak didominasi oleh kekuatan komunis (2) Kebijakan  evakuasi yang 
dilakukan dengan cara mencanangkan program empat tahun dengan tujuan 
mewujudkan masyarakat Kamboja yang agraris. Akibat Program Empat 
Tahun ini jutaan rakyat Kamboja meninggal dunia (Killing Field Tragedy), (3) 
Kebijakan anti-Vietnam yaitu dengan mengadakan pengusiran terhadap 
50.000 orang keturunan Vietnam dan akhirnya memunculkan gerakan anti 
Vietnam yang dikenal dengan nama Kap You yaitu gerakan menyembelih 
orang keturunan Vietnam serta mengadakan penyerangan ke wilayah Vietnam. 
3.  Rezim Khmer Merah di bawah Pol Pot dikenal sebagai rezim yang kaku, 
keras, brutal, dan banyak memusuhi rakyatnya sendiri. Akibat dari kekejaman 
rezim Khmer Merah ini, yaitu (1) Munculnya pemberontakan-pemberontakan 
dari rakyat sipil dan militer yang merasa tidak puas dan dikecewakan oleh Pol 
Pot. Rayat Kamboja berharap setelah tumbangnya rezim Lon Nol, Pol Pot 
mampu mengubah wajah Kamboja menjadi negara yang aman, damai, dan 
tenteram. Harapan rakyat Kamboja tersebut dijawab dengan munculnya 
ladang-ladang pembantaian yang mengakibatkan jutaan rakyat Kamboja 
meninggal dunia, (2) Invasi Vietnam ke Kamboja, dengan dalih atas 
permintaan KNUFNS dan rasa kasihannya terhadap penduduk Kamboja, 
Vietnam menginvasi Kamboja pada tanggal 5 Desember 1978. Padahal hal ini 
dilakukan Vietnam sebagai pelaksanaan politik “Hanoi’s Blue Print” yang 
ingin menyatukan wilayah wilayah Indocina ke tangan Vietnam. 
4. Pemerintahan Pol Pot yang radikal mendatangkan perlawanan dari rakyat 
Kamboja sendiri. Dengan membentuk KNUFNS dan bantuan dari Vietnam 
akhirnya pemerintahan Pol Pot dapat ditumbangkan yang ditandai dengan 
munculnya penguasa baru Heng Samrin di Kamboja. Besarnya pengaruh yang 
ditimbulkan dari adanya konflik tersebut, memaksa dunia internasional 
termasuk ASEAN untuk segera mencari solusi terbaik bagi penyelesaian 
konflik Kamboja. Adapun usaha-usaha yang dilakukan yaitu: JIM I yang 
diadakan pada tanggal 25-28 Juli 1988, JIM II pada tanggal 19-21 Februari 
1989, Konferensi Beijing pada tanggal 17 Mei 1989, Konferensi Paris I pada 
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tanggal 30-31 Juli 1989, dan Konferensi Paris II pada tanggal 23 Oktober 
1991. 
 
B. Implikasi 
 
Dari hasil penelitian di atas, muncul implikasi atau dampak tidak 
langsung. Implikasi tersebut meliputi: 
1. Bidang Politik 
Situasi politik Kamboja sebelum pemerintahan Pol Pot selalu diwarnai 
dengan pergeseranb kekuasan yang ilegal atau disebut kudeta. Peristiwa 
pergeseran kekuasan dari Pangeran Sihanouk ke Jenderal Lon Nol didukung oleh 
Amerika Serikat, dilakukan saat Sihanouk sedang melakukan kunjungan ke Paris. 
Pemerintahan Lon Nol yang mempunyai kebijakan membasmi gerakan komunis 
Kamboja, dibantu Amerika Serikat yang juga mempunyai kepentingan mencegah 
meluasnya paham komunis di Indocina. Pemerintahan Lon Nol mendapat tuntutan 
dari rakyat karena para pejabatnya yang korup dan sewenang-wenang. Hal ini 
dimanfaatkan oleh Khmer Merah dan pendukung Sihanouk yang dibantu Cina dan 
Vietnam untuk menarik simpati rakyat menggeser pemerintahan Lon Nol. Phnom 
penh jatuh ke tangan Khmer merah pada tanggal 17 April 1975. Pol Pot menjadi 
pemimpin Kamboja yang mempunyai kebijakan yang sangat ekstrim dan 
mengakibatkan jutaan rakyat Kamboja meninggal dunia. Perlawanan rakyat 
Kamboja melawan rezim Pol Pot mendapat dukungan dari Vietnam yang pada 
saat itu sedang bertikai dengan Kamboja tentang masalah perbatasan wilayah. 
Melalui KNUFNS dan bantuan dari Vietnam, maka pada tanggal 7 Januari 1979 
Pol Pot dapat digulingkan dari kursi pemerintahan. 
Setelah jatuhnya pemerintahan Pol Pot, muncullah tokah dari zone timur, 
Heng Samrin, sebagai penguasa baru Kamboja. Munculnya Heng Samrin ini 
diharapkan pertikaian politik di Kamboja dapat teratasi. Akan tetapi 
ketidakstabilan politik yang terjadi semakin panjang dan sulit penyelesaiannya. 
Sebab masing-masing pihak yang bertikai (kelompok Funcinpec, Khmer Merah, 
KPNLF, PRK) merasa mempunyai hak atas Kamboja. Terlebih lagi dengan 
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hadirnya Vietnam, yang ikut campur terhadap urusan dalam negeri Kamboja. 
Karena konflik yang berkepanjangan ini, berbagai simpati dating dari negara-
negara lain untuk berperan dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi, 
misalnya: JIM I, JIM II, Konferensi Beijing, Konferensi Paris. 
2. Bidang Ekonomi 
Kondisi perekonomian Kamboja pada masa pemerintahan Pol Pot sangat 
mengenaskan. Obsesi Pol Pot untuk membentuk negara Kamboja sebagai negara 
komunis yang agraris ternyata gagal. Bahkan produksi beras, sebagai komoditi 
utama mengalami penurunan. Setelah tumbangnya rezim Pol Pot, yang ditandai 
dengan munculnya Heng Samrin sebagai penguasa baru di Kamboja ternyata 
membawa dampak positif. Sejak Kamboja berada di bawah kekuasaan Heng 
Samrin, banyak negara-negara terutama negara-negara yang berhaluan komunis 
mau memberikan bantuan kepada Kamboja. Sehingga, sedikit demi sedikit secara 
kondisi perekonomian Kamboja dapat cepat pulih kembali dan berkembang. 
3. Bidang Budaya 
Munculnya Heng Samrin dan Hun Sen sebagai penguasa baru Kamboja, 
membawa perubahan-perubahan kea rah positif. Berbagai kebijakan ditujukan 
untuk pembangunan kembali Kamboja yang hancur akibat perang di antaranya 
yaitu berusaha membangun kembali bangunan-bangunan yang memiliki nilai 
sejarah yang tinggi seperti Candi Angkor Whatt dan Angkor Thom. Hal ini berarti 
dapat membangkitkan kembali budaya bangsa Kamboja yang hancur akibat 
kekejaman pemerintahan Pol Pot.  
 
C. Saran 
 
Dari hasil penelitian dan beberapa implikasi di atas, dapat diajukan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi masyarakat Indonesia, seyogyanya dapat mengambil pelajaran dari 
adanya konflik politik di Kamboja yaitu bahwa siapapun yang menjadi 
pemimpin seharusnya bisa menunjukkan sikap kooperatif                        
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kepada pihak lain demi kelancaran jalannya pemerintahan serta pembangunan 
bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan nasional. 
2. Bagi generasi muda, hendaknya dapat mengambil pelajaran dari konflik 
politik di Kamboja yaitu bahwa dalam menyelesaikan masalah tidak harus 
menggunakan kekuatan fisik tetapi sebisa mungkin diusahakan dengan cara 
diplomatik, salah satunya dengan cara musyawarah guna menghindari 
jatuhnya korban dan kerugian lain yang lebih besar. 
3. Bagi pengamat masalah Kamboja, tulisan yang membahas tentang masalah 
Kamboja hendaknya lebih banyak dituangkan dalam bentuk buku-buku 
maupun artikel-artikel. Sedangkan bagi para penerbit, diharapkan lebih 
banyak bagi menerbitkan sumber-sumber sejarah yang berasal dari Kamboja 
yang masih menggunakan bahasa asing untuk ditulis dengan bahasa Indonesia 
sehingga pembaca di Indonesia mudah memahami dan mengetahui 
perkembangan yang terjadi di Kamboja. 
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